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Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
Segala puji dan rasa syukur yang sedalam-dalamnya penulis 
panjatkan kehadirat ALLAH Subhanahu Wata‟ala, dzat yang Maha Agung, 
Maha Pengasih dan Bijaksana atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-
Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengn judul “Peran 
Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui 
Program Khilan di Kota Palopo” sebagai salah satu syarat untuk 
memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP 
Universitas Hasanuddin. Salam dan shalawat tidak lupa penulis kirimkan 
kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang 
mana segala tindakannya menjadi tauladan untuk kita semua. 
Skripsi ini berisi hasil penelitian yang dilakukan untuk mengetahui 
peran Pemerintah Daerah dalam penanggulangan kemiskinan melalui 
program khilan dikota palopo beserta faktor-faktor yang 
mempengaruhinya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari 
masih banyak kekurangan, sekiranya ada masukan dan kritikan dari 
pembaca yang bersifat membangun, maka penulis akan menerimanya 
dengan senang hati. 
Dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini banyak pihak yang 
telah membantu dan memberi dukungan serta motivasi. Oleh karena itu 
melalui kesempatan ini, penulis menyampaikan penghargaan yang 
setinggi-tingginya dan mengucapkan terima kasih yang sedalam-
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membesarkan penulis, semoga Allah SWT memberikan kebahagiaan 
yang tiada tara di dunia maupun di akhirat kelak.  
Selain itu, ucapan terima kasih dengan penuh rasa tulus dan 
hormat penulis haturkan kepada : 
1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, selaku Rektor Universitas 
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v 
 
mengarahkan penulis serta sebagai Penasehat Akademik (PA) 
penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin. 
5. Bapak Rahmatullah S.Ip M.Si selaku Pembimbing II penulis yang 
telah rela mengorbankan waktunya untuk membimbing penulis, 
memberi arahan, saran, dan kritikan terhadap penyusunan skripsi 
ini. 
6. Kepada para penguji penulis mulai dari Ujian Proposal hingga Ujian 
Skripsi, terima kasih atas masukan dan arahannya. 
7. Para dosen pengajar Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP 
Unhas, terima kasih atas didikan dan ilmu yang diberikan selama 
perkuliahan. 
8. Seluruh staf tata usaha pada lingkup Departemen Ilmu Politik dan 
Pemerintahan beserta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Unversitas Hasanuddin. 
9. Seluruh informan penulis di Kota Palopo, yakni Walikota, Ketua 
DPRD, penyelenggara pemerintahan di Kantor Dinas Perindustrian, 
Dinas Koperasi UMKM, Perusahaan Daerah dan  pelaku-pelaku 
KHILAN yang bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan 
banyak informasi yang sangat bermanfaat kepada penulis. 
10.  Kakak saya Lugis, adik-adik saya Erwin, Akbar, Askar, dan Arsyad 
yang menjadi penyemangat dan yang senangtiasa mendoakan.. 




12. Kedua sahabat penulis, Dandi dan Cana yang selalu setia sebagai 
teman cerita, selalu mengingatkan hal-hal kebaikan, agama, dan 
teman diskusi disaat ada tugas. 
13. Saudara-saudara tak sekandung penulis, Lebensraum, yaitu Alif, 
Anti, Azura, Dirga, Jusna, Dewi, Suna, Ulfi, Uceng, Karina, Immang, 
Hanif, Dias, Zul, Yun, Febi, Irez, Yeyen, Erik, Ekki, Lala, Icha, Arya, 
Ayyun, Afni, Oskar, Kaswandi, Fahril, Ekka, Yani, Fitri, Syarif, 
Babba, Juwita, Dede, Aqil, Dana, Ade, Adit, Dika, Rian, Uma, Sube, 
Ugi, Hendra, Fitra, Angga, Mia, Haeril, Edwin, Wulan, Hasyim, 
Hillary, Mustika, Ike, Ina, Irma, Jay, Maryam, Herul, Aksan, Najib, 
Reza, Rosandi, Rum, Sani, Uli, Wahid, Wahyu, Wiwi, Wiwin, Yusra, 
Amel dan Almh. Iis yang telah menemani selama kurang lebih 3 
tahun di kampus tercinta Universitas Hasanuddin. Semoga 
semangat merdeka militan tetap kita jaga. Kenangan bersama 
kalian mulai dari “zaman botak”,  “zaman gondrong” sampai rapi dan 
cantik seperti sekarang karena telah menjadi mahasiswa tingkat 
akhir akan tetap diingatan.  
14. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan 
(HIMAPEM) FISIP Unhas. Terima kasih atas ilmu, pengalaman, 
kesempatan berkarya, kebersamaan dan kekeluargaan yang telah 
diberikan. Jayalah Himapemku, Jayalah Himapem kita. 




16. Teman-teman KKN Reguler Gelombang 93 Unhas Kabupaten Wajo 
Kecamatan Sajoanging, khususnya teman serumah selama kurang 
lebih 1 bulan menjalani pengabdian kepada masyarakat yaitu Kakak 
sahlan, kak Fadli, kak Ipul, Sofi, Ayu dan Fitrah 
17. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang 
telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis. 
Akhir kata, penulis mengucapkan permohonan maaf atas segala 
kekurangan dan kekhilafan. Terima Kasih, Wassalamu Alaikum 
Warahmatullahi Wabarakatuh.       







Sampul  i 
Lembar Pengesahan  ii 
Kata Pengantar  iii 
Daftar Isi  ix 
Daftar Tabel  xii 
Daftar Gambar  xv 
Daftar Lampiran  xvi 
Intisari  xvii 
Abstract  xviii 
BAB I PENDAHULUAN 1 
1.1. Latar Belakang Penelitian 
1.2. Rumusan Masalah Penelitian 
1.3. Tujuan Penelitian 
1.4. Manfaat Penelitian 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
2.1. Landasan Teori 
2.1.1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah 
2.1.2. Tugas Pokok Pemerintah 
2.1.3. Kemiskinan 
2.1.4. Pemberdayaan 
2.1.5. Home Industri Unggulan (khilan) 















BAB III METODE PENELITIAN 
3.1. Lokasi Penelitian 
3.2. Tipe Penelitian 
3.3. Teknik Pengumpulan Data   
3.4. Informan Penelitian 
3.5. Sumber Data 
3.6. Definisi Konsep   
3.7. Analisis Data 
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
4.1. Gambaran Umum Kota Palopo 
4.1.1. Sejarah Terbentuknya Kota Palopo 
4.1.2. Kondisi Geografis Wilayah 
4.1.3. Penduduk 
4.1.4. Tenaga Kerja 
4.1.5. Keadaan Sosial 
4.1.6. Pengeluaran Penduduk dan Konsumsi Makanan 
4.1.7. Potensi Sumber Daya Alam dan Hayati 
4.1.8. Visi dan Misi Kota Palopo 
4.2. Tata Kelola Kelembagaan di Kota Palopo 
4.3. Gambaran Umum Kantor Dinas Perindustrian 
4.3.1. Susunan Organisasi Dinas Perindustrian Kota 
Palopo 
4.3.2. Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas 

























Perindustrian Kota Palopo 
4.3.3. Bidang Pembinaan Perindustrian Kecil dan 
Industri Menengah 
4.3.4. Bidang Pengembangan Teknologi Industri Kecil 
Dan Industri Menengah 
4.3.5. Unit Pelaksana Teknis 
4.3.6. Jabatan Fungsional 
4.4. Kemiskianan di Kota Palopo 
4.5. Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan 
Masyarakat Miskin Melalui Program Khilan 
4.5.1. Peran Pemerintah Daerah dalam Menumbuhkan 
Iklim Usaha 
4.5.2. Peran Pemerintah Daerah dalam Menguatkan 
Potensi atau Daya Usaha  
4.6. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemberdayaan 
Khilan di Kota Palopo 
4.6.1. Faktor Penghambat Pemberdayaan Khilan di 
Kota Palopo 










































Tabel 1. Presentase Penduduk Miskin Kota Palopo 2010-2015 6 
 
Tabel 2. Jumlah Kecematan, Kelurahan dan Luas wilayah di Kota 
Palopo Tahun 2015 
 
47 




Tabel 4. Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL) Menurut 
Kecamatan di Kota Palopo Tahun 2015 
 
50 
Tabel 5. Rata-rata Hari Hujan dan Curah Hujan Setiap Bulan di 
Kota Palopo Tahun 2015 
 
52 
Tabel 6. Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut 
Kecamatan di Kota Palopo Tahun 2015 
 
53 
Tabel 7. Jumlah Pencari Kerja Yang Belum Ditempatkan Menurut 
Tingkat Pendidikan di Kota Palopo 2015 
 
54 
Tabel 8.  Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan Menurut 





Tabel 9.  Persentase Penduduk Usia 7–12 Tahun Menurut Status 





Tabel 10. Persentase Penduduk Usia 13-15 Tahun Menurut Status 





Tabel 11.  Persentase Penduduk Usia 16-18 Tahun Menurut Status 





Tabel 12.  Persentase Penduduk Usia 19-24 Tahun Menurut Status 





Tabel 13.  Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan di Kota 
Palopo Tahun 2010-2015 
 
59 
Tabel 14. Pentahapan Keluarga Sejahtera Menurut Kecamatan di 
Kota Palopo Tahun 2010-2014 
 
 60 
Tabel 15. Rata-rata Pengeluaran dan Persentase Rata-rata 
Pengeluaran Per Kapaita Sebulan Menurut Kelompok 




Tabel 16.  Luas Lahan Sawah dan Bukan Sawah Menurut 
Kecamatan di Kota Palopo tahun 2015 
 
 62 
Tabel 17.  Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan dan Jenis 





Tabel 18.  Luas Lahan Tegal/Kebun, Ladang/Huma, Padang 
Rumput, Sementara Tidak Diusahakan, Di Tanami 
Hutan/Hutan Rakyat, Perkebunan Dan Lainnya Menurut 







Tabel 19. Luas Panen Dan Produksi Padi Menurut Kecamatan Di 
Kota Palopo Tahun 2015 
 
65 
Tabel 20. Produksi Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, 













Tabel 23. Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan Di 
Kota Palopo Tahun 2015 
 
69 
Tabel 24. Populasi Ternak Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak 
(Ekor) di Kota PalopoTahun 2015 
 
70 
Tabel 25. Populasi Unggas Menurut Kecamatan dan Jenis Unggas 
(Ekor) di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 
 
70 
Tabel 26.  
 
Tabel 27. 
Produksi Perikanan Laut dan Darat Menurut Kecamatan 
Di Kota Palopo 











Gambar 1. Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin  2 
Gambar 2.  Skema Kerangka Pikir Penelitian 36 
Gambar 3. Peta Administrasi Kota Palopo 49 
Gambar 4.  Perusahan Daerah (Perusda) 110 
Gambar 5. Contah Produk Yang Di Hasilkan Perusda 111 
Gambar 6.  Alur Penerbitan Standar Operasional Prosedur (SOP) 
Penerbitan Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Izin 
Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan 
(TDP), Surat Izin Usaha Industri (SIUI), dan Tanda 
















Lampiran 1. Surat Izin Penelitian 
Lampiran 2. Peraturan Perundang-Undangan 
Lampiran 3. Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian 
Lampiran 4. Nama-Nama Khilan 
Lampiran 5. Contoh Naskah Kesepakatan Bersama 




I N T I S A R I 
 
Supriadi, Nomor Induk Mahasiswa E12113524, Program Studi Ilmu 
Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 
Hasanuddin menyusun skripsi dengan judul Peran Pemerintah Daerah 
dalam Penanggulangan kemiskinan melalui kegiatan khilan, dibawah 
bimbingan Ibu Dr. Hj. Nurlinah, M.Si sebagai Pembimbing I dan Bapak 
Rahmatullah, S.Ip M.Si sebagai Pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah 
dalam penanggulangan kemiskinan melalui program Khilan di Kota Palopo 
serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk mencapai tujuan 
tersebut, digunakan metode penelitian kualitatif dengan mengurai data 
secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, 
wawancara, serta dokumen dan arsip dengan menggunakan teknik 
analisis deskriptif kualitatif. 
 
Hasil penelitian menunjukan: Pertama, Peran pemerintah dalam 
pemberdayaan masyarakat miskin melalui program Khilan dapat 
dikategorisasi secara umum menjadi dua peran yaitu penumbuhan iklim 
usaha dan penguatan potensi atau daya usaha. Penumbuhan iklim usaha 
meliputi pendanaan, sarana & prasarana, informasi usaha, perizinan 
usaha dan  promosi dagang. Sedangakan Penguatan Potensi atau Daya 
meliputi produksi dan pengolahan, pemasaran, serta sumber daya 
manusia. Kedua, faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat 
miskin melalui program khilan di Kota Palopo meliputi faktor penghambat 
dan pendukung. Faktor penghambat kurangnya inovasi dalam pemasaran 
dan terbatasnya anggaran yang hanya sekian persen, Sedangkan faktor 






















Supriadi, subject number E12113524,  Study Program Of Government 
Science,Faculty ofSocial and Political Science, Hasanuddin University has written 
a thesis with the title “The Role of Local Government in Poverty Reduction with 
Khilan Program”, under guidence of Dr. Hj. Nurlinah, M.Si and Rahmatullah, S.Ip 
M.Si. 
The research aims to describe about the role of local government in poverty 
reduction with Khilan program in Palopo city and determine the factors that affect 
the program. This research method used qualitative research by parsed data 
descriptively. Data collection techniques with observation, interviews, and 
documents and archives by used descriptive qualitative analysis techniques. 
The results of research showed; Firstly, the role of government in the 
empowerment of the poor with the Khilan program can be categorized into two 
roles: the growth of business climate and the strengthening of potential or 
business resources. Business climate growth includes funding, facilities & 
infrastructure, business information, business licensing and trade promotion. 
Strengthening potential or business resources includes production and 
processing, marketing, and human resources. Secondly, factors affecting the 
empowerment of the poor with Khilan program in Palopo City there are inhibiting 
and supporting factors. Inhibiting factors of the program are the lack of innovation 
in marketing and the limited budget of only a few percent. Supporting factors of 



















1.1. Latar Belakang Penelitian 
Pemerintah merupakan salah satu unsur yang berperan penting 
dalam mencapai tujuan suatu negara. Proses pencapaian tujuan bagi 
setiap negara pada dasarnya sama walaupun berbeda dalam 
rumusannya. Tujuan Negara Republik Indonesia sendiri tertuang dalam 
Pembukaan Undang-Undang Dasar (alinea ke IV) yaitu melindungi 
segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi, dan keadilan sosial.  
 Namun permasalahan senantiasa hadir di tengah masyarakat 
Indonesia salah satunya permasalahan sosial yaitu kemiskinan. Akan 
tetapi permasalahan kemiskinan bukan hanya terjadi di Indonesia, ini juga 
terjadi di Negara-negara berkembang lainnya. Kemiskinan sendiri adalah 
keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan 
dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan 
kesehatan. 
Pemerintah sendiri telah melakukan penanggulangan kemiskinan 
sejak tahun 1998 sampai saat ini, secara umum menurunkan angka 
kemiskinan Indonesia, kecuali pada tahun 2006, September 2013, dan 










Gambar 1. Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin  
 Kemudian pemerintah mengupayakan berbagai stretegi dan 
program yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan tersebut. Salah 
satunya adalah melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan 
Kemiskinan (TNP2K) dimana ada empat strategi dasar yang telah 
ditetapkan dalam melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan, 
yaitu : 
1. Menyempurnakan program perlindungan sosial 
2. Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar 
3. Pemberdayaan masyarakat, dan 
4. Pembangunan yang inklusif 
Terkait dengan strategi tersebut diatas, Pemerintah telah 
menetapkan instrumen penanggulangan kemiskinan yang dibagi 
berdasarkan tiga klaster, masing-masing antara lain sebagai berikut: 
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 Klaster I - Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga. 
Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis 
bantuan dan perlindungan sosial bertujuan untuk melakukan 
pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, serta 
perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. Fokus pemenuhan 
hak dasar ditujukan untuk memperbaiki kualitas kehidupan 
masyarakat miskin untuk kehidupan lebih baik, seperti 
pemenuhan hak atas pangan, pelayanan kesehatan, dan 
pendidikan. 
 Klaster II – Program penanggulangan kemiskinan berbasis 
pemberdayaan masyarakat. 
Upaya penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya dengan 
memberikan bantuan secara langsung pada masyarakat miskin 
karena penyebab kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh 
aspek-aspek yang bersifat materialistik semata, akan tetapi juga 
karena kerentanan dan minimnya akses untuk memperbaiki 
kualitas hidup masyarakat miskin. Pendekatan pemberdayaan 
dimaksudkan agar masyarakat miskin dapat keluar dari 
kemiskinan dengan menggunakan potensi dan sumberdaya 
yang dimilikinya. 
Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis 
pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah tahap lanjut 
dalam proses penanggulangan kemiskinan. Pada tahap ini, 
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masyarakat miskin mulai menyadari kemampuan dan potensi 
yang dimilikinya untuk keluar dari kemiskinan. Pendekatan 
pemberdayaan sebagai instrumen dari program ini dimaksudkan 
tidak hanya melakukan penyadaran terhadap masyarakat 
miskin tentang potensi dan sumberdaya yang dimiliki, akan 
tetapi juga mendorong masyarakat miskin untuk berpartisipasi 
dalam skala yang lebih luas terutama dalam proses 
pembangunan di daerah. 
 Klaster III – Penanggulangan kemiskinan berbasis 
pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil. 
Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan 
usaha mikro dan kecil adalah program yang bertujuan untuk 
memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha 
berskala mikro dan kecil. Aspek penting dalam penguatan 
adalah memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat 
miskin untuk dapat berusaha dan meningkatkan kualitas 
hidupnya. 
Strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana ditunjukkan 
pada instrument klaster di atas menunjukkan bahwa upaya 
penanggulangan kemiskinan perlu bertumpu kepada upaya 
memberdayakan masyarakat. Secara konseptual, menurut (Edi 
Suharto:2005) bahwa pemberdayaan atau pemberkuasaan 
(empowerment, berasal dari kata “Power” (kekuasaan atau keberdayaan), 
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pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya selompok 
rentan dan lemah, sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan 
dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, memiliki kebebasan, dan 
menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat 
meningkatkan pendapatannya serta memperoleh barang-barang dan jasa 
yang mereka perlukan. Jadi memberdayakan masyarakat dalam 
penanggulangan kemiskinan agar warga memiliki daya dan kemampuan 
untuk terlibat aktif dan pada akhirnya dapat menentukan sendiri 
kehidupannya dengan memanfaatkan program-program yang dikelola 
oleh pemerintah. 
Secara umum, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan 
kegiatan usaha yang dapat memperluas lapangan pekerjaan serta 
memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan 
dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan 
masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta berperan 
mewujudkan stabilitas nasional. 
Undang Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil 
dan Menengah, pasal 2 menyatakan bahwa tujuan dunia usaha ini dalam 
rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi 
ekonomi yang berkeadilan. Pembangunan nasional diselenggarakan oleh 
rakyat dan pemerintah, dengan rakyat sebagai aktor yang vital perannya 
untuk pembangunan atau disebut pelaku utama pembangunan. 
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pemerintah berperan dalam mengarahkan, membimbing, melindungi serta 
menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang pertumbuhan dunia 
usaha.  
Di Kota Palopo, Masalah Kemiskinan merupakan hal yang perlu 
untuk di atasi. Berdasarkan data dari susenas, kemiskinan di Kota Palopo 
dalam 5 tahun terkahir yakni dari tahun  2011-2015 mengalami penurunan 
namun tidak terlalu signifikan. Berikut disajikan secara lengkap jumlah 
penduduk miskin dikota palopo pada tahun 2011-2015 dalam tabel. 









2011 152573 15 300 10,22 
2012 156603 14 900 9,47 
2013 160819 15 500 9,57 
2014 164903 14 590 8,80 
2015 168.894 14.510 8,58 
              Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Palopo 
 
 
Jumlah masyarakat miskin di Kota Palopo periode Tahun 2011-
2015, dengan memperhatikan serta menyimak  secara teliti bahwa 
pergeseran angka garis kemiskinan dan persentase jumlah penduduk 
miskin di Kota Palopo boleh dikatakan hampir tidak mengalami perubahan 
yang cukup berarti. Dengan membandingkan angka persentase penduduk 
miskin keadaan 5 tahun terakhir yaitu pada Tahun 2011 dan Tahun 2015, 
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boleh dikatakan bahwa angka tersebut menunjukkan perubahan 
menguntungkan atau sedikit lebih baik karena mengalami penurunan 
sekitar 1,64 persen dari angka 10,22 pada tahun 2011 menurun menjadi 
8,58 persen pada tahun 2015. Hal ini tentu merupakan indikator yang 
menunjukkan kerberhasilan pemerintah pusat dan daerah dalam 
melaksanakan berbagai program pengetasan kemiskinan di wilayah Kota 
Palopo baik program yang menyentuh langsung rumah tangga penerima 
manfaat maupun program percepatan pembangunan infrastruktur daerah.  
Berikut oleh BPS Kota Palopo lewat data dasar PPLS 2011, 
penentuan kategori RTS selanjutnya ditentukan langsung oleh TNPUK 
menghasilkan sekitar 7.119 RTS. Sebagian besar dari keluarga yang ada 
di kota palopo masuk dalam kategori keluarga sejahtera III sebnayak 
12.315 keluarga. Sedangkan untuk keluarga pra sejahtera hanya tercatat 
sebanyak sebanyak 5.583 keluarga. Jika lihat perkecamatan wara timur 
merupakan kecamatan dengan jumlah terbesar pada kedua kategori 
keluarga diatas yaitu sebanyak 2.318 keluarga pada kategori sejahtera III 
dan 1.127 keluarga pada kategori pra sejahtera. Sedangkan pada kategori 
kelurga pra sejahtera kecematan sendana merupakan kecamatan dengan 
jumlah keluarga paling sedikit yaitu 82 keluarga. 
Sejak tahun 2013 pemerintah daerah Kota Palopo telah 
menetapkan upaya pengetasan dan pemberdayaan masyarakat menjadi 
salah satu program prioritas daerah. Program ini dilaksanakan 
berdasarkan Visi-Misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo 2013-
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2018. Sejalan dengan implementasi Visi dan Misi Pemerintah Kota 
Palopo, yang tertuang dalam kerangka konsep pembangunan melalui 
penajaman 23 Prioritas Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah (RPJP/D) maupun yang tersusun  dalam Rencana 
Pembangunan Jangka Mengah Daerah (RPJMD) Kota Palopo 2013-2018. 
Berangkat dari masalah diatas, salah satu Program Pemerintah 
dalam pengetasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat, yakni 
melalui Kegiatan Home Industri Unggulan (KHILAN).  Adapun program ini 
awalnya dibawahi langsung oleh Dinas Koperindag namun pada tahun 
2016 Dinas Koperindag terbagi menjadi 3 dinas yaitu Dinas Koperasi, 
Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan. Kemudian diambil alih oleh 
Dinas Perindustrian namun tetap ada kordinasi antara Dinas Koperasi, 
Dinas Perdagangan dan beberapa lembaga-lembaga pemerintah kota 
lainnya. 
Khilan termasuk dalam kategori usaha mikro, kecil dan menengah 
(UMKM). Khilan  adalah kegiatan home industri atau rumah usaha produk  
atau juga perusahaan kecil. Dikatakan sebagai perusahaan kecil karena 
jenis kegiatan ekonomi ini dipusatkan di rumah. Pengertian usaha kecil 
secara jelas tercantum dalam UU No. 9 Tahun 1995, yang menyebutkan 
bahwa usaha kecil adalah usaha dengan kekayaan bersih paling banyak 
Rp200 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dengan 
hasil penjualan tahunan paling banyak Rp1.000.000.000. 
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Kriteria lainnya dalam UU No 9 Tahun 1995 adalah: milik WNI, 
berdiri sendiri, berafiliasi langsung atau tidak langsung dengan usaha 
menengah atau besar dan berbentuk badan usaha perorangan, baik 
berbadan hukum maupun tidak. Home Industri juga dapat berarti industri 
rumah tangga, karena termasuk dalam kategori usaha kecil yang dikelola 
keluarga. 
Dimana  tahap awal dari program khilan adalah menghimpun para 
pelaku usaha kecil dan masyarakat berpenghasilan rendah, kemudian 
diverfikasi terkait layak tidaknya ikut menjadi peserta khilan.  
Kota Palopo merupakan salah satu daerah di Sulsel yang masuk 
menjadi nominator peraih penghargaan Fajar Institute of Pro Otonomi 
(FIPO) Award 2016. Dimana inovasi yang diluncurkan Pemerintah Kota 
(Pemkot) Palopo melalui Wali Kota Palopo, HM Judas Amir, MH yakni 
Kegiatan Home Industri Unggulan (Khilan) meraih penilaian tertinggi. 
Berdasarkan realitas dan penjelasan diatas merupakan suatu hal 
yang menarik bagi penulis mengkaji lebih jauh dengan mengangkat judul 
penelitian, ”Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan 






1.2. Rumusan Masalah Penelitian 
Berdasarkan latar belakang penelitian yang ada, Khilan dinilai 
potensial dalam memulihkan dan menunjang perekonomian bangsa. 
Namun dalam realitasnya, terdapat berbagai masalah yang terjadi dalam 
pemberdayaan khilan. Hal demikian dapat dilihat dalam lingkup kecil di 
wilayah Indonesia yaitu di Kota Palopo dengan Banyaknya kelompok 
khilan yang mencapai 200 kelompok Khilan  pada tahun 2013. 
Terkait potensi yang dimiliki oleh Khilan dalam penciptaan 
lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan 
pengentasan rakyat miskin, Pemerintah mengeluarkan peraturan untuk 
pemberdayaannya. Peraturan tersebut termanifestasikan dalam Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan 
Menengah. Aturan ini berlaku secara nasional dan dijadikan dasar 
pemberdayaan UMKM untuk setiap daerah sehingga menjadi hal yang 
penting untuk menganalisis peran yang dilakukan Pemerintah Daerah 
dalam pemberdayaan UMKM.  
Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah seharusnya memiliki 
political will yang serius dalam meningkatkan kualitas UMKM, sebab hal ini 
dapat menambah pendapatan ekonomi masyarakat. Berdasarkan 
fenomena tersebut maka dalam rumusan masalah ini ditetapkan 
pertanyaan penelitian sebagai berikut. 
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Berdasarkan uraian diatas maka dapat diambil beberapa rumusan 
masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana pelaksanaan program khilan dalam menanggulangi 
kemiskinan di kota palopo ? 
2. Faktor - faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program khilan di 
kota palopo? 
1.3. Tujuan Penelitian  
Berdasarkan permasalahan yang ada, tujuan dari penelitian ini 
yaitu untuk: 
1. Untuk mengetahui langkah Pemerintah Kota dalam menanggulangi 
kemiskinan di Kota Palopo melalui program kegiatan home industri 
unggulan (khilan).  
2. Untuk mengetahui faktor - faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 
program khilan di kota palopo. 
1.4. Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut :   
1. Manfaat akademik, diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat 
dalam pengembangan ilmu pemerintahan khususnya yang berfokus 
pada kajian peran Pemerintah Daerah dalam Menanggulangi 
Kemiskinan Melalui Program Kegitan Home Industri Unggulan. 
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2. Manfaat praktis, hasil penelitian diharapkan dapat berguna bagi 
seluruh stakeholders dalam menanggulangi kemiskinan dan menjadi 
sumbangsi peneliti terhadap proses pemerintahan dalam 
pembangunan sektor ekonomi. 
3. Manfaat metodologis, Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat 
berguna untuk menambah wawasan dan menjadi referensi bagi 
mahasiswa yang akan melakukan kajian terhadap penelitian 




















Tinjauan pustaka merupakan uraian tentang teori-teori dan konsep 
yang dipergunakan dalam penelitian untuk menjelaskan masalah 
penelitian lebih dalam, sehingga mengarah pada kedalaman pengkajian 
penelitian. Hal ini juga sekaligus sebagai pendukung dalam rangka 
menjelaskan atau memahami makna dibalik realitas yang ada. 
 
1.1. Landasan Teori 
1.1.1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah 
Bersamaan dengan munculnya negara sebagai organisasi terbesar 
yang relatif awet dan kokoh dalam kehidupan bermasyarakat, maka 
pemerintahan mutlak harus ada untuk membarenginya. Yaitu munculnya 
keberadaan dua kelompok orang yang memerintah di satu pihak yang 
diperintah di lain pihak.   
Keberadaan Pemerintah di semua negara tidak terlepas dari tujuan 
pembentukannya. Menurut Ryaas Rasyid, dalam bukunya Pemerintahan: 
Tinjauan dari segi etika dan kepemimpinan hal 14-15. secara umum ada 2 
tujuan pembentukan pemerintah suatu negara, yaitu : 
1. Menegakkan keteraturan. Pemerintah dibentuk agar tercipta rasa 
aman di kalangan masyarakat suatu negara. Sebelum negara 
terbentuk, keadaan masyarakat sungguh kacau atau tidak teratur. 
Masing-masing membuat aturannya sendiri-sendiri sehingga timbul 
ketidak-amanan, misalnya perampokan dan pemerkosaan. Agar 
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aman maka perlu ada pihak yang mengatur, dan yang 
mengaturnya itu adalah pemerintah. 
2. Menciptakan suasana yang adil. Pemerintah dibentuk dengan 
harapan bahwa anggota masyarakatnya dapat difasilitasi untuk 
memperoleh peluang yang sama (adil) dalam berbagai segi 
kehidupan, misalnya dalam bidang politik, hukum dan ekonomi. 
Secara etimologi, dalam bukunya Syafiie, Inu Kencana. Ilmu 
Pemerintahan Edisi Revisi Kedua. Hal 4.  pemerintahan dan pemerintah 
dapat diartikan sebagai berikut : 
1. “Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Yang berarti di 
dalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah memiliki 
wewenang dan yang diperintah memiliki kepatuhan akan 
keharusan. 
2. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah. Yang berarti 
badan yang melakukan kekuasaan memerintah. 
3. Setelah ditambah lagi akhiran “an” menjadi pemerintahan. Berarti 
perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah 
tersebut. 
Untuk definisi pemerintah, Syafiie, Inu Kencana. Ilmu 
Pemerintahan. Hal 10.  W.S. Sayre  mengatakan bahwa : 
“Pemerintah dalam definisi terbaiknya adalah sebagai organisasi 
dari negara yang memperlihatkan dan yang menjalankan 
kekuasaannya.” 
Selanjutnya menurut Samuel Edward Finer, dalam bukunya Syafiie, 
Inu Kencana. Ilmu Pemerintahan. Hal 11.  hal yang harus dilakukan oleh 
pemerintah yaitu : 
“Pemerintah harus mempunyai kegiatan terus menerus (process), 
negara tempat kegiatan itu berlangsung (state) pejabat yang 
memerintah (the duty) dan cara, metode serta sistem (manner, 




Pemerintahan di Indonesia diselenggarakan berdasarkan tingkatan 
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi, 
kabupaten/kota) dan desa berdasarkan keberadaan desentralisasi yang 
berlaku pada masing-masing negara dan pemerintahan. Seperti di negara 
kesatuan lainnya, daerah di Indonesia tidak bersifat negara, karena itu di 
daerah tidak memiliki kekuasaan negara dan atribut kenegaraan lainnya 
seperti ditingkat pusat/nasional. yang dimilikinya adalah wewenang 
sebagai turunan dari kekuasaan negara untuk mengurus urusan 
pemerintahan „tertentu‟ menurut asas-asas penyelenggaraan 
pemerintahan daerah. 
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 
Tentang Pemerintahan Daerah dikatakan bahwa : 
1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang 
memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia 
yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 
2. Pemerintah  Daerah  adalah  kepala  daerah  sebagai  unsur 
penyelenggara  Pemerintahan  Daerah  yang  memimpin 
pelaksanaan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi kewenangan 
daerah otonom. 
Dalam melakukan otonomi daerah perlu asas yang harus 
dijalankan sebagai berikut. 
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1) Desentralisasi adalah penyerahan sebagian urusan dari pemerintah 
pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur 
daerahnya sendiri. 
2) Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari aparat 
pemerintah pusat atau pejabat di atasnya (misalnya, wilayah 
provinsi). 
3) Tugas pembantuan. Dalam hal ini pemerintah daerah ikut serta 
mengurus sesuatu urusan tetapi kemudian urusan itu harus di 
pertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat. 
Berdasarkan hasil amandemen pasal 18 Undang-Undang Dasar 
1945 dikemukakan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah 
Kabupaten dan Daerah Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.  
Secara formal, otonomi daerah diartikan sebagai hak wewenang 
dan kewajiban Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya 
sendiri sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku. Berdasarkan 
literatur otonomi dapat dibedakan menjadi otonomi materiil, formil, riil. 
Sebagai realisasi asas desentralisasi kepada Daerah, diserahkan 
berbagai kewenangan pemerintahan yang wajib dilaksanakan sekitar 11 
bidang pemerintahan.  
Berdasarkan konsep pemerintah yang dikemukakan beberapa ahli 
di atas bahwa pemerintah merupakan unsur negara yang hubungannya 
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tidak terlepas dengan pihak yang diperintah. Kedua unsur ini harus 
memiliki sinergitas yang baik dalam membangun negara. Namun, dalam 
hubungannya diperlukan aturan yang mengikat agar tidak terjadi 
penyelahgunaan kekuasaan. Lebih luas dari pada itu, pemerintah 
mempunyai tingkatan yang disebut pemerintah pusat dan daerah. Kedua 
lembaga pemerintahan ini bekerjasama dalam menjalankan sistem 
pemerintahan Indonesia yang berlandaskan atas asas desentralisasi, 
dekonsentrasi dan tugas pembantuan. 
1.1.2. Tugas Pokok Pemerintah 
Pembagian urusan pemerintahan di Indonesia, pada hakikatnya 
dibagi ke dalam tiga kategori, yakni urusan pemerintahan yang dikelola 
oleh pemerintah pusat; urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh 
pemerintah daerah provinsi; urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh 
pemerintah kabupaten/kota. Terkait dengan tugas pokok pemerintah maka 
ada tugas yang dapat diserahkan atau dilimpahkan pemerintah pusat 
kepada pemerintah daerah, namun adapula beberapa tugas pemerintah 
yang tidak dapat dikerjakan oleh pemerintah pusat maupun daerah 
kabupaten/kota. 
Urusan pemerintahan yang dimaksud adalah politik luar negeri, 
pertahanan, keamanan, yustisi, fiskal nasional atau moneter dan urusan 
agama. Selebihnya merupakan tugas pemerintah yang dapat diserahkan 
wewenangnya kepada pemerintah daerah provinsi maupun 
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kabupaten/kota yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi 
daerahnya.  
Syaukani, Afan Gaffar dan Ryaas Rasyid dalam bukunya Otonomi 
Daerah dalam Negara Kesatuan. Hal. 233. menjelaskan tugas Pemerintah 
dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut: 
 
“Tugas Eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah to 
execute atau melaksanakan apa yang sudah disepakati atau 
diputuskan oleh pihak legislative dan yudikatif. Bisa juga dikatakan 
sebagai mengimplementasikan semua kebijaksanaan yang sudah 
diputuskan oleh pihak legislative dan yudikatif. Namun karena 
pembuatan kebijaksanaan pemerintahan atau kebijaksanaan 
publik bukan semata-mata domain atau kewenangan legislative, 
maka dalam sebuah pemerintahan yang modern tidak jarang 
mengambil inisiatif sendiri dalam mengagendakan dan 
merumuskan kebijakan.” 
 
Dalam pengambilan kebijakan dan keputusan di daerah, arah 
tindakan aktif dan positif pemerintah daerah haruslah berlandaskan pada 
penyelenggaraan kepentingan umum. Sudah menjadi tugas 
penyelenggaraan pemerintah daerah untuk menjaga kepentingan umum 
tersebut guna mencapai harapan daerah dalam rangka memperkuat 
kesatuan bangsa. 
Penjelasan mengenai tugas-tugas pokok pemerintah kemudian 
dijelaskan oleh Ryaas Rasyid . Makna Pemerintahan: Tinjauan dari segi 




“Pertama, menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan 
serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan 
dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah 
melalui cara-cara kekerasan. 
Kedua, memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya 
gontok-gontokan diantara warga masyarakat, menjamin agar 
perubahan apapun yang terjadi di dalam masyarakat dapat 
berlangsung secara damai. 
Ketiga, menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap 
warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang 
melatarbelakangi keberadaan mereka. 
Keempat, melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan 
dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga 
non pemerintahan atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh 
pemerintah. 
Kelima, melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan 
kesejahteraan sosial: membantu orang miskin dan memelihara 
orang cacat, jompo dan anak terlantar: menampung serta 
menyalurkan para gelandangan ke sektor kegiatan yang produktif 
dan semacamnya. 
Keenam, menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan 
masyarakat luas, seperti mengendalikan laju inflasi, mendorong 
penciptaan lapangan kerja baru, memajukan perdagangan 
domestic dan antar bangsa, serta kebijakan lain yang secara 
langsung menjamin peningkatan ketahanan ekonomi negara dan 
masyarakat.  
Ketujuh, menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya 
alam dan lingkungan hidup, seperti air, tanah dan hutan. 
 
Selanjutnya, Ryaas Rasyid dalam bukunya Muhadam Labolo. 
Memahami Ilmu Pemerintahan suatu kajian, teori, konsep dan 
pengembangannya.Hal. 34. menjelaskan bahwa dalam pemerintahan 
modern fungsi pemerintahan dapat dibagi menjadi empat bagian yakni 
sebagai berikut: 
“Dalam pemerintahan modern dewasa ini Rasyid membagi fungsi 
pemerintahan menjadi empat bagian, yaitu pelayanan (public 
service), pembangunan (development), pemberdayaan 
(empowering), dan pengaturan (regulation). Dengan mengutip 
Franklin D. Rosevelt, Rasyid mengemukakan bahwa untuk 




Fungsi-fungsi pemerintahan yang dijalankan akan menunjukan 
gambaran kualitas pemerintahan itu sendiri. Apabila pemerintah dapat 
menjalankan fungsinya dengan baik maka secara otomatis akan 
berpengaruh pada tugas-tugas pokok pemerintah yang dijalankannya. Hal 
ini juga akan berdampak pada terciptanya keteraturan hidup dalam 
negara. Berdasarkan beberapa fungsi dan tugas pokok pemerintah yang 
dikemukakan para ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 
pemerintah merupakan unsur yang penting dalam memajukan negara 
dengan fungsinya sebagai pembangun, pemberdaya dan pelayan bagi 
unsur-unsur lain negara yang ada di bawahnya. 
1.1.3. Kemiskinan dan Ukuran Kemiskinan 
1. Kemiskinan 
Kemiskinan merupakan konsep yang berwayuh wajah, bermatra 
multidimensional. Ellis (1984:242-245), misalnya, menunjukkan bahwa 
dimensi kemiskinan menyangkut aspek ekonomi, politik dan social-
psikologis.Secara ekonomi, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai 
kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi 
kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok 
orang.Sumber daya dalam konteks ini menyangkut tidak hanya aspek 
finansial, melainkan pula semua jenis kekayaan (wealth) yang dapat 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas.Berdasarkan 
konsepsi ini, maka kemiskinan dapat diukur secara langsung dengan 
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menetapkan persedian sumber daya yang dimiliki melalui penggunaan 
standar bakuyang dikenal dengan garis kemiskinan (poverty line). Cara 
seperti ini sering disebut dengan metode pengukuran kemiskinan absolut. 
Garis kemiskinan yang digunakan BPS sebesar 2,100 kalori per 
orang per hari yang disertarakan dengan pendapatan tertentu atau 
pendekatan Bank Dunia yang menggunakan 1 dolar AS per orang per hari 
adalah contoh kemiskinan absolut. Secara politik, kemiskinan dilihat dari 
tingkat akses terhadap kekuasaan (power). Kekuasaan dalam pengertian 
ini mencakup tatanan sistem politik yang dapat menentukan kemampuan 
sekelompok orang dalam menjangkau dan menggunakan sumber daya. 
Kemiskinan secara social-psikologis menunjuk pada kekurangan jaringan 
dan struktur sosial yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan-
kesempatan peningkatan produktivitas. Dimensi kemiskinan ini juga dapat 
diartikan sebagai kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor 
penghambat yang mencegah atau merintangi seseorang dalam 
memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada di masyarakat.Faktor 
penghambat tersebut secara umum meliputi faktor internal dan eksternal. 
a) Faktor internal datang dari dalam diri sesorang yang miskin itu 
sendiri, seperti rendahnya pendidikan atau adanya hambatan 
budaya. Teori “kemiskinan budaya” (cultural poverty) yang 
dikemukakan Oscar Lewis, misalnya, menyatakan bahwa 
kemiskinan dapat dimuncul sebagai akibat adanya nilai-nilai atau 
kebudayaan yang dianut oleh orang-orang miskin, seperti malas, 
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mudah menyerah pada nasib, kurang memiliki etos kerja dan 
sebagainya. Sedangkan,  
b) faktor eksternal datang dari luar kemampuan orang yang 
bersangkutan, seperti birokrasi atau peraturan-peraturan resmi 
yang dapat menghambat seseorang dalam memanfaatkan 
sumberdaya. Kemiskinan model ini terjadi bukan dikarenakan 
“ketidakmauan” seseorang yang miskin untuk bekerja (malas), 
melainkan karenaketidakmampuan sistem dan struktur sosial dalam 
menyediakan kesempatan-kesempatan yang memungkinkan 
mereka dapat bekerja. Konsepsi kemiskinan yang bersifat 
multidimensional ini kiranya lebih tepat jika digunakan sebagai 
pisau analisis dalam mendefiniskan kemiskinan dan merumuskan 
kebijakan penanganan kemiskinan di Indonesia. 
Kemiskinan pada dasarnya merupakan salah satu bentuk masalah 
yang muncul dalam kehidupan masyarakat, khusunya masyarakat di 
Negara-negara yang sedang berkembang. Masalah kemiskinan ini 
dikatakan sebagai suatu problema karena masalah kemiskinan menuntut 
adanya upaya pemecahan masalah secara berencana, terintegrasi dan 
menyeluruh dalam waktu yang singkat. 
2. Macam-Macam Kemiskinan 
1) Kemiskinan absolut, kondisi dimana seseorang memiliki 
pendapatan di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk 
memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, 
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perumahan, dan pendidikan yang dibutuhkan untuk bisa hidup 
dan bekerja.  
2) Kemiskinan relatif, kondisi miskin karena pengaruh kebijakan 
pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, 
sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan.  
3) Kemiskinan kultural, mengacu pada persoalan sikap seseorang 
atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti 
tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, 
pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar. 
4) Kemiskinan struktural, situasi miskin yang disebabkan oleh 
rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam 
suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak 
mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali 
menyebabkan suburnya kemiskinan.  
a. Kemiskinan juga dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu :  
1) Kemiskinan alamiah, berkaitan dengan kelangkaan sumber 
daya alam dan prasarana umum, serta keadaan tanah yang 
tandus.  
2) Kemiskinan buatan, lebih banyak diakibatkan oleh sistem 
modernisasi atau pembangunan yang membuat masyarakat 
tidak mendapat menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas 




b. Menurut Nasikun dalam Chriswardani Suryawati (2005), 
beberapa sumber dan proses penyebab terjadinya 
kemiskinan, yaitu:  
1) Policy induces processes, yaitu proses pemiskinan yang 
dilestarikan, direproduksi melalui pelaksanaan suatu kebijakan, 
diantaranya adalah kebijakan anti kemiskinan, tetapi relitanya 
justru melestarikan. 
2)  Socio-economic dualism, negara bekas koloni mengalami 
kemiskinan karena soal produksi kolonial, yaitu petani menjadi 
marjinal karena tanah yang paling subur dikuasai petani sekala 
besar dan berorientasi ekspor.  
3) Population growth, prespektif yang didasari oleh teori Malthus , 
bahwa pertambahan penduduk seperti deret ukur sedangkan 
pertambahan pangan seperti deraet hitung.  
4) Resaurces management and the environment, adalah unsur 
mismanagement sumber daya alam dan lingkungan, seperti 
manajemen pertanian yang asal tebang akan menurunkan 
produktivitas.  
5) Natural cycle and processes, kemiskinan terjadi karena siklus 
alam. Misalnya tinggal dilahan kritis, dimana lahan itu jika turun 
hujan akan terjadi banjir, akan tetapi jika musim kemarau 
kekurangan air, sehingga tidak memungkinkan produktivitas 
yang maksimal dan terus-menerus.  
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6)  The marginalization of woman, peminggiran kaum perempuan 
karena masih dianggap sebagai golongan kelas kedua, 
sehingga akses dan penghargaan hasil kerja yang lebih rendah 
dari laki-laki.  
7) Cultural and ethnic factors, bekerjanya faktor budaya dan etnik 
yang memelihara kemiskinan. Misalnya pada pola konsumtif 
pda petani dan nelayan ketika panenj raya, serta adat istiadat 
yang konsumtif saat upacara adat atau keagamaan.  
8) Exploatif inetrmediation, keberadaan penolong yang menjadi 
penodong, seperti rentenir.  
9) Inetrnal political fragmentation and civil stratfe, suatu kebijakan 
yang diterapkan pada suatu daerah yang fragmentasi politiknya 
kuat, dapat menjadi penyebab kemiskinan.  
10) Interbational processe, bekerjanya sistem internasional 
(kolonialisme dan kapitalisme) membuat banyak negara menjadi 
miskin.  
3. Ukuran Kemiskinan 
Menurut BPS (Badan Pusat Statistik), tingkat kemiskinan 
didasarkan pada jumlah rupiah konsumsi berupa makanan yaitu 2100 
kalori per orang per hari (dari 52 jenis komoditi yang dianggap mewakili 
pola konsumsi penduduk yang berada dilapisan bawah), dan konsumsi 
nonmakanan (dari 45 jenis komoditi makanan sesuai kesepakatan 
nasional dan tidak dibedakan antara wilayah pedesaan dan perkotaan). 
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Patokan kecukupan 2100 kalori ini berlaku untuk semua umur, jenis 
kelamin, dan perkiraan tingkat kegiatan fisik, berat badan, serta perkiraan 
status fisiologis penduduk, ukuran ini sering disebut dengan garis 
kemiskinan. Penduduk yang memiliki pendapatan dibawah garis 
kemiskinan dikatakan dalam kondisi miskin.  
Menurut Sayogyo, tingkat kemiskinan didasarkan jumlah rupiah 
pengeluaran rumah tangga yang disetarakan dengan jumlah kilogram 
konsumsi beras per orang per tahun dan dibagi wilayah pedesaan dan 
perkotaan  
a. Daerah pedesaan :  
1. Miskin, bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 320 kg nilai 
tukar beras per orang per tahun. 
2. Miskin sekali, bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 240 kg 
nilai tukar beras per orang per tahun.  
3. Paling miskin, bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 180 kg 
nilai tukar beras per orang per tahun.  
b. Daerah perkotaan :  
1. Miskin, bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 480 kg nilai 
tukar beras per orang per tahun.  
2. Miskin sekali: bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 380 kg 
nilai tukar beras per orang per tahun.  
3. Paling miskin, bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 270 kg 
nilai tukar beras per orang per tahun.  
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Bank Dunia mengukur garis kemiskinan berdasarkan pada 
pendapatan seseorang. Seseorang yang memiliki pendapatan kurang dari 
US$ 1 per hari masuk dalam kategori miskin (Criswardani Suryawati, 
2005).  
Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), mengukur 
kemiskinan berdasarkan dua kriteria (Criswardani Suryawati, 2005), yaitu:  
1. Kriteria Keluarga Pra Sejahtera (Pra KS) yaitu keluarga yang tidak 
mempunyai kemampuan untuk menjalankan perintah agama dengan 
baik, minimum makan dua kali sehari, membeli lebih dari satu stel 
pakaian per 40 orang per tahun, lantai rumah bersemen lebih dari 
80%, dan berobat ke Puskesmas bila sakit.  
2. Kriteria Keluarga Sejahtera 1 (KS 1) yaitu keluarga yang tidak 
berkemampuan untuk melaksanakan perintah agama dengan baik, 
minimal satu kali per minggu makan daging/telor/ikan, membeli 
pakaian satu stel per tahun, rata-rata luas lantai rumah 8 meter per 
segi per anggota keluarga, tidak ada anggota keluarga umur 10 
sampai 60 tahun yang buta huruf, semua anak berumur antara 5 
sampai 15 tahun bersekolah, satu dari anggota keluarga mempunyai 







Dalam era otonomi daerah saat ini, pemerintah dituntut untuk 
memiliki visi dan kepemimpinan terhadap seluruh pemangku kepentingan 
yang berperan dalam upaya mencapai dan meningkatkan kesejahteraan 
rakyat. Tujuan ini dapat dicapai melalui salah satu upaya pemerintah yakni 
pemberdayaan. Pemberdayaan dapat berjalan dengan baik dengan 
adanya keseimbangan kekuasaan yang memungkinkan berkembangnya 
partisipasi yang luas dalam kehidupan bernegara. 
Wuradji dalam bukunya „Metodologi Pengembangan masyarakat. 
hal.3. mengatakan bahwa :      
“pemberdayaan adalah sebuah proses penyadaran masyarakat 
yang dilakukan secara transformative, partisipatif dan 
berkesinambungan melalui peningkatan kemampuan dalam 
menangani berbagai persoalan dasar yang dihadapi dan 
meningkatkan kondisi hidup sesuai dengan harapan”.  
 
Pendapat serupa dikemukakan oleh Mubyarto, dalam bukunya 
„Sun‟an, Muammil & Abdurrahman Senuk. Ekonomi Pembangunan 
Daerah. Hal. 120. yaitu : 
 
“Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya 
(masyarakat) dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan 
kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk 
mengembangkannya.”  
 
Pendapat lain dikemukakan oleh Priyono dan Pranaka, dalam 
bukunya Priyono, Onny dan Pranaka, A.M.W. Pemberdayaan : Konsep, 




“Pemberdayaan adalah membantu klien untuk memperoleh daya 
untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan 
dilakukan terkait dengan dirinya termasuk mengurangi hambatan 
pribadi dan sosial. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan 
kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang 
dimiliki antara lain dengan transfer daya dari lingkungannya.” 
 
Selain definisi pemberdayaan, dalam bukunya Hikmat, R. Harry. 
Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Hal. 89. ada tiga strategi utama 
pemberdayaan dalam praktek perubahan sosial, yaitu : 
1. “Strategi nasional, menyarankan agar mengetahui dan memilih 
kepentingan terbaik secara bebas dalam berbagai keadaan. 
Dengan kata lain semua pihak bebas menentukan kepentingan 
bagi kehidupan dirinya sendiri dan tidak ada pihak lain yang 
mengganggu kebebasan setiap pihak. 
2. Strategi aksi langsung, membutuhkan dominasi kepentingan 
yang dihormati oleh semua pihak yang terlibat, dipandang dari 
sudut perubahan yang mungkin terjadi. Pada strategi ini, ada 
pihak yang sangat berpengaruh dalam membuat keputusan. 
3. Strategi transformatif, menunjukan bahwa pendidikan massa 
dalam jangka panjang dibutuhkan sebelum pengidentifikasian 
kepentingan diri sendiri.” 
 
Proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan, yaitu : 
“Kecenderungan primer berarti proses pemberdayaan menekankan 
proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, 
kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu 
menjadi lebih berdaya. Sedangkan kecenderungan sekunder 
melihat pemberdayaan sebagai proses menstimulasi, 
mengidentifikasi, mendorong atau memotivasi individu agar 
mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa 




Dalam melakukan upaya pemberdayaan, Zubaedi menyatakan 
dalam bukunya. „Ragam Perspektif Pengembangan dan Pemberdayaan 
Masyarakat. hal.103.  ada 3 hal yang harus dilakukan yaitu : 
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“Pertama, menciptakan suasana iklim yang memungkinkan 
potensi masyarakat berkembang yaitu mendorong dan 
membangkitkan kesadaran masyarakat akan pentingnya 
mengembangkan potensi-potensi yang telah masyarakat miliki. 
Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat 
yaitu upaya yang dilakukan dalam langkah pemberdayaan melalui 
aksi-aksi yang nyata seperti pendidikan, pelatihan , peningkatan 
kesehatan, pemberian modal, informasi, lapangan pekerjaan, 
pasar serta sarana-sarana lainnya. Ketiga, melindungi masyarakat 
yaitu perlu adanya langkah-langkah dalam pemberdayaan 
masyarakat untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang dan 
juga praktek eksploitasi yang kuat terhadap yang lemah melalui 
adanya kesepakatan yang jelas untuk melindungi golongan yang 
lemah”. 
 
Hal yang serupa dikemukakan Suharto, dalam bukunya 
„Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Hal. 67-68. 
pelaksanaan pencapaian tujuan pemberdayaan dapat diterapkan melalui 
lima pendekatan yaitu : 
1. “Pemungkin, menciptakan suasana yang memungkinkan 
potensi masyarakat mampu berkembang secara optimal. 
2. Penguatan, memperkuat pengetahuan dan kemampuan serta 
menumbuhkan kepercayaan diri masyarakat agar bisa 
menunjang kemandirian. 
3. Perlindungan, melindungi masyarakat yang lemah, dari adanya 
persaingan yang tidak sehat dan kelompok kuat yang berupaya 
mengeksploitasi. 
4. Penyokongan, memberikan bimbingan dan dukungan kepada 
masyarakat agar mampu menjalankan peranan tugas-tugas 
dalam kehidupannya dan menyokong agar tidak terjatuh dalam 
keadaan yang merugikan. 
5. Pemeliharaan, menjaga keseimbangan distribusi kekuasaan 
untuk menjamin setiap orang memperoleh kesempatan 
berusaha.” 
 
Kemudian, secara singkat  Michael dalam bukunya Blanchard, Ken, 
et. al. Pemberdayaan Memerlukan Waktu Lebih dari Satu Menit. Hal. 218. 
mengemukakan pendapatnya yang ia sebut “Rencana Permainan 
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Pemberdayaan” yang merangkum tiga kunci menuju pemberdayaan, 
yakni:  
“Anda mulai dengan bagikan informasi yang akurat lalu ciptakan 
otonomi lewat penetapan batasan-batasan dan gantikan pola 
berpikir hierarkis dengan tim-tim yang dikelola sendiri untuk 
menciptakan pendekatan tiga cabang dan untuk menciptakan 
budaya pemberdayaan.” 
 
Dalam hal pemberdayaan ekonomi rakyat sejumlah pakar ekonomi 
merumuskan strategi pemberdayaan melalui : 
1. “Pengembangan ekonomi rakyat berlandaskan Sistem Ekonomi 
Pancasila  
2. Melakukan pendekatan institusional dalam hal ini pemerintah 
dan parlemen menciptakan iklim usaha yang kondusif, 
kepastian hukum, akses permodalan, teknologi dan akses pasar 
3. Membangun sinergi yang saling menguntungkan antara 
ekonomi rakyat dengan swasta nasional (korporasi-korporasi 
besar dan maju) dalam hal permodalan, teknologi, pemasaran 
dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).” 
 
Sedangkan Pemberdayaan UMKM menurut Undang Undang 
Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM adalah upaya yang dilakukan 
Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara 
sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha 
terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh 
dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. 
Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa konsep 
pemberdayaan merupakan upaya untuk mendorong individu maupun 
kelompok untuk mampu mandiri baik dalam memenuhi kebutuhan hidup 
maupun dalam pemecahan masalah. Selain itu, melalui upaya-upaya 
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pemberdayaan secara langsung akan menciptakan individu-individu yang 
mempunyai keterampilan mumpuni yang dapat menjadi sumber daya 
berkualitas. 
1.1.5.  Kegiatan Home Industri Unggulan ( KHILAN) 
1. Home Industri 
Home berarti rumah, tempat tinggal, ataupun kampung halaman. 
Sedang Industri, dapat diartikan sebagai kerajinan, usaha produk barang 
dan ataupun perusahaan. Singkatnya, Home Industri (atau biasanya 
ditulis/dieja dengan “Home Industri”) adalah rumah usaha produk barang 
atau juga perusahaan kecil. Dikatakan sebagai perusahaan kecil karena 
jenis kegiatan ekonomi ini dipusatkan di rumah. Pengertian usaha kecil 
secara jelas tercantum dalam UU No. 9 Tahun 1995, yang menyebutkan 
bahwa usaha kecil adalah usaha dengan kekayaan bersih paling banyak 
Rp200 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dengan 
hasil penjualan tahunan paling banyak Rp1.000.000.000. 
Kriteria lainnya dalam UU No 9 Tahun 1995 adalah: milik WNI, 
berdiri sendiri, berafiliasi langsung atau tidak langsung dengan usaha 
menengah atau besar dan berbentuk badan usaha perorangan, baik 
berbadan hukum maupun tidak. Home Industri juga dapat berarti industri 





2. Pelaku Home Industri 
Pada umumnya, pelaku kegiatan ekonomi yang berbasis di rumah 
ini adalah keluarga itu sendiri ataupun salah satu dari anggota keluarga 
yang berdomisili di tempat tinggalnya itu dengan mengajak beberapa 
orang di sekitarnya sebagai karyawannya. Meskipun dalam skala yang 
tidak terlalu besar, namun kegiatan ekonomi ini secara tidak langsung 
membuka lapangan pekerjaan untuk sanak saudara ataupun tetangga di 
kampung halamannya. Dengan begitu, usaha perusahaan kecil ini 
otomatis dapat membantu program pemerintah dalam upaya mengurangi 
angka pengangguran. Lagi, jumlah penduduk miskinpun akan berangsur 
menurun. 
3. Pusat Kegiatan Home Industri 
Sebagaimana nama kegiatan ekonomi ini, Home Industri pada 
umumnya memusatkan kegiatan di sebuah rumah keluarga tertentu dan 
biasanya para karyawan berdomisili di tempat yang tak jauh dari rumah 
produksi tersebut. Karena secara geografis dan psikologis hubungan 
mereka sangat dekat (pemilik usaha dan karyawan), memungkinkan untuk 
menjalin komunikasi sangat mudah.Dari kemudahan dalam berkomunikasi 
ini diharapkan dapat memicu etos kerja yang tinggi.Karena masing-
masing merasa bahwa kegiatan ekonomi ini adalah milik keluarga, kerabat 
dan juga warga sekitar. Merupakan tanggung jawab bersama dalam 
upaya meningkatkan perusahaan mereka. 
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4. Home Industri sebagai Alternatif Penghasilan bagi Keluarga 
Bertambahnya jumlah keluarga tentu saja akan menambah jumlah 
kebutuhan dalam memenuhi keperluan anggota keluarga itu sendiri 
semakin meningkat. Kebutuhan keluarga ini akan terasa ringan terpenuhi 
jika ada usaha yang mendatangkan income atau penghasilan keluarga 
untuk menutupi kebutuhan tersebut. Home Industri yang pada umumnya 
berawal dari usaha keluarga yang turun menurun dan pada akhirnya 
meluas ini secara otomatis dapat bermanfaat menjadi mata pencaharian 
penduduk kampung di sekitarnya. Kegiatan ekonomi ini biasanya tidak 
begitu menyita waktu, sehingga memungkinkan pelaku usaha membagi 
waktunya untuk keluarga dan pekerjaan tetap yang diembannya 
1.2. Kerangka Pikir Penelitian 
Masalah kemiskinan merupakan persoalan pokok dalam 
pembangunan di Indonesia, diketahui bahwa setiap daerah yang ada 
mengalami permasalahan ini. Salah satu kendala yang menyebabkan 
masih banyaknya penduduk hidup dalam kemiskinan adalah karena 
lemahnya struktur sosial ekonomi sehingga menghambat peluang untuk 
berusaha dan meningkatkan pendapatan. Untuk itu pemerintah mengatur 
strategi penanggulangan kemiskinan salah satunya yaitu dengan cara 
memberdayakan masyarakat. 
Peran pemerintah daerah disini juga sangat penting, dengan 
tanggung jawab yang diberikan utntuk mengatur daerahnya sendiri sesuai 
yang diamantkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 
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Pemerintah Daerah. Maka dari itu pemerintah daerah kota Palopo 
mengeluarkan program Kegiatan Home Industri Unggulan (Khilan) Kota 
Palopo yang sudah dilaksanakan mulai dari tahun 2013. Penelitian ini 
bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran pemerintah atau strategi 
apa yang di lakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan 
dikota palopo, faktor pendukung dan penghambat serta pengaruhnya 
terhadap tingkat kemiskinan di Kota Palopo. 
Gambaran singkat peran yang dilakukan pemerintah daerah 
dalam penanggulangan kemiskinan melalui program khilan beserta faktor 
















Gambar 2.  
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3.1. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kota Palopo dimana titik 
pengambilan data penelitian tentang program Khilan pada: (1).Kantor 
Walikota, (2).Kantor Dinas Perindustrian (3).Kantor Dinas Koperasi UMKM 
(4). Kantor Dinas Sosial, (5).Kantor Perusda (6).Tempat-tempat Pelaku 
Khilan. 
3.2. Tipe Penelitian 
Tipe penelitian yang digunakan yakni kualitatif dengan penjabaran 
deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh 
gambaran untuk memahami dan menjelaskan peran pemerintah daerah 
dalam penannggulangan kemiskinan melalui program khilan. Menurut 
Bogdan dan Taylor dalam Lexy J (1996), metodologi kualitatif sebagai 
prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 
tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 
Dimana data yang terkumpul merupakan hasil dari lapangan yang 
diperoleh melalui pengumpulan data primer seperti observasi, wawancara, 
studi pustaka, dan pengumpulan data sekunder seperi data pendukung 
yang diperoleh dari arsip/dokumen yang sudah ada atau literatur tulisan 





3.3. Teknik Pengumpulan Data 
a. Observasi  
Observasi yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan 
pengamatan langsung terhadap objek penelitian yang dilakukan secara 
sistematis dan sengaja. 
b. Wawancara 
Wawancara yaitu teknik pengumpulan data melalui interview 
secara langsung dengan informan. Teknik ini menggunakan pedoman 
wawancara agar wawancara yang dilakukan tetap berada pada fokus 
penelitian, meskipun ada beberapa pertanyaan-pertanyaan berlanjut yang 
berhubungan dengan masalah penelitian. 
c. Dokumen dan Arsip 
Pada teknik ini dilakukan telaah pustaka, dimana peneliti 
mengumpulkan data dari penelitian sebelumnya berupa buku, skripsi dan 
tesis. Metode dokumenter ini merupakan metode pengumpulan data yang 
berasal dari sumber non-manusia. Dokumen dan arsip yang berkaitan 
dengan fokus penelitian merupakan salah satu sumber data yang paling 
penting dalam penelitian. Dokumen yang dimaksud adalah dokumen 
tertulis, gambar/foto, data statistik, laporan penelitian sebelumnya maupun 





3.4. Informan Penelitian 
Informan merupakan salah satu anggota kelompok partisipan yang 
berperan sebagai pengarah dan penerjemah muatan-muatan budaya atau 
pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan 
dalam penelitian ini dipilih karena paling banyak mengetahui atau terlibat 
langsung. 
Pemilihan informan dalam penelitian ini dengan cara purposive 
sampling. Yaitu, teknik penarikan sample secara subjektif dengan maksud 
atau tujuan tertentu, yang mana menganggap bahwa informan yang 
diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang 
dilakukan. 
Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah : 
1) Walikota Palopo  
2) Kepala Dinas Perindustrian 
3) Kepala Bidang Perindustrian 
4) Kepala Bidang Koperasi UMKM  
5) Kepala Bidang Dinas Sosial 
6) Direktur Perusahan Daerah (Perusda) Kota Palopo 
7) Pelaku Khilan 
 Ketua kelompok khilan di kec. Wara 
 Ketua kelompok khilan di kec. Wara Selatan 
 Ketua kelompok khilan di kec. Wara Utara 
 Ketua kelompok khilan di kec. Wara Barat 
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3.5. Sumber Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan 
data sekunder : 
a. Data Primer 
Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber 
asalnya atau di lapangan yang merupakan data empirik. Data empirik 
yang dimaksud adalah hasil wawancara dengan beberapa pihak atau 
informan yang benar-benar berkompeten dan bersedia memberikan data 
dan informasi yang dibutuhkan dan relevan dengan kebutuhan penelitian. 
Salah satunya kepala bagian atau instansi yang terkait dalam penelitian. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil telaah 
bacaan ataupun kajian pustaka, buku-buku atau literature yang terkait 
dengan permasalahan yang sedang diteliti, internet, dokumen atau arsip, 
dan laporan yang bersumber dari lembaga terkait yang relevan dengan 
kebutuhan data dalam penelitian. 
3.6. Definisi Konsep 
a. Definisi Konsep. 
Setelah beberapa konsep diuraikan dalam hal yang berhubungan 
dengan kegiatan ini, maka untuk mempermudah dalam mencapai tujuan 
penelitian disusun definisi konsep yang dapat dijadikan sebagai acuan 
dalam penelitian ini yakni : 
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1. RPJMD kota palopo tahun 2013-2018 merupakan dokumen 
perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 5 (lima)  
tahun, yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan 
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk setiap 
jangka waktu 1 (satu) tahun, yang dimana dalam RPJMD 
tertuang VISI MISI pemerintah kota yang dimana pada poin ke 
6(enam) “ Meningkatkan pertumbuhan perekonomian rakyat 
secara efesien dengan mendorong secara  sungguh-sungguh 
simpul-simpul ekonomi rakyat utamanya di bidang 
perkoperasian / syariah, industri rumah tangga, UMKM, 
lembaga keuangan dan jasa, serta mmengembangkan 
pariwisata dan budaya  yang di dukung oleh infrastruktur yang 
memadai (8 sasaran)” 
2. Kegiatan Home Industri Unggulan (Khilan) Kota Palopo adalah 
program yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Palopo 
dalam hal memberdayakan ekonomi masyarakat untuk 
mengatasi kemiskinan. 
Home Industri, adalah salah satu program kegiatan industri 
rumah tangga, yang dilakukan sekelompok masyarakat dikota 
palopo, yang telah dilatih / diberikan ketrampilan sesuai bakat/ 
potensi yang dilaksanakan diwilayahnya, sebagai wujud 




3. Dinas Perindustrian yang betanggung jawab dan mengawasi  
program kegiatan home industri unggulan (khilan).  
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberdayaan 
Khilan  yaitu faktor penghambat dan faktor pendukung. 
3.7. Analisis Data 
  Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan 
menguraikan dan menjelaskan melalui kata dan kalimat hasil penelitian 
yang diperoleh dalam bentuk data kuantitatif maupun kualitatif. Proses 
analisis data dilakukan melalui tahapan identifikasi menurut kelompok 
tujuan penelitian, mengelola dan menginterpretasikan  data, kemudian 
dilakukan abstraksi, reduksi dan memeriksa keabsahan data. Data 















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini, diuraikan gambaran tentang lokasi penelitian 
beserta  hasil penelitian yang ditemukan dilapangan. Hasil penelitian 
menggambarkan secara umum Kota Palopo yang meliputi sejarah, kondisi 
geografis, aspek-aspek pendukung seperti potensi sumber daya alam dan 
hayati, aspek sosial dan ekonomi serta, Dinas Perindustrian, Dinas 
koperasi, Dinas Pemberdayaan dan Perusda yang merupakan perangkat 
daerah yang menangani program Khilan. Selain itu, bab ini menguraikan 
peran pemerintah daerah dalam Menanggulangi kemiskinan melalui 
program Khilan dan faktor-faktor yang berpengaruh baik itu sifatnya 
menghambat maupun mendukung program Khilan di Kota Palopo. 
4.1. Gambaran Umum Kota Palopo 
4.1.1. Sejarah Terbentuknya Kota Palopo 
Kota Palopo, dahulu disebut Kota Administratip (Kotip ) Palopo, 
merupakan Ibu Kota Kabupaten Luwu yang dibentuk berdasarkan 
Peraturan Pemerintah ( PP ) Nomor Tahun 42 Tahun 1986. Seiring 
dengan perkembangan zaman, tatkala gaung reformasi bergulir dan 
melahirkan UU No. 22 Tahun 1999 dan PP 129 Tahun 2000, telah 
membuka peluang bagi Kota Administratif di Seluruh Indonesia yang telah 
memenuhi sejumlah persyaratan untuk dapat ditingkatkan statusnya 
menjadi sebuah daerah otonom. 
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Ide peningkatan status Kotip Palopo menjadi daerah otonom , 
bergulir melalui aspirasi masyarakat yang menginginkan peningkatan 
status kala itu, yang ditandai dengan lahirnya beberapa dukungan 
peningkatan status Kotip Palopo menjadi Daerah Otonom Kota Palopo 
dari beberapa unsur kelembagaan penguat seperti : 
1. Surat Bupati Luwu No. 135/09/TAPEM Tanggal 9 Januari 2001, 
Tentang Usul Peningkatan Status Kotip Palopo menjadi Kota 
Palopo. 
2. Keputusan DPRD Kabupaten Luwu No. 55 Tahun 2000 Tanggal 7 
September 2000, tentang Persetujuan Pemekaran/Peningkatan 
Status Kotip Palopo menjadi Kota Otonomi. 
3. Surat Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan No. 135/922/OTODA 
tanggal 30 Maret 2001 Tentang Usul Pembentukan Kotip Palopo 
menjadi Kota Palopo. 
4. Keputusan DPRD Propinsi Sulawesi Selatan No. 41/III/2001 
tanggal 29 Maret 2001 Tentang Persetujuan Pembentukan Kotip 
Palopo menjadi Kota Palopo; Hasil Seminar Kota Administratip 
Palopo Menjadi Kota Palopo; Surat dan dukungan Organisasi 
Masyarakat, Oraganisasi Politik, Organisasi Pemuda, Organisasi 
Wanita dan Organisasi Profesi; Pula di barengi oleh Aksi Bersama 
LSM Kabupaten Luwu memperjuangkan Kotip Palopo menjadi Kota 
Palopo, kemudian dilanjutkan oleh Forum Peduli Kota. 
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Akhirnya, setelah Pemerintah Pusat melalui Depdagri meninjau 
kelengkapan administrasi serta melihat sisi potensi, kondisi wilayah dan 
letak geografis Kotip Palopo yang berada pada Jalur Trans Sulawesi dan 
sebagai pusat pelayanan jasa perdagangan terhadap beberapa 
kabupaten yang  meliputi Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Tana Toraja dan 
Kabupaten Wajo serta didukung  dengan sarana dan prasarana yang 
memadai, Kotip Palopo kemudian ditingkatkan statusnya menjadi Daerah 
Otonom Kota Palopo. 
Tanggal 2 Juli 2002, merupakan salah satu tonggak sejarah 
perjuangan pembangunan Kota Palopo, dengan di tanda tanganinya 
prasasti pengakuan atas daerah otonom Kota Palopo oleh Bapak Menteri 
Dalam Negeri Republik Indonesia , berdasarkan Undang-Undang No. 11 
Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Palopo dan 
Kabupaten Mamasa Provinsii Sulawesi Selatan , yang akhirnya menjadi 
sebuah Daerah Otonom, dengan bentuk dan model pemerintahan serta 
letak wilayah geografis tersendiri, berpisah dari induknya yakni Kabupaten 
Luwu. Diawal terbentuknya sebagai daerah otonom, Kota Palopo hanya 
memiliki 4 Wilayah Kecamatan yang meliputi 19 Kelurahan dan 9 Desa. 
Namun seiring dengan perkembangan dinamika Kota Palopo dalam 
segala bidang sehingga untuk mendekatkan pelayanan pelayanan 
pemerintahan kepada masyarakat , maka pada tahun 2006 wilayah 
kecamatan di Kota Palopo kemudian dimekarkan menjadi 9 Kecamatan 
dan 48 Kelurahan. 
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Kota Palopo dinakhodai pertama kali oleh Bapak Drs. H.P.A. 
Tenriadjeng, Msi, yang di beri amanah sebagai penjabat Walikota 
(Caretaker) kala itu, mengawali pembangunan Kota Palopo selama kurun 
waktu satu tahun , hingga kemudian dipilih sebagai Walikota defenitif oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo untuk memimpin Kota 
Palopo Periode 2003-2008, yang sekaligus mencatatkan dirinya selaku 
Walikota pertama di Kota Palopo. 
Kota Palopo awalnya terdiri atas 4 Kecamatan dan 20 Kelurahan. 
Berdasarkan Perda Kota Palopo Nomor 03 Tahun 2005, Kota ini dipecah 












Tabel 2 . Jumlah Kecematan, Kelurahan dan Luas wilayah di Kota 
Palopo Tahun 2015 






    Kecamatan Kota 
1 Wara Selatan Sampoddo 2,90 27,20 1,17 
  Songka 2,84 26,64 1,15 
  Takkalala 2,75 25,80 1,11 
  Binturu 2,17 20,36 0,88 
2 Sendana Purangi 5,41 14,59 2,19 
  Mawa 12,12 32,68 4,90 
  Peta 14,76 39,80 5,96 
  Sendana 4,80 12,94 1,94 
3 Wara Amasangan 1,28 11,14 0,52 
  Tompotikka 2,00 17,41 0,81 
  Lagaligo 2,00 17,41 0,81 
  Boting 2,26 19,67 0,91 
  Dangerakko 1,97 17,15 0,80 
  Pajalesang 1,98 17,23 0,80 
4 Wara Timur Benteng 2,92 24,17 1,18 
  Surutanga 1,00 28,8 0,40 
  Pontap 2,51 20,78 1,01 
  Salakoe 1,00 8,28 0,40 
  Salotellue 0,90 7,45 0,36 
  Malatunrung 1,92 15,89 0,78 
  Ponjalae 1,83 15,15 0,74 
5 Mungkajang Mungkajang 11,65 21,65 4,71 
  Murante 12,40 23,05 5,01 
  Latuppa 18,33 34,07 7,41 
  Kambo 11,42 21,23 4,61 
6 Wara Utara Sabbamparu 1,90 17,96 0,77 
  Batupasi 2,72 25,71 1,10 
  Salobulo 1,69 15,97 0,68 
  Penggoli 2,11 19,94 0,85 
  Luminda 1,04 9,83 0,42 
  Pate‟ne 1,12 10,59 0,45 
7 Bara Rampoang 4,65 19,91 1,88 
  Tammalebba 5,09 21,80 2,06 
  Balandai 5,60 23,80 2,26 
  To‟bulung 3,97 17,00 1,60 
  Buntu Batu 4,04 17,30 1,63 
8 Telluwanua Mancani 3,80 11,07 1,54 
  Salubattang 7,23 21,05 2,92 
  Maroangin 4,21 12,26 1,70 
  Jaya 6,12 17,82 2,47 
  sumarambu 7,75 22,57 3,13 
  BT, Walenrang 2,86 8,33 1,16 
  Pentojangan 2,37 6,90 0,96 
9 Wara Barat Battang 22,62 41,79 9,14 
  Tomarundung 2,60 4,80 1,05 
  Battang Barat 15,26 28,19 6,17 
  Lebang 3,30 6,10 1,33 
  Padng Lambe 10,35 19,12 4,18 
Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kota Palopo 
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4.1.2.  Kondisi Geografis Wilayah 
a. Letak Geografis 
Kota Palopo yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2002 tanggal 10 April 2002 tentang Pembentukan Kabupaten 
Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan terletak pada 
02°53'15" - 03°04'08" LS dan 120°03'10" - 120°14'34" BT dengan batas 
administratif sebagai berikut : 






Sumber : Badan Pertanahan Nasiona Kota Palopo 
Berdasarkan daftar kecamatan yang disajikan, kecamatan yang 
paling luas wilayahnya adalah  Kecamatan Wara Barat dengan luas 54,13 
km2 atau 21,87 persen dari luas wilayah Kota Palopo. Sementara 
kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Wara selatan 
dengan luas 10,66 km2 atau 4,31 persen.  Pembagian wilayah kecamatan 
direpresentasikan dalam gambar berikut. 
 
Kecamatan Luas (km2) Persentase 
Sub District Total Area (square.km) Percentage 
010 Wara Selatan 10,66 4,31 
011 Sendana 37,09 14,98 
020 Wara 11,49 4,64 
021 Wara Timur 12,08 4,88 
022 Mungkajang 53,80 21,74 
030 Wara Utara 10,58 4,27 
031 Bara 23,35 9,43 
040 Telluwanua 34,34 13,87 
041 Wara Barat 54,13 21,87 
Palopo 247,52 100,00 
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Gambar 3. Peta Administrasi Kota Palopo 
 
 
Kota Palopo yang merupakan daerah otonom kedua terakhir dari 
empat daerah otonom di Tanah Luwu. Secara Geografis Kota Palopo 
Kurang Lebih 375 Km dari Kota Makassar ke arah Utara dengan posisi 
antara 120 derajat 03 sampai dengan 120 derajat 17,3 Bujur Timur dan 2 
derajat 53,13 sampai dengan 3 derajat 4 Lintang Selatan, pada ketinggian 
0 sampai 300 meter di atas permukaan laut. 
Kota Palopo di bagian sisi sebelah Timur memanjang dari Utara ke 
Selatan merupakan dataran rendah atau Kawasan Pantai seluas kurang 
lebih 30% dari total keseluruhan, sedangkan lainnya bergunung dan 
berbukit di bagian Barat, memanjang dari Utara ke Seatan, dengan 
ketinggian maksimum adalah 1000 meter di atas permukaan laut. 
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Kota Palopo sebagai sebuah daerah otonom hasil pemekaran dari 
Kabupaten Luwu, dengan batas-batas : 
 Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Walenrang 
Kabupaten Luwu 
 Sebelah Timur dengan Teluk Bone 
 Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bua Kabupaten 
Luwu 
 Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tondon Nanggala 
Kabupaten Tana Toraja. 
Tabel 4. Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL) Menurut 



















    
Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kota Palopo 
 
 
Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL) Menurut Kecamatan 
di Kota Palopo Tahun 2015. Kecamatan Mungkajang memiliki tinggi 
Kecamatan Ibukota Kecamatan Tinggi 
   
Wara Selatan SONGKA 16 
Sendana SENDANA 41 
Wara DANGERAKKO 14 
Wara Timur MALATUNRUNG 7 
Mungkajang MUNGKAJANG 43 
Wara Utara SALOBULO 20 
Bara TEMMALEBBA 21 
Telluwanua MAROANGIN 26 
Wara Barat TOMMARUNDUNG 17 
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wilayah paling tertinggi yaitu 43 DPL sedang yang terendah yakni 
Kecamatan Wara Timur dengan ketinggian 7 DPL.  
b. Iklim 
Pada umumnya, Kota Palopo mempunyai iklim tropis basah yang 
sama seperti keadaan di Kabupaten Luwu  atau di Provinsi Sulawesi 
Selatan pada umumnya, dengan temparatur udara berkisar antara rata-
rata 25,5 – 27,9derajat celcius, kelembaban udara bervariasi antara 
78,8% - 85% tergantung dari lamanya penyinaran matahari yang 
bervariasi antara 5,2 – 8,5 jam/hari. 
Berdasarkan data curah hujan Kota Palopo dari Badan Meteriologi 
dan Geofisika di pusat pencatatan di wilayah Pelabuhan Tanjung Ringgit 
Kota Palopo, menunjukkan curah hujan untuk daerah dataran rendah 
mempunyai variasi antara 500 – 1000 mm/tahun, sedangkan untuk daerah 
hulu (pegunungan) berkisar antara 1000 – 2000 mm/tahun. Kondisi hari 
hujan harian di Kota Palopo tidak menentu karena udara dan butir air yang 
diuapkan dari laut mengumpul menjadi awan dan mengenai pegunungan, 







Tabel 5. Rata-rata Hari Hujan dan Curah Hujan Setiap Bulan di 
Kota Palopo Tahun 2015 















    Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kota Palopo 
4.1.3. Penduduk 
Penduduk kota palopo  pada tahun 2015  tercatat sebanyak 
168.894 jiwa, secara terinci menurut jenis kelamin masing masing  82.301 
jiwa penduduk laki-laki  dan 86.593 jiwa penduduk perempuan,  dengan 
demikian maka Rasio Jenis Kelamin sebesar 95,38 angka ini 
menunjukkan bilamana terdapat 100 penduduk perempuan ada 95-96 
penduduk laki-laki. Dengan pertumbuhan pertahun rata-rata sebesar 2,42 
persen. Dengan luas wilayah 247,52 km maka kepadatan penduduk di 
Kota Palopo yaitu 682 jiwa per Kilometer persegi. Kecamatan dengan 
Kepadatan penduduk tertinggi yaitu kecamatan Wara dengan 3,181 jiwa 
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per kilometer persegi. Sedangkan kecamatan dengan kepadatan 
penduduk terendah adalah kecamatan mungkajang yaitu 141 perkilometer 
persegi.  
Tabel 6. Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut 







Rasio jenis Kelamin 
Laki-laki Perempuan Jumlah 
1 Wara Selatan 5 235 5 835 11 070 89,72 
2 Sendana 3 139 3 110 6 249 100,93 
3 Wara 17 515 19 034 36 549 92,02 
4 Wara Timur 17 671 18 648 36 319 94,76 
5 Mungkajang 3 702 3 873 7 575 95,58 
6 Wara Utara 10 399 11 210 21 609 92,77 
7  Bara 12 917 13 416 26 333 96,28 
8 Telluwanua 6 447 6 280 12 727 102,66 
9  Wara Barat 5 276 5 187 10 463 101,72 
 Palopo 82 301 86 593 168 894 95,04 
   Sumber :  Badan Pusat Statistik Kota Palop 
 
4.1.4. Tenaga Kerja 
Pada tahun 2015 jumlah pencari kerja tercatat sebanyak 570 orang 
yang terdiri dari 318 laki-laki dan 252 perempuan. Informasi pencari kerja 
yang telah di tempatkan dirinci menurut jenjang pendidikan yang 
ditamatkan dari 570 orang pencari kerja, 35,79 persen berpendidikan S1 
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keatas, 9,82 persen berlatar belakang pendidikan akademi, 19,82 persen 
berpendidikan SLTA kejuruan, 34,56 persen berpendidikan SLTA umum. 
Tabel 7. Jumlah Pencari Kerja Yang Belum Ditempatkan Menurut 
Tingkat Pendidikan di Kota Palopo 2015 
 
NO Tingkat Pendidikan Laki-Laki Perempuan Jumlah Persentase 
1 Tamat SD & 
Sederajat 
2 1 3 0,07 
2 SLTP Umum 20 10 30 0,75 
3 SLTA Umum 883 985 1868 44,70 
4 SLTA Kejuruan, 
D1/D,2 
171 209 380 9,09 
5 Sarjana Muda/ D,3 
Akta 3 
176 643 819 19,60 
6 Sarjana 495 584 1079 25,82 
 Jumlah 1747 2432 4179 100,00 
Sumber : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Palopo 
Jumlah pencari kerja yang belum ditempatkan menurut tingkat 
dendidikan di Kota Palopo tahun 2015 yang tertinggi yakni pendidikan 
Sarjana dengan jumlah 819 orang sedangkan yang terendah yakni 
pendidikan SD dan Sederajat dengan jumlah 3 orang.  
Tabel 8. Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan Menurut Tingkat 




Laki-Laki Perempuan Jumlah Persentase 
1 Tamat SD & 
Sederajat 
- - 0 0,00 
2 SLTP Umum 10 5 15 22,73 
3 SLTA Umum 10 7 17 25,76 
4 SLTA Kejuruan, 
D1/D,2 
11 - 11 16,67 
5 Sarjana Muda/  
D,3 Akta 3 
1 4 5 7,57 
6 Sarjana 11 7 18 27,27 
 Jumlah 99 167 266 100,00 
Sumber : Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Palopo 
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Jumlah pencari kerja yang ditempatkan menurut tingkat pendidikan 
di Kota Palopo pada tahun 2015 yang tertinggi yakni pendidikan Sarjana 
dengan jumlah 18 orang sedangkan yang terendah yakni pendidikan 
Sarjana Muda/  D,3 Akta 3  dengan jumlah 5 orang. 
4.1.5. Sosial 
a. Pendidikan 
Status pendidikan penduduk Kota Palopo usia 7-24 tahun pada 
tahun 2015 sebanyak 64,782 orang, dari jumlah tersebut ada 395 orang 
diantaranya yang tidak/belum pernah sekolah, 50,147 orang yang 
berstatus sekolah dan yang tidak bersekolah lagi tercatat sebanyak 
14,240. Jika dilihat dari penduduk usia 10 tahun keatas menurut 
pendidikan tertinggi yang di tamatkan dari 135,804 orang terdapat 2,753 
orang yang tidak pernah bersekolah 20,375 orang yang tidak punya ijazah   
SD, 24,481 orang yang memiliki ijazah setara SLTP, 40743 orang memiliki 
ijazah setara SMU, 2738 memiliki ijazah D1/D2/D3 dan selebihnya  yaitu 
17,348 orang yang memiliki ijazah DIV/S1/S2/S3. Jika dilihat dari 
kemampuan baca tulis maka sebanyak 133,379 orang dapat membaca 
dan menulis dan sisanya sebanyak 2,425 tidak dapat membaca menulis. 
Dari sisi jumlah sekolah di tingkat pendidikan dasar, jumlah SD 
Negeri/Swasta yang tersedia di Kota Palopo pada tahun 2015/2016 
berjumlah 75 sekolah, masing-masing 64 SD Negeri dan 11 SD Swasta, 
sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) Negeri/Swasta sebanya 21 unit, 
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sedangakan untuk sekoalah lanjutan tingkat atas (SLTA)  Negeri/Swasta 
sebanyak 12 unit dan SMK Negeri/Swasta sebanyak  21 unit sekolah.  
Tabel 9. Persentase Penduduk Usia 7–12 Tahun Menurut Status 
Pendidikan Dan Jenis Kelamin Dikota Palopo Tahun 2015 
 
Status Pendidikan Laki-Laki Perempuan Jumlah Rasio % 
Tidak/Belum 
Pernah Sekolah 
131 - 113 - 0,61 
Masih Sekola 9243 9154 18,397 100,97 98,98 
Tidak Bersekolah 76 - 76 - 041 
Jumlah 9432 9154 18586 103,04 100,00 
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Palopo 
 Persentase penduduk Usia 7–12 tahun menurut status pendidikan 
dan jenis kelamin Dikota Palopo pada tahun 2015 yang tertinggi yakni 
status pendidikan masih sekolah dengan jumlah 18,397 atau 98,98 persen 
sedangkan yang terendah yakni status pendidikan  tidak/belum pernah 
sekolah dengan jumlah 113 atau 0,61 persen. 
Tabel 10. Persentase Penduduk Usia 13-15 Tahun Menurut Status 
Pendidikan Dan Jenis Kelamin Dikota PalopoTahun 2015 
 
Status Pendidikan Laki-Laki Perempuan Jumlah Rasio % 
Tidak/Belum 
Pernah Sekolah 
4 - 4 - 0,04 
Masih Sekola 5106 5309 10415 96,18 98,51 
Tidak Bersekolah 100 53 153 188,68 1,45 
Jumlah 5210 5362 10572 97,17 100,00 
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Palopo 
 Persentase penduduk Usia 13-15 tahun menurut status pendidikan 
dan jenis kelamin Dikota Palopo pada tahun 2015 yang tertinggi yakni 
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status pendidikan masih sekolah dengan jumlah 10415 atau 98,51 persen 
sedangkan yang terendah yakni status pendidikan  tidak/belum pernah 
sekolah dengan jumlah 4 atau 0,4 persen. 
Tabel 11. Persentase Penduduk Usia 16-18 Tahun Menurut Status 
Pendidikan Dan Jenis Kelamin Dikota PalopoTahun 2015 
 
Status Pendidikan Laki-Laki Perempuan Jumlah Rasio % 
Tidak/Belum 
Pernah Sekolah 
278 - 278 - 2,24 
Masih Sekola 4625 5538 10163 83,51 18,89 
Tidak Bersekolah 972 998 1970 97,89 81,89 
Jumlah 5875 6536 12411 89,89 100,00 
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Palopo  
 Persentase penduduk Usia 16-18 tahun menurut status pendidikan 
dan jenis kelamin Dikota Palopo pada tahun 2015 yang tertinggi yakni 
status pendidikan masih sekolah dengan jumlah 10163 atau 18,89 persen 
sedangkan yang terendah yakni status pendidikan  tidak/belum pernah 
sekolah dengan jumlah 278 atau 2,24 persen. 
Tabel 12. Persentase Penduduk Usia 19-24 Tahun Menurut Status 




Laki-Laki Perempuan Jumlah Rasio % 
Tidak/Belum 
Pernah Sekolah 
- - - - - 
Masih Sekola 4225 6947 11172 60,82 48,13 
Tidak 
Bersekolah 
6520 5521 12041 118,09 51,87 
Jumlah 1 0745 12468 23213 86,18 100,00 
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Palopo  
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Sedangkan Persentase penduduk Usia 19-24 tahun menurut status 
pendidikan dan jenis kelamin Dikota Palopo pada tahun 2015 yang 
tertinggi yakni status pendidikan masih sekolah dengan jumlah 12041 atau 
51,87 persen sedangkan yang terendah yakni status pendidikan  
tidak/belum pernah sekolah dengan jumlah 0 atau 0,0 persen. 
b. Kemiskinan 
Jumlah masyarakat miskin dan garis kemiskinan di Kota Palopo 
periode Tahun 2011-2015, dengan memperhatikan serta menyimak  
secara teliti bahwa pergeseran angka garis kemiskinan dan persentase 
jumlah penduduk miskin di Kota Palopo boleh dikatakan hampir tidak 
mengalami perubahan yang cukup berarti. Dengan membandingkan 
angka persentase penduduk miskin keadaan 5 tahun terakhir yaitu pada 
Tahun 2011 dan tahun 2015, boleh dikatakan bahwa angka tersebut 
meunjukkan perubahan menguntungkan atau sedikit lebih baik karena 
mengalami penurunan sekitar 1,64 persen dari angka 10,22 pada tahun 











Tabel 13. Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan di Kota 








2011 152573 15 300 10,22 
2012 156603 14 900 9,47 
2013 160819 15 500 9,57 
2014 164903 14 590 8,80 
2015 168.894 14.510 8,58 
     Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Palopo 
 
Hal ini tentu merupakan indikator yang menunjukkan kerberhasilan 
pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan berbagai program 
pengetasan kemiskinan diwilah Kota Palopo baik program yang 
menyentuh langsung rumah tangga penerima manfaat maupun program 
percepatan pembangunan infrastruktur daerah.  
Berikut oleh BPS Kota Palopo lewat data dasar PPLS 2011, 
penentuan kategori RTS selanjutnya ditentukan langsung oleh TNPUK 
menghasilkan sekitar 7.119 RTS. Sebagian besar dari keluarga yang ada 
di kota palopo masuk dalam kategori keluarga sejahtera III sebnayak 
12.315 keluarga. Sedangkan untuk keluarga pra sejahtera hanya tercatat 
sebanyak sebanyak 5.583 keluarga. Jika lihat perkecamatan wara timur 
merupakan kecamatan dengan jumlah terbesar pada kedua kategori 
keluarga diatas yaitu sebanyak 2.318 keluarga pada kategori sejahtera III 
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dan 1.127 keluarga pada kategori pra sejahtera. Sedangkan pada kategori 
kelurga pra sejahtera kecematan sendana merupakan kecamatan dengan 
jumlah keluarga paling sedikit yaitu 82 keluarga. 
Tabel 14.  Pentahapan Keluarga Sejahtera Menurut Kecamatan di 





















147 440 173 760 1490 35 2285 
Sendana 82 240 97 419 1016 8 1443 
Wara 1156 1029 153 3768 2022 231 6021 
Wara Timur 1269 1127 1104 3500 2318 398 6216 
Mungkajang 291 376 70 737 718 16 1571 
Wara Utara 260 932 666 1858 1371 305 3534 
Bara 997 961 606 2564 2019 236 4819 
Telluwanua 721 965 281 1967 927 57 2951 
Wara Barat 660 777 144 1581 434 105 2120 
Jumlah 5583 6847 4724 17154 12315 1391 30860 
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Palopo 
 
 
4.1.6. Pengeluaran Penduduk dan Konsumsi Makanan 
Pengeluaran perkapita penduduk menurut kelompok makanan 
sebulan dalam tahun 2015 di Kota Palopo. Berikut disajikan secara 







Tabel 15. Rata-rata Pengeluaran dan Persentase Rata-rata 
Pengeluaran Per Kapaita Sebulan Menurut Kelompok Makanan di 
Kota Palopo tahun 2015 
 
Sumber : Hasil Olahan Sp Dinas Pertanian Kota Palopo 2015 
 
Jenis Bahan Makanan 
Rata- rata Konsumsi 
Satuan Banyaknya 
Beras/ beras ketan Kg 1,697 
Jagung basah dengan kulit Kg 0,022 
Jagung pipilan/ beras jagung Kg 0,002 
Ketela pohon/ singkong Kg 0,016 
Ketela rambat/ ubi Kg 0,015 
Ikan dan udang segar Kg 0,724 
Ikan dan udang diawetkan Ons/0.1 Kg 0,210 
Daging sapi Kg 0,008 
Daging ayam ras/ kampung Kg 0,053 
Telur ayam ras/ kampung Butir/Unit 1,938 
Telur itik/ manila Butir/Unit 0,147 
Susu kental manis 397 Grams 0,104 
Susu bubuk bayi Kg 0,031 
Bawang merah Ons/0.1 Kg 0,322 
Bawang putih Ons/0.1 Kg 0,212 
Cabe merah Kg 0,005 
Cabe rawit Kg 0,042 
Tahu Kg 0,063 
Tempe Kg 0,082 
Minyak kelapa/ goreng Liter 0,164 
Kelapa Butir/Unit 0,057 
Gula pasir Ons/0.1 Kg 1,293 
Gula merah Ons/0.1 Kg 0,077 
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4.1.7. Potensi Sumber Daya Alam dan Hayati 
a. Tanaman Pangan   
Kota palopo dengan luas 24.752 Ha terdiri dari 2.690,00 Ha 
(10,870 persen) Lahan Sawah dan 22.062,00 Ha (89,13 persen) lahan 
Bukan sawah. Lahan Sawah di Kota Palopo pada tahun 2015 menurut 
jenis pengairannya terdiri dari 90,5 persen irigasi dan 9,5 tadah hujan. 
Sedangkan lahan bukan persawahan terdiri dari 60,24 persen bangunan 
dan pekarangan,6,65 persen tegal/kebun, 6,12 persen lading/huma, 0,08 
persen padang rumput, 5,53 persen lahan sementara tidak diusahakan, 
5,59 persen ditanami pohon/hutan rakyat, 9,10 persen perkebunan, dan 
6,69 persen lainnya.  
Berikut disajikan luas lahan sawah dan bukan sawah menurut 
kecamatan. 
Tabel 16. Luas Lahan Sawah dan Bukan Sawah Menurut Kecamatan 
di Kota Palopo tahun 2015 
 
Kecamatann Lahan Sawah Lahan Bukan 
Sawah 
Jumlah 
Wara Selatan 161 905 1066 
Sendana 284 3425 3709 
Wara 107 1043 1150 
Wara Timur - 1208 1208 
Mungkajang 61 5319 5380 
Wara Utara 6 1051 1057 
Bara - 2335 2335 
Telluwanua 1850 1584 3434 
Wara Barat 221 5192 5413 
Jumlah 2690 22062 24752 
Sumber : Hasil Olahan Sp Dinas Pertanian Kota Palopo 2015 
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Tabel 17. Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan dan Jenis 
Pengairan di Kota Palopo tahun 2015 
 








Wara Selatan 150 - - 11 161 
Sendana 259 - - 25 284 
Wara 107 - - - 107 
Wara Timur - - - - 0 
Mungkajang 61 - - - 61 
Wara Utara - - - 6 6 
Bara - - - - 0 
Telluwanua 1661 - - 189 1850 
Wara  Barat 196 - - 25 221 
Jumalah 2434 - - 25 2690 
Sumber : Hasil Olahan Sp Dinas Pertanian Kota Palopo 2015 
Sub Sektor Tanaman bahan makanan terdiri dari tanaman padi, 
jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang hijau dan kacang 
kedelai. Petani di Kota Palopo pada Tahun 2015 menanam tanaman padi, 
jagung, ubi kayu dan ubi jalar dimana total produksinya adalah 28,631 ton 









Tabel 18. Luas Lahan Tegal/Kebun, Ladang/Huma, Padang Rumput, 
Sementara Tidak Diusahakan, Di Tanami Hutan/Hutan Rakyat, 
Perkebunan Dan Lainnya Menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu 
































441 89 192 - 10 2 75 103 912 
Sendana 901 566 993 - - 306 602 57 3425 
Wara 1030 3 - - 3 - 6 1 1043 
Wara 
Timur 
1008 15 17 - 23 135 - 10 1208 
Mungkajan
g 
4158 105 9 - - 106 939 2 5319 
Wara 
Utara 
803 14 4 - 20 20 - 196 1057 
Bara 526 228 72 - 906 233 - 351 2324 
Telluwanu
a 
451 292 - - - 199 - 642 1584 
Wara 
Barat 
3984 156 65 - 260 233 388 115 5211 
Jumlah 13320 1468 1352 - 1303 1335 2010 1477 22084 
Sumber : Dinas Pertanian dan Pertenakan Kota Palopo 
 Luas Lahan Tegal/Kebun, Ladang/Huma, Padang Rumput, 
Sementara Tidak Diusahakan, Di Tanami Hutan/Hutan Rakyat, 
Perkebunan Dan Lainnya Menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara 
(Hektar) tahun 2015. Kecamatan Mungkajang memiliki lahan terluas 
dengan jumlah 5319 sedangkan Kecamatan Wara Selatan memiliki luas 






Tabel 19. Luas Panen Dan Produksi Padi Menurut Kecamatan Di Kota 
Palopo Tahun 2015 
 
Kecamatan Padi Sawah Padi Ladang 
 Luas Panen Produksi Luas Panen Produksi 
Wara Selatan 285 1671 - - 
Sendana 485 2839 - - 
Wara 206 1180 - - 
Wara Timur - - - - 
Mungkajang 116 653 - - 
Wara Utara 12 60 - - 
Bara - - - - 
Telluwanua 3536 19642 - - 
Wara Barat 458 2585 - - 
Jumlah 5098 28631 - - 
Sumber : Dinas Pertanian dan Pertenakan Kota Palopo 
 Luas panen dan produksi padi menurut kecamatan di Kota Palopo pada 
tahun 2015 Kecamatan telluwanua memiliki luas panen tertinggi yakni 3536 













Tabel 20. Produksi Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, 
Ubi Kayu, Ubi Jalar Menurut Kecamatan Di Kota Palopo Tahun 2015 
 
Sumber : Dinas Pertanian dan Pertenakan Kota Palopo 
 Produksi jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi 
jalar menurut kecamatan di Kota Palopo pada tahun 2015. Kecamatan 
Telluwanua memiliki hasil produksi tertinggi dengan jumlah 3145 
sedangkan Kecamatan Wara Selatan memiliki hasil produksi terendah 
dengan jumlah 29. 
b. Tanaman Hortikultura 
Produksi hortikultura adalah hasil menurut bentuk produk dari setiap 
tanaman sayuran, buah-buahan, biofarmaka dan tanaman hias yang 
diambil berdasarkan luas yang dipanen/tanaman yang menghasilkan pada 
Kecamata
n 




























4 29 -  - - - - 1 … - - 
Sendana 122 828 - - - - - - 1 … - - 
Wara 2 12 - - - - - - 1 … 1 13 
Wara 
Timur 
1 6 - - - - - - 1 … - - 
Mungkajan
g 
- - - - - - - - - … - - 
Wara 
Utara 
- - - - - - - - 2 … - - 
Bara 102 717 - - - - - - - … - - 
Telluwanu
a 
480 3145 - - - - - - 2 … - - 
Wara 
Barat 
- - - - - - - - 1 … - - 
Jumlah 713 4737 - - - - - - 8 … - - 
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bulan/triwulan laporan. Tabel berikut memperlihatkan jumlah produksi 
tanaman sayuran di Kota Palopo pada tahun 2015. 
Tabel 21. Produksi Tanaman Sayur-Sayuran Di Kota Palopo Tahun 
2015 
 
Sayur-Sayuran 2013 2014 2015 
Bawang Merah - - - 
Bawang Putih - - - 
Bawang Daun - - - 
Kentang - - - 
Kubis/Kol - - - 
Petsai/Sawi 51,60 94,4 79,0 
Wortel - - - 
Kacang Panjang 127,10 162,7 106,1 
Cabe 58,40 94,0 72,7 
Tomat 21,90 24,6 52,1 
Terong 105,70 83,1 697 
Buncis - - - 
Ketimun 21,40 40,3 47,1 
Kangkung 457,50 363,3 335,3 
Bayam 95,00 100,2 97,4 
Daun Singkong - - - 









Tabel 22. Produksi Buah-Buahan Di Kota Palopo Pada Tahun 2015 
 
Buah-Buahan 2013 2014 2015 
Alpukat 13,20 14,0 21,9 
Mangga 509,90 232,6 192,9 
Rambutan 694,80 1569,6 1683,6 
Langsat 5446,90 5856,8 5193,0 
Jeruk - - - 
Durian 5922,00 4836,8 5446,4 
Jambu - - - 
Sawo - - - 
Pepaya 93,30 68,3 122,4 
Pisang 370,30 461,0 370,4 
Nenas 2,40 1,9 1,7 
Salak 0,20 0,2 0,3 
Markisa - - - 
Semangka - - - 
Belimbing 1,70 1,5 1,1 
Sukun 13,30 6,4 21,7 
Sirsak 2,30 2,5 4,6 
Nangka 52,30 21,0 24,2 
Petai 1,00 - - 
Jambu Biji 4,00 4,7 5,5 
Jambu Air 29,60 35,8 31,1 
Sumber : Dinas Pertanian dan Pertenakan Kota Palopo 
c. Perkebunan 
Produksi tanaman perkebunan rakyat pada tahun 2015 mengalami 
fluktuasi pada beberapa komoditi, adapun beberapa komoditi yang 
mengalami kenaikan adalah kopi arabika, cengkeh, kemiri, jambu mete, 
aren, dan pinang sedangkan komoditi yang lainnya mengalami 
penurunan. Penurunan hasil beberapa komoditi perkebunan di sebabkan 





Tabel 23.  Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan Di 











Coklat Cengkeh Jambu 
Mete 
Kemiri Kapuk Vanili Lada Pala Aren Pinang Sagu 
Wara 
Selatan 
- 2,33 - - 7,90 0,79 - - - - - - - - 2,78 
Sendan - 1,07 0,32 - 158,22 2,57 - 0,06 - 0,63 0,74 - 0,29 - 1,82 
Wara - 1,94 - - 1,22 - - - - - - - - - 0,21 
Wara Timur - 0,24 - - - - - - - - - - - - - 
Mungkajang - 0,68 0,61 0,61 478,66 11,73 0,16 0,42 0,68 0,45 6,73 - 0,67 0,35 0,90 
Wara Utara - 0,96 - - 5,95 - - - - - - - - 0,12 - 
Bara - 2,08 - - 55,14 0,37 - - 0,01 - - - 0,03 0,20 0,79 
Telluwanua - 35,32 - - 453,41 22,92 - - - - 1,90 - 3,22 8,75 39,06 
Wara Barat - 11,20 65,92 - 385,98 43,39 1,83 - - 11,79 5,24 - 0,75 O,85 5,77 
Jumlah - 55,82 66,85 0,61 1546,48 81,77 1,99 0,48 0,69 14,87 14,61 - 4,96 10,27 51,33 
Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palopo 
d. Peternakan 
Pada Tahun 2015 di Kota Palopo tercatat jumlah populasi ternak 
secara rata-rata mengalami kenaikan. Populasi sapi mengalami kenaikan 
2,45 persen atau dari 3.022 ekor menjadi 3.096 ekor pada tahun 2015, 
Kambing mengalami penurunan sebesar 3,12 persen atau dari 2.244 ekor 
kambing pada tahun 2014 menjadi 2.314 kambing pada tahun 2015, kuda 
sebanyak 2 ekor. Berikut babi mengalami kenaikan 0,64 persen atau dari 
2.173 ekor pada tahun 2014 menjadi 2.187 ekor pada tahun 2015 dan 
terkhir kerbau mengalami kenaikan sebesar 0,40 persen atau bertambah 








Tabel 24. Populasi Ternak Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak 
(Ekor) di Kota PalopoTahun 2015 
 
Kecamatan Kerbau Sapi Kuda Kambing Babi 
Wara 
Selatan 
42 98 0 182 0 
Sendana 25 223 0 289 0 
Wara 38 29 2 93 341 
Wara Timur 23 34 0 84 0 
Mungkajang 27 21 0 178 67 
Wara Utara 8 74 0 196 92 
Bara 41 592 0 314 196 
Telluwanua 263 1542 0 726 1048 
Wara Barat 31 483 0 252 443 
Jumlah 498 3022 2 2314 2187 
Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Palopo 
Populasi ternak menurut Kecamatan dan Jenis Ternak (Ekor) di 
Kota Palopo pada tahun 2015. Kecematan Telluwanua memiliki populasi 
ternak terbayak sedangkan yang terendah yakni kecamatan Wara Utara. 
Tabel 25. Populasi Unggas Menurut Kecamatan dan Jenis Unggas 












5603 0 95000 243 
Sendana 7789 3000 192000 1665 
Wara 2295 0 77500 32 
Wara Timur 4065 0 0 341 
Mungkajang 5980 0 125000 445 
Wara Utara 1988 0 0 496 
Bara 22384 0 230000 568 
Telluwanua 106957 0 936250 4997 
Wara Barat 8139 0 33000 1963 
Jumlah 165200 3000 1688750 10750 
Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Palopo 
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Populasi unggas menurut Kecamatan dan Jenis Ternak (Ekor) di 
Kota Palopo pada tahun 2015. Kecematan Telluwanua memiliki populasi 
ternak terbayak sedangkan yang terendah yakni kecamatan Wara. 
e. Perikanan 
Letak Kota Palopo yang berbatasan langsung dengan teluk bone 
memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian, salah satunya 
adalah sub sektor  perikanan. Produksi budidaya perikanan didominasi 
oleh perikanan laut dengan jumlah produksi 12.685.50 ton, sedangkan 
perikanan darat 1.918 ton. Produksi perikanan darat terdiri dari produksi 
tambak bandeng sebayak 1.748 ton dan 170 ton produksi tambak udang, 
17409 ton produksi dikolam serta 85,00 ton untuk produksi di sawah 
(minapadi).  













1172,40 327,20 29,0 8,50 - - - 
Sendana - - - 10,15 - - - 
Wara - - - - - - - 
Wara Timur 6538,20 330,54 25,0 - - - - 
Mungkajang - - - 14,15 2,00 - - 
Wara Utara 2840,70 318,92 31,0 - - - - 
Bara 1773,60 388,24 45,0 7,80 - - - 
Telluwanua 360,70 383,10 40,0 60,00 38,00 - - 
Wara Barat - - - 73,49 45,00 - - 
Jumlah 12685,50 1748,00 170,0 174,09 85,00 - - 





4.1.8. Visi dan Misi Kota Palopo 
a. Visi Pemerintah Kota Palopo 
 Semangat untuk mengantarkan daerah menuju keadaan yang lebih 
baik menjadi inti dari gagasan yang tercantum dalam visi setiap daerah. 
Dalam RPJMD ini rumusan visi menggambarkan harapan dan gagasan 
ideal yang akan dicapai oleh Pemerintah Kota Palopo yang didukung 
masyarakat Kota Palopo pada akhir tahun 2018. Berdasarkan ketentuan 
Permendagri 54/2010, visi RPJMD adalah rumusan visi Walikota dan 
Wakil Walikota terpilih yang diselaraskan dan diserasikan dengan subtansi 
Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah, subtansi Visi Pembangunan 
Jangka Panjang dan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan, dan 
Nasional serta kaitan sinergisnya dengan dokumen perencanaan lainnya  
Dengan mengacu pada hasil proses penyelasaran dan penyerasian 
subtansi visi tersebut, maka visi RPJMD Kota Palopo periode 2013-2018 
dirumuskan sebagai berikut : 
“Terwujudnya Palopo Sebagai Kota Pendidikan, Jasa, Niaga 
Dan Agroindustri Yang Berwawasan Agama, Budaya Dan 
Lingkungan Yang Terkemuka Di Indonesia” 
Dalam rumusan visi ini terdapat tiga pokok pikiran sebagai subtansi 
utama, yakni Terwujudnya Palopo, Kota pendidikan, jasa, niaga dan 
agroindustri yang berwawasan agama, budaya dan lingkungan, dan 
Terkemuka di Indonesia. Penjelasan masing-masing pokok visi adalah 
sebagai berikut : 
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Terwujudnya Palopo, adalah pernyataan semangat, yakni 
semangat mewujudkan gagasan untuk mengantarkan Kota Palopo pada 
kondisi yang lebih baik, semangat untuk mengangkat harkat dan martabat 
daerah agar dapat berkonstribusi lebih besar terhadap pencapaian tujuan 
pembangunan nasional pada semua aspek, sehingga dapat disejajarkan 
dengan daerah-daerah yang terkemuka di Indonesia.  
Kota Palopo sebagai Kota Pendidikan, Jasa, Niaga dan 
Agroindustri yang Berwawasan Agama, Budaya dan Lingkungan, 
adalah pernyataan penggambaran mengenai keadaan yang akan dicapai 
pada tahun perencanaan 2018, pokok-pokok gambaran tersebut 
dideskripsikan sebagai berikut :  
Kota Pendidikan, gambaran mengenai keadaan yang dicapai 
pada tahun 2018, dimana penyelenggaraan pendidikan pra sekolah, 
dasar, dan menengah, berlangsung sesuai Standar Nasional Pendidikan 
(SNP), serta penyelenggaraan pendidikan tinggi menjadi salah satu tujuan 
pendidikan bagi masyarakat di wilayah regional sulawesi  
Kota Jasa, gambaran mengenai keadaan yang dicapai pada tahun 
2018, dimana penyelenggaraan pelayanan public berlangsung sesuai 
dengan Standard, Norma, dan Prosedur (SNP), dan pelayanan pada 
sektor swasta memenuhi standar mutu pelayanan, sehingga memperkuat 
citra Kota Palopo sebagai Kota Jasa..  
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Kota Niaga, gambaran mengenai keadaan yang dicapai pada 
tahun 2018, dimana Kota palopo menjadi sentra distribusi barang dan 
logistic untuk wilayah regional Sulawesi, dan aktifitas perniagaan 
berlangsung nyaman dan aman karena didukung oleh infrastruktur 
perniagaan yang tertata dan memenuhi standar.  
Kota Agroindustri, gambaran mengenai keadaan yang akan 
dicapai pada tahun 2018, dimana sektor industri khususnya yang berbasis 
rumah tangga tumbuh dan berkembang menjadi salah satu mata 
pencaharian utama masyarakat, di sisi lain produk-produk industry pangan 
berbahan lokal menjadi salah satu produk unggulan daerah, memiliki 
brand kuat, sehingga menjadi icon Kota Palopo.  
Berwawasan Agama, gambaran mengenai keadaan yang akan 
dicapai pada tahun 2018, dimana kesadaran masyarakat dalam 
kehidupan berbangsa, bernegara dan beragama berlangsung dalam 
toleransi yang harmonis, terciptanya kesadaran masyarakat dalam 
bertoleransi intra dan inter umat beragama menjadi salah satu barometer 
toleransi kehidupan umat beragama di Indonesia.  
Berwawasan Budaya, Gambaran mengenai keadaan yang akan 
dicapai pada tahun 2018, dimana berlangsungnya interaksi dalam 
berbagai aspek dalam masyarakat yang beragam budaya berlangsung 
dalam interrelasi yang harmonis, berkembangnya keadaan interrelasi 
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yang harmonis menjadi salah satu barometer dalam kehidupan berbangsa 
dan bernegara di Indonesia.  
Berwawasan Lingkungan, gambaran mengenai keadaan yang 
akan dicapai pada tahun 2018, dimana aktifitas masyarakat pada semua 
aspek dilaksanakan dengan kesadaran untuk menjaga dan memeliharan 
keberlanjutan lingkungan hidup, sehingga kesadaran tersebut dapat 
mendorong terpenuhinya kriteria ketersediaan lingkungan hidup Kota 
Palopo.  
Terkemuka di Indonesia, merupakan pernyataan komparasi 
terhadap keadaan yang dicapai dengan capaian daerah-daerah lainnya, 
terkemuka di Indonesia adalah komparasi Kota Palopo yang 
mensejajarkannya dengan Kota yang telah maju dan berkembang dari 
aspek penyelenggaraan pendidikan, mutu pelayanan public, sentra 
distribusi barang dan logistic regional, industry rumah tangga. Sedangkan 
dari aspek berwawasan dimaknai sebagai komparasi Kota Palopo sebagai 
salah satu barometer di Indonesia dalam hal kerukunan umat beragama, 
interrelasi keragaman budaya, dan kesadaran terhadap keberlanjutan 
lingkungan hidup. 
b. Misi Pemerintah Kota Palopo 
Misi dalam RPJMD ini merupakan pernyataan upaya-upaya yang 
hendak dijalankan demi terwujudnya visi. Misi RPJMD Kota Palopo 2013-
2018 dan penjelasan pokok-pokoknya adalah sebagai berikut. 
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1) Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif 
dan demokratis dengan mengedepankan supremasi hukum 
(M1), Untuk memperkuat citra Kota sebagai Kota Jasa, maka 
penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan pada tata 
pemerintahan yang bersih, efisien, efektif dan demokratis. Upaya 
yang dilakukan mencakup peningkatan kualitas sistem 
perencanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan yang : 
terbuka, transparan, akuntabel, partisipatif, berkeadilan yang 
dibingkai oleh regulasi, penguatan kelembagaan dan peningkatan 
kapasitas aparatur. 
2) Mendorong pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan 
pelayanan masyarakat di berbagai sektor (M2),  
Salah satu ciri Kota Jasa adalah berkembang dan berkualitasnya 
pelayanan publik yang melibatkan berpartisifasi masyarakat dalam 
menjaga kualitas layanan. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan 
peningkatan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan 
pelayanan, melalui upaya-upaya peningkatan kualitas 
pemberdayaan masyarakat dan perbaikan pelayanan umum. 
3) Mendorong ketersediaan kebutuhan pokok manusia 
khususnya sandang, pangan bagi masyarakat Kota Palopo 
(M3),Pemenuhan ketersediaan kebutuhan pokok seperti kebutuhan 
pangan dan sandang, dilakukan melalui pengembangan 
agroindustri berbasis rumah tangga. Upaya-upaya untuk 
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pengembangan agroindustri berbasis rumah tangga antara lain 
mencakup Penyediaan kebutuhan pangan, Pengembangan 
Tanaman Pangan; Hortikultura; Peternakan; Perkebunan; 
Perikanan; Kelautan dan pengembangan industri rumah tangga. 
4) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui 
jalur pendidikan formal dan non-formal (M4), 
Pendidikan adalah investasi yang menjadi salah satu kunci pokok 
dalam pembangunan manusia. Upaya untuk mewujudkan Palopo 
sebagai Kota Pendidikan dilakukan melalui peningkatan kualitas 
sumber daya manusia, upaya-upaya ini mencakup optimalisasi 
penyelenggaraan PAUD, memelihara akses pendidikan dasar dan 
menengah, meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan 
menengah, mendukung dan akselerasi pengembangan pendidikan 
tinggi. 
5) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara 
berkelanjutan (M5),  
Salah satu upaya penting yang dilakukan untuk mewujudkan 
Palopo sebagai Kota Jasa adalah mengembangkan pelayanan 
publik dalam bidang kesehatan, upaya-upaya yang dilakukan 
mencakup peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan dan 





6) Meningkatkan pertumbuhan perekonomian rakyat secara 
efisien dengan mendorong secara sungguh-sungguh simpul-
simpul ekonomi rakyat utamanya di bidang 
perkoperasian/syariah, industri rumah Tangga, UMKM, 
Lembaga Keuangan dan Jasa, serta mengembangkan 
pariwisata dan budaya yang didukung oleh infrastruktur yang 
memadai (M6) 
Upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan dilakukan 
untuk mendukung Kota Palopo menjadi Kota Niaga, upaya-upaya 
ini mencakup penguatan simpul kelembagaan koperasi, industri 
rumah tangga, UMKM, lembaga keuangan dan jasa yang bermuara 
pada distribusi barang dan logistik; memperkuat daya tarik 
destinasi wisata; dan mendorong interrelasi keragaman budaya. 
7) Menjamin iklim investasi yang kondusif melalui pelayanan 
yang mudah, cepat, dan efektif, serta kepastian berusaha dan 
mendorong terciptanya lapangan pekerjaan (M7). 
Salah satu ciri kota jasa adalah berlangsungnya pelayanan yang 
mudah dan efektif yang dapat mendorong kondusifnya iklim 
berinvestasi. Dalam rangka menjamin berkembangnya iklim 
investasi yang kondusif, maka upaya-upaya yang dilakukan 
mencakup: Penguatan kualitas pelayanan untuk mendorong 
(kemudahan) investasi dan terciptanya lapangan kerja baru dan 
Peningkatan kompetensi tenaga kerja 
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8) Penataan kota yang berwawasan lingkungan (M8),  
Untuk mewujudkan Palopo sebagai Kota berwawasan lingkungan 
melalui penataan kota yang berwawasan lingkungan, maka 
dilakukan upaya-upaya : Perencanaan, pemanfaatan dan 
pengendalian ruang ; Pengembangan ruang terbuka hijau; 
penguatan fungsi kawasan; Penanggulangan bencana. 
9) Mengembangkan kesadaran berbangsa dan bernegara di 
dalam otonomi daerah serta mendorong berkembangnya 
kehidupan beragama yang rukun guna mewujudkan ketertiban 
dan keamanan demi terciptanya kehidupan masyarakat yang 
harmonis (M9)  
Untuk mewujudkan Kota Palopo sebagai salah satu barometer 
nasional dalam kehidupan beragama, maka upaya yang dilakukan 
adalah mengembangkan kesadaran berbangsa dan bernegara, 
upaya-upaya ini mencakup Penguatan kesadaran berbangsa; 
toleransi (kerukunan) beragama; menjaga ketertiban dan 
keamanan serta harmonisasi sosial. 
4.2. Tata Kelola Kelembagaan di Kota Palopo terkait Program Khilan 
Dalam program Khilan di Kota Palopo terdapat kerja sama antara 
berbagai lembaga pemerintahan, sektor privat dan kelompok kelompok 
Khilan, Lembaga-lembaga tersebut dapat diklasifikasikan berdasarkan 




1) Dinas Perindustrian, mempunyai peran yang sangat vital dalam 
program khilan, secara umum ada 3 peran penting yang di jalankan 
dinas perindustrian yaitu : pelatihan, perizinan dan pengawasan. 
2) Kantor perusahan daerah (perusda) fokus pada pemberdayaan dan 
pemasaran. 
3) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman 
Modal (BPPTSPM) menjalankan peran dalam urusan perizinan usaha. 
4) Kantor Latihan Kerja dimasamba malido  
Adapun lembaga privat yang ikut serta dalam program khilan adalah 
perbankan dalam hal ini BNI, BRI, Bank Sulselbar dan Bank Mandiri 
sebagai penyedia pinjaman Dana Kredit Usaha Rakyat. 
4.3. Gambaran Umum Kantor Dinas Perindustrian 
Mengingat pentingnya peran dari Dinas Perindustrian dalam 
Program Khilan, maka pada bagian ini akan diuraikan gambaran umum 
mengenai Dinas Perindustrian. Gambaran umum 
4.3.1. Susunan Organisasi Dinas Perindustrian Kota Palopo 
Susunan Oraganisasi Dinas Perindustrian, terdiri atas : 
A. Kepala Dinas 
B. Sekretariat, terdiri atas : 
a. Sub bagian umum dan kepegawaian 
b. Sub bagian perencanaan, keuangan, evaluasi dan tindak 
lanjut. 
C. Bidang pembinaan industri kecil dan indutri menengah : 
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a. Seksi pengolahan data dan sistem informasi industri  
b. Seksi perizinan dan pelaporan 
c. Seksi pengawaasan, standarisasi dan pengendaliaan 
mutu 
D. Bidang pengembangan teknologi industri kecil dan industri 
menengah : 
a. Seksi pengembagan produk industri kecil dan indutri 
menengah. 
b. Seksi bimbingan produksi dan promosi. 
c. Seksi sarana dan prasarana industri kecil dan industri 
menengah. 
E. Unit pelaksanaan teknis dinas (UPTD). 
F. Jabatan Fungsional. 
4.3.2. Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas 
Perindustrian Kota Palopo 
A. Kepala Dinas Perindustrian  
(1) Dinas perindustrian dipimpin oleh seorang kepala dinas yang 
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada walikota 
melalui sekretaris daerah. 
(2) Kepala tugas perindustrian mempunai tugas pokok : 
melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan 
bidang perindustrian yang menjaadi kewenangan daerah. 
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(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud  
pada poin (2)  kepala dinas pempunyai fungsi : 
a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan 
pemerintahan daerah dibidang pembinaan industri kecil 
dan indutri menengah, bidang penegembangan indutri 
kecil dan industri menengah serta kesekretariatan. 
b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelaksanaa 
pelayanan umum di bidang pembinaan industri kecil dan 
industri menengah serta kesekretariatan. 
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan 
industri kecil dan industri menengah, dibidang 
penembangan industry kecil dan industry menengah 
serta kesekretariatan.   
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
(4) Untuk melaksakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana 
dimaksud pada poin (2) dan (3), kepala dinas perindustrian 
mempunyai rincian tugas : 
a. Menyusun kebijakan dinas sebagai pedoman dalam 
pelaksanaan tugas. 
b. Merumuskan program kerja. 
c.  Mendistribusikan dan member petunjuk pelaksanaan 
tugas sehingga berjalan lancer. 
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d. Mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi 
pelaksanaan tugas dinas. 
e. Melaksanakan koordinasi dan membina hubungan kerja 
sama dengan dinas/instansi lingkup pemerintahan Kota 
Palopo dan instansi vertikal serta asosiasi/lembaga-
lembaga lainnya. 
f. Megarahkan pelaksanaan urusan pemerintahan dinas. 
g. Memecahkan masalah-masalah terkait dengan dinas. 
h. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan 
tugas dinas. 
i. Melaporkan atau member saran kepada pemerintah kota 
baik dalam penyusunan  kebijakan maupun pemecahan 
masalah dinas. 
j. Menilai prestasi kerja bawahan, dan 
k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang 
diperintahkan walikota, dalam mendukung kelancaran 
pelaksanaan tugas. 
B. Kesekretariatan Dinas Perindustrian Kota Palopo 
(1) Sekretariat 
1) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada 
dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. 
2) Sekretaris mempunyai tugas pokok : memberikan 
pelayanan teknis administrasi kepada kepala dinas dan 
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seluruh satuan organisasi dalam lingkup dinas, 
membimbing, mengendalikan dan mengawasi sub bagian 
umum dan kepegawaian, sub bagian perencanaan, 
keuangan, evaluasi, dan tindak lanjut. 
3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada poin (2) sekretaris mempunyai fungsi : 
a. Pelaksanaan urusan secretariat dan rumah tangga 
dinas. 
b. Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, 
perencanaan, keuangan, evaluasi dan tindak lanjut. 
c. Pengeoodinasian pengelolaan administrasi 
kepegawaian dan surat menyurat. 
d. Penyusunan program dan rencana kerja serta 
kebutuhan anggaran, dan 
e. Pengeoordinasian pengelolaan administrasi. 
4) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi 
sebagaimana dimaksud pada poin (2) dan (3), sekretaris 
mempunyai rincian tugas sebagai berikut : 
a. Menyusun rencana kegiatan dinas sebagai pedoman 
dalam pelaksanaan tugas. 




c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi 
pelaksanaan tugas dalam lingkup secretariat. 
d. Menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf dan 
atau menandatangani naskah dinas. 
e. Melaksakan koordinasi kepada seluruh bidang dan 
menyiapkan bahan penyusunan kegiatan. 
f. Melaksanakan koordinasi kegiatan sehingga terwujud 
singkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan. 
g. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan, 
pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan 
akuntabilitas kegiatan. 
h. Melaksakan dan mengkoordinasikan pengolahan data 
dan informasi. 
i. Melaksakan dan mengkoordinasikan pelayanan 
ketatausahaan. 
j. Melaksakan dan mengkoordinasikan pelayanan 
administrasi umum dan aparatur. 
k. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pelayanan 
administrasi perindustrian. 
l. Melaksakan koordinasi dan pembinaan penyusunan 
rencana kebutuhan anggaran. 
m. Melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan 
tindak lanjut hasil pemeriksaan. 
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n. Melaksanakan pembinaan dan pengelolaan 
perindustrian. 
o. Melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi 
pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang. 
p. Melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi 
dan tata laksana. 
q. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan 
perundang-undangan. 
r. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sekretaris 
dan member saran pertimbangan kepada atasan 
sebagai bahan perumusan kebijakan. 
s. Menilai prestasi kerja bawahan, dan 
t. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang di 
printahkan kepala dinas, dalam mendukung 
kelancaran pelaksanaan tugas. 
(2) Sub Bangian Umum, Dan kepegawaian 
1) Sub bagian umum dan kepegawaian dipimpin oleh 
seorang kepala sub bagian yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada sekretaris. 
2) Kepala sub bagian umum dan pengawaian mempunyai 
tugas pokok : melakukan administrasi surat menyurat, 




(3) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evalusi dan Tindak 
Lanjut. 
1) Sub bagian perencanaan, keuangan, evaluasi dan tindak 
lanjut dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang 
berada di bawah dan bertangggung jawab kepada 
sekretaris. 
2) Sub bagian perencanaan, keuangan, evaluasi dan tindak 
lanjut mempunyai tugas pokok : melakukan urusan 
perencanaan dan penusunan program kerja, pengelolaan 
keuangan, membuat laporan dan mengelola data base 
dinas dan tindak lanjut hasil pemeriksaan. 
4.3.3. Bidang Pembinaan Industri Kecil Dan Industri Menengah 
(1) Bidang Pembinaan Industri Kecil Dan Industri Menengah 
1) Bidang pembinaan industri kecil dan industri menengah 
dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada 
dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. 
2) Kepala pembinaan industri kecil dan industri menengah 
mempunyai tugas pokok : melaksanakan penyusunan, 
koordinasi, pelaksanaan kebijakan, pemberian 
pendamping, pemantauan, pengawasan dan evaluasi 
serta pelaporan kegiatan. 
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3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada poin (2), kepala bidang perindustrian 
industri kecil dan industri menengah memiliki fungsi :  
a. Penusunanan dan pelaksanaan program dan 
kegiatan bidang. 
b. Penyiapan koordinasi dan fasilitas penyusunan 
perencanaan pembangunan industri. 
c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, 
pengawasan program kegiatan. 
d. Penusunan norma, standar prosedur dan kreteria 
bidang. 
e. Pelaksaan program kegiatan bidang. 
f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang. 
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pemimpin 
sesuai bidang tugasnya. 
(2) Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Industri 
1) Seksi pengolahan data dan sistem informasi industri 
dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah 
dan bertanggung jawab kepada kepala bidang. 
2) Kepala  seksi pengolahan data dan sistem informasi 
industry mempunyai tugas pokok : merencanakan dan 




(3) Seksi Perizinan dan Pelaporan 
1) Seksi perizinan dan pelaporan dipimpin oleh seorang 
kepals seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab 
kepada kepala bidang. 
2) Kepala seksi perizinan dan pelaporan mempunyai fungsi 
pokok : merencanakan, menyelia, memeriksa, 
mengevaluasi, menyusun laporan dan melaksanakan 
kegiatan terkait dengan program kerja seksi perizinan dan 
pelaporan. 
(4) Seksi Pengawasan, Standarisasi dan Pengendalian Mutu 
1) Seksi pengawasan, standarisasi dan pengendalian mutu 
dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah 
dan bertanggung jawab kepada kepala bidang. 
2) Kepala seksi pengawasan, standarisasi dan pengendalian 
mutu mempunyai tugas pokok : merencanan dan 
menyusun rencana kerja serta melaksanakan. Mengawasi, 
mengevaluasi, dan menyusun laporan kerja. 
4.3.4. Bidang Pengembangan Teknologi Industri Kecil Dan 
Industri Menengah. 
(1) Bidang Pengembangan Teknologi Industri Kecil Dan 
Industri Menengah 
1) Bidang pengembangan teknologi industri kecil dan 
industri menengah dipimpin oleh seorang kepala seksi 
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yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 
kepala dinas. 
2) Kepala bidang pengembangan teknologi  industri kecil 
dan industri menengah mempunyai tugas pokok : 
membantu kepala dinas dalam melaksanakan 
penyusunan, koordianasi, pelaksanan kebijakan, 
pemantauan pengawasan dan evaluasi serta pelaporan 
kegiata.  
3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada poin (2) Kepala bidang pengembangan 
teknologi  industri kecil dan industri menengah meliki 
fungsi : 
a. Perumusan dan penyusunan kebijakan serta 
pelaksaan program kegiatan. 
b. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kreteria 
pengembangan teknologi industri kecil dan industri 
menengah. 
c. Pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, 
pengawasan dan evaluasi serta pelaporan program 
kegiatan. 




1) Seksi penegembangan produk industri kecil dan industri 
menengah dipimpin oleh seorang kepala seksi yang 
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala 
bidang. 
2) Kepala seksi penegembangan produk industri kecil dan 
industri menengah (IKIM) mempunyai tugas pokok : 
merencanakan dan menyusun rencana kerja serta 
melaksanakan, mengawasi, mengevaluasi, dan 
menyusun laporan kegiatan. 
(3) Seksi Bimbingan Produksi dan Promosi 
1) Seksi bimbingan produksi dan promosi dipimpin oleh 
seorang kepala seksi yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada kepala bidang. 
2) Kepala seksi bimbingan produksi dan promosi 
mempunyai tugas pokok : merencanakan dan menyusun 
rencana kerja serta melaksanakan, mengawasi, 
mengevaluasi, dan menyusun laporan kegiatan. 
(4) Seksi Sarana dan Prasarana Usaha Industri Kecil dan 
Industri Menengah. 
1) Seksi Sarana dan Prasarana Usaha Industri Kecil dan 
Industri Menengah dipimpin oleh seorang kepala seksi 




2) Kepala seksi Sarana dan Prasarana Usaha Industri Kecil 
dan Industri Menengah mempunyai tugas pokok : 
merencanakan dan menyusun rencana kerja serta 
melaksanakan, mengawasi, mengevaluasi, dan 
menyusun laporan kegiatan. 
4.3.5. Unit Pelaksana Teknis Dinas 
(1) UPTD dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala 
dinas. 
(2) Pembentukan UPTD sebagaimana di maksud pada poin (1) 
diatur tersendiri dengan peraturan walikota. 
4.3.6. Jabatan Fungsional 
Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian 
tugas dan fungsi dinas perindustrian dengan keahlian tertentu. 
4.4. Kemiskinan di Kota Palopo 
Jumlah masyarakat miskin dan garis kemiskinan di Kota Palopo 
periode Tahun 2011-2015, dengan memperhatikan serta menyimak  
secara teliti bahwa pergeseran angka garis kemiskinan dan persentase 
jumlah penduduk miskin di Kota Palopo boleh dikatakan hampir tidak 
mengalami perubahan yang cukup berarti. Dengan membandingkan 
angka persentase penduduk miskin keadaan 5 tahun terakhir yaitu pada 
Tahun 2011 dan Tahun 2015, boleh dikatakan bahwa angka tersebut 
menunjukkan perubahan menguntungkan atau sedikit lebih baik karena 
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mengalami penurunan sekitar 1,64 persen dari angka 10,22 pada tahun 
2011 menurun menjadi 8,58 persen pada tahun 2015. Hal ini tentu 
merupakan indikator yang menunjukkan kerberhasilan pemerintah pusat 
dan daerah dalam melaksanakan berbagai program pengetasan 
kemiskinan diwilah Kota Palopo baik program yang menyentuh langsung 
rumah tangga penerima manfaat maupun program percepatan 
pembangunan infrastruktur daerah.  
Berikut oleh BPS Kota Palopo lewat data dasar PPLS 2011, 
penentuan kategori RTS selanjutnya ditentukan langsung oleh TNPUK 
menghasilkan sekitar 7.119 RTS. Sebagian besar dari keluarga yang ada 
di kota palopo masuk dalam kategori keluarga sejahtera III sebnayak 
12.315 keluarga. Sedangkan untuk keluarga pra sejahtera hanya tercatat 
sebanyak sebanyak 5.583 keluarga. Jika lihat perkecamatan wara timur 
merupakan kecamatan dengan jumlah terbesar pada kedua kategori 
keluarga diatas yaitu sebanyak 2.318 keluarga pada kategori sejahtera III 
dan 1.127 keluarga pada kategori pra sejahtera. Sedangkan pada kategori 
kelurga pra sejahtera kecematan sendana merupakan kecamatan dengan 
jumlah keluarga paling sedikit yaitu 82 keluarga. 
Berbagai program yang berorientasi pada penanggulangan 
kemiskinan telah di lakukan oleh pemerintah kota palopo. Salah satu 
program pengetasan kemiskinan melalui program KHILAN. Khilan sendiri 
mampu memeberikan kontribusi bagi pemrerintah dalam hal pengetasan 
kemiskinan dimana Khilan mampu memberikan penghasilan bagi 
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masyarakat kurang mampu (miskin).  
4.5. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat 
Miskin Melalui Program Khilan Di Kota Palopo 
Pemberdayaan merupakan salah satu strategi pemerintah untuk 
mensejahterakan masyarakat khususnya di Kota Palopo yang dimana 
untuk meningkatan taraf hidup masyarakat kurang mampu (miskin). 
melaui program unggulan yang di canangkan oleh pemerintah kota yakni 
“Kegiatan Home Industri Unggulan” (KHILAN). 
Home Industri (atau biasanya ditulis/dieja dengan “Home Industri”) 
adalah rumah usaha produk barang atau juga perusahaan kecil. 
Dikatakan sebagai perusahaan kecil karena jenis kegiatan ekonomi ini 
dipusatkan di rumah. Pengertian usaha kecil secara jelas tercantum dalam 
UU No. 9 Tahun 1995, yang menyebutkan bahwa usaha kecil adalah 
usaha dengan kekayaan bersih paling banyak Rp200 juta (tidak termasuk 
tanah dan bangunan tempat usaha) dengan hasil penjualan tahunan 
paling banyak Rp1.000.000.000. 
Kriteria lainnya dalam UU No 9 Tahun 1995 adalah: milik WNI, 
berdiri sendiri, berafiliasi langsung atau tidak langsung dengan usaha 
menengah atau besar dan berbentuk badan usaha perorangan, baik 
berbadan hukum maupun tidak. Home Industri juga dapat berarti industri 




 Tahap awal dari khilan adalah menghimpun para pelaku usaha 
kecil dan masyarakat berpenghasilan rendah, kemudian diverfikasi terkait 
layak tidaknya ikut menjadi peserta khilan.  
 Hasilnya, 200 kelompok lolos verifikasi, dalam 1 kelompok terdiri 
atas sepuluh orang, setelah itu setiap kelompok mengkuti tahap 
berikutnya yaitu pemerintah memberikan pelatihan selama 10 hari di 
Lembaga Pengembangan Teknologi Tepat Guna Masyarakat Lokal 
Indonesia (LPTTG-Melindo).  
Tabel 27. Nama-Nama peserta khilan yang mengikuti pelatihan. 
NO NAMA TEMPAT/TANNGAL 
LAHIR 
ALAMAT 
1 Rahma Palopo, 01 Januari 
1961 
JL. Kelapa 
2 Herlina Palopo, 01 April 1967 JL. Kelapa 
3 Ridwan Hamid Sengkang, 30 
Desember 1968 
JL. Durian 
4 Muliati Palopo, 31 
Desember 1960 
JL. Kelapa 
5 ST. Arah Palopo, 12 desember 
1958 
JL. Kelapa No. 33 
6 Gerhana Walenrang, 16 Juli 
1963 
JL. Kelapa No. 68 
7 HJ. Nursiah Bone Lemo, 01 
Februari 1963 
JL. Kelapa 
8 Suriani Palopo, 19 
September 1967 
JL. Kelapa 
9 Agustina Arti Makassar, 21 
Agustus 1960 
 
JL. Batara Lr. 03 
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NO NAMA TEMPAT/TANNGAL 
LAHIR 
ALAMAT 
10 Ruth Payung Pare-pare, 28 
Oktober 1967 
JL. Batara Lr. 09 




12 Sartin Palopo, 17 Mei 1972 JL. Batara 
13 Mada Saranga Abepura, 04 
September 1986 
JL. Pongsimpin 





15 Nabewatiah Bulukumba, 04 Mei 
1962 
JL. Tandipau 
16 Yacolina. M Palopo, 31 Januari 
1968 
JL. Batara Lr. 12 
17 Ir. Maysang Palopo, 07 Mei 1971 JL. Batara 
18 Perti Nampo Palopo, 18 Februari 
1960 
JL. Batara 
19 Syamsi Palopo, 12 Januari 
1976 
JL. Batara Lr. 14 
No. 101 
20 Santiani Palopo, 22 Maret 
1985 
JL. Batara Lr. 14 
21 Marce Manado, 21 Maret 
1971 
JL. Batara Lr. 15 








24 Elisabeth Rambitan Majene, 20 Februari 
1969 
JL. Batara 
25 Nur A.M. Nur Palopo, 26 
Desember 1974 




NO NAMA TEMPAT/TANNGAL 
LAHIR 
ALAMAT 
26 Sitti Juhana Palopo, 11 Maret 
1980 
JL. K.H ABD Kadir 
Daud 
27 Muliani Palopo, 17 Oktober 
1989 
JL. K.H ABD Kadir 
Daud 
28 Hasnawiah basir Palopo, 18 juni 1970 JL. Wecudai 
29 Mila Lestari Palopo, JL. Wecudai 
30 Hermin Tumale, 19 
September 1973 
JL. Wecudai 
31 Halifah Latif Palopo, 27 Agustus 
1984 
JL. Patiandjala 
32 Supiah Pattimang, 02 
Oktober 1972 
JL. Wecudai 
33 Hj. Darmawati Ramly Enrekang 1954 JL. K.H ABD Kadir 
Daud 
34 Masdar Ismail Palopo, 10 Oktober 
1966 
JL. K.H ABD Kadir 
Daud 
35 Mariana T Palopo 20 Mei 1969 JL. K.H ABD Kadir 
Daud 
36 Bahra Palopo, 29 
November 1964 
JL. K.H ABD Kadir 
Daud No. 53A 
37 Nurbiah Nurdin, BA Makassar, 05 
Oktober 1962 
JL. H. Hasan 
38 Indarwati Kolaka, 08 Juli 1969 JL. Andi Jemma 
39 Rosita Usman Palopo, 12 
September 1977 
JL. Andi Jemma 
40 Dewi Rahayu Palopo, 31 Juli 1988 JL. Yusuf Arif No. 
05 
41 Verawati Apriani Hatta Palopo, 29 April 1992 JL. H. Hasan No. 
06 
42 Suriani Rante Labi, 13 Mei 
1985 




NO NAMA TEMPAT/TANNGAL 
LAHIR 
ALAMAT 
43 Rosmani Palopo, 21 
November 1962 
JL. Nanalan No. 
05 
44 Irawati, SE Tator, 16 Juni 1982 JL. K.H Ahmad 
Dahlan No. 34 
45 Mahraja. R Palopo, 28 Oktober 
1982 
JL. H. Hasan 
46 Ayuni Asih Palopo, 15 April 1977 JL. Manennugeng 
No. 35 B 
47 HJ. Indomania Sengkang, 05 
Desember 1959 
JL. Nanakan 




49 Hamida Makassar, 11 Juli 
1967 
JL. Nanakan 
50 Hasniah Rahman, AMK Palopo, 31 
Desember 1957 
JL. Nanakan 
51 Nursima Nasir Wotu, 25 Desember 
1957 
JL. Nanakan No. 
03 
52 Dani Anggara Behasi, 10 April 1994 JL. K.H Ahmad 
Dahlan 
53 Juwita Jafar Palopo, 07 
Desember 1991 
JL. Yusuf Arif No. 
03 A 
54 Alvionita Palopo, 17 April 1991 JL. Yusuf Arif No. 
05 
55 Mardiana Tator, 31 Juli 1961 JL. Yusuf Arif 
56 Sumaryati Palopo, 16 Mei 1958 JL. Yusuf Arif 
57 Marsela Palopo, 29 Maret 
1993 
JL. Yusuf Arif 
58 Nurhayati Rabia Tator, 31 Mei 1957 JL. K.H.M Razak 






NO NAMA TEMPAT/TANNGAL 
LAHIR 
ALAMAT 
60 Esli Seko, 27 Juli 1962 JL. Pajalesang 
61 Hijrah Palopo, 21 April 1979 JL. Pajalesang 
62 Lisna Puspita sari Palopo, 17 Februari 
1991 
JL. K.H.M Razak 




64 Samsidar Attas Kasiwiang, 07 
Februari 1965 
JL. K.H.M Razak 
Komp. Cempaka 
65 Juhariah Latuppa, 1964 JL. Pajalesang 
 
66 Eni Bunga Pasa Dampan, 02 Januari 
1972 
JL. Pajalesang 
67 Erni Bone, 01 November 
1968 
JL. Pajalesang 
68 Alfrida Ampang Palopo, 20 April 1971 JL. K.H.M Razak 
69 Dina Parinding, BSc Palopo, 12 Juli 1946 JL. K.H.M Razak 
70 Henrika Palopo, 01 Oktober 
1968 
JL. Pajalesang 
71 Agustina K.S Makale, 17 Agustus 
1965 
JL. Pajalesang 
72 Yuni Palopo, 17 Juni 1993 JL. K.H.M Razak 
73 Satina Bastem, 31 
Desember 1980 
JL. Pajalesang 
74 Irmawati Pongrakka, 05 
Oktober 1985 
JL. Pajalesang 
75 Sriwati. S Murante, 11 
Desember 1984 
JL. Pajalesang 
76 ST. Anisah Mulyorejo, 25 
Oktober 1979 
JL. Kelapa 





NO NAMA TEMPAT/TANNGAL 
LAHIR 
ALAMAT 
78 Nasruddin Palopo, 21 Januari 
1972 
JL. K.H.M Razak 
79 Fenny Lisu Angin-Angin, 27 
Februari 1984 
JL. Pajalesang 
80 Eti Pompaniki, 23 
September 1976 
JL. Pongsimpin 
81 Anita Palopo, 24 
Desember 1973 
JL. Pongsimpin 
82 Suaharni. P. Bandaso Palopo, 15 Mei 1976 JL. K.H.M Razak 
83 Hamria Palopo, 29 Oktober 
1963 
JL. Pongsimpin 
84 Fransiska Tator, 15 Januari 
1969 
JL. K.H.M Razak 
85 ST. Aisyah Palopo, 8 April 1978 JL. Kelapa 
86 Rohani Makassar, 13 April 
1963 
JL. Pajalesang 
87 Neneng Junianti Makassar, 14 Juni 
1987 
JL. Pajalesang 
88 Maria Makassar, 08 Juli 
1972 
JL. Pajalesang 




90 Yuliana Benne Tator, 16 Juli 1966 JL. Pajalesang 
91 Nurislamiah Hasyim Pare-pare, 01 
Agustus 1975 
JL. Anggrek Blok. 
AA No.26 
92 Rita Ristawati Palopo, 17 April 1966 JL. Anggrek Blok. 
AA No.11 
93 Asri Palopo, 31 
Desember 1964 
JL. Opu Daud 




NO NAMA TEMPAT/TANNGAL 
LAHIR 
ALAMAT 
95 Winah Palopo, 26 Juni 1969 JL. Dahlann Raya 
96 Asyiah Rahmi Palopo, 31 Juli 1969 JL. Anggrek Blok. 
EE No. 26 
97 Kartini Usman Makassar, 06 
Februari 1980 
JL. K.H.M Razak 
98 Halina Masamba, 06 Juni 
1972 
JL. Anggrek No 
Blok. 
99 Martina Pasakka Seriti, 15 November 
1971 
JL. Anggrek No 
Blok. 
100 Hamsiah Samin Palopo, 14 April 1969 JL. Dahliah No. 02 
          Sumber : Dinas Perindustrian Kota Palopo 
 
Dengan adanya Dinas Perindustrian di Kota Palopo, maka peranan 
pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan  masyarakat miskin 
semakin nyata dan terlihat. Peranan Dinas Perindustrian tidak hanya 
dalam bentuk fisik, tetapi juga memberikan motivasi kepada pelaku Khilan 
agar semakin giat mengembangkan usahanya. Hal ini sesuai wawancara 
dengan Kepala Bidang Pengembngan Teknologi Industri Kecil dan 
Menengah  Ibu Selvia Iriani A. Ahmad, SP bahwa : “ Pemerintah dalam 
hal ini dinas perindustrian telah melakukan upaya pemberdayaan 
masyarakat yang berpenghasilan rendah atau miskin yang kemudian 
dibina dan diberi keterampilan serta motivasi dengan cara memberikan 
bantuan peralatan dan terus meng follow up kegiatan-kegiatan agar 
mampu mengembangkan usahanya dan menciptakan produk-produk 
baru” (Wawancara pada tanggal 23 Mei 2017 ) 
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Sejalan dengan pendapat ibu Suharni selaku Ketua Kelompok di 
Kec. Wara mengungkapkan bahwa, 
“Peranan Pemerintah Daerah sangat membantu dalam usaha saya. 
Awalnya kami dilatih dan dibina di Lembaga Pengembangan 
Teknologi Tepat Guna Masyarakat Lokal Indonesia (LPTTG-Melindo) 
Secara berkelompok, setelah berkelompok kita berusaha 
memproduksi tortilla (keripik) yang bahan bakunya dari ubi kayu, 
jagung dan rumput laut. (wawancara pada tanggal 8 juni  2017). 
Tak hanya dalam bentuk pelatihan dan bantuan peralatan, teknis 
administrasi perizinan yang dilakukan pemerintah daerah diberi 
kemudahan dalam mengurusnya, hal ini sesuai dengan yang diungkapkan 
Kepala Bidang Pengembngan Teknologi Industri Kecil dan Menengah  Ibu 
Selvia Iriani A. Ahmad, SP bahwa : “izin usaha bagi pelaku khilan 
dimudahkan tanpa biaya sedikitpun atau secara gratis” (wawancara pada 
tanggal 23 Mei 2017) 
Pemerintah Daerah Kota Palopo memberikan bantuan cuma-cuma 
hanya  kepada pelaku Khilan saja.  
Dengan kuantitas pelaku Khilan di Kota Palopo menunjukkan 
kreatifitas masyarakat yang tinggi. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi 
kebutuhan hidup yang didukung oleh potensi alam yang ada. Kuantitas 
tersebut menjadikan kontribusi pelaku khilan terhadap kesejahteraan 
masyarakat seperti pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, 





Tabel 28. Jumlah Kelompok Khilan Yang Masih Aktif Menurut 
Kecamatan 
 
NO NAMA KETERANGAN KECAMATAN 
1 Sittiara Kelompok Kec. Wara 
2 Serly Kelompok Kec. Wara 
3 Suharni Kelompok Kec. Wara 
4 Hamira Kelompok Kec. Wara Selatan 
5 Ode Tunggal Kec. Wara Selatan 
6 Samsia Kelompok Kec. Wara Selatan 
7 Sulvika Kelompok Kec. Wara Selatan 
8 Hamsina Kelompok Kec. Wara Selatan 
9 Rosmani Tunggal Kec. Wara Selatan 
10 Hajeriah Kelompok Kec. Wara Selatan 
11 Hajerah Tunggal Kec. Wara Selatan 
12 Ramlah Kelompok Kec. Wara Selatan 
13 Juhana Tunggal Kec. Wara Selatan 
14 Suarsi Tunggal Kec. Wara Selatan 
15 Bahria Kelompok Kec. Wara Utara 
16 Indasah Kelompok Kec. Wara Utara 
17 HJ. Asni Kelompok Kec. Wara Utara 
18 Gunawati Kelompok Kec. Wara Utara 
19 Yuhana Kelompok Kec. Wara Utara 
20 Nurani Kelompok Kec. Wara Utara 
21 Ratna Kelompok Kec. Wara Utara 
22 Busnawan Kelompok Kec. Wara Barat 
23 Naomi Kelompok Kec. Wara Barat 
24 Pausiah Kelompok Kec. Wara Barat 
25 Ratnawati 
Kendek 
Kelompok Kec. Wara Barat 
26 Ratnawati Kelompok Kec. Wara Barat 
27 Suriani Kelompok Kec. Wara Barat 
28 Icce Kelompok Kec. Wara Barat 
29 Hendra Kelompok Kec. Wara Barat 
Sumber : Perusahaan Daerah Kota Palopo (perusda) 
Selain itu, dengan adanya Program Khilan  di Kota Palopo dapat 
meningkatkan lapangan kerja, seperti yang disampaikan Ibu Suharni - , 
selaku Ketua Kelompok Khilan di kec. Wara bahwa: “ kalau karyawannya 
adalah kebetulan Ibu Rumah Tangga yang berada di sekitar rumah yang 
rata-rata pekerjaannya jadi pemulung. Mereka tidak punya pekerjaan 
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tetap, kemudian Ibu suharni mengajak bergabung di usahanya.” 
(wawancara pada tanggal 8 Juni 2017) 
 
Dampak-dampak sosial dari adanya kontribusi Khilan di atas tidak 
terlepas dari upaya-upaya pemberdayaan yang telah dilakukan sebelumya 
oleh Pemerintah Daerah Kota Palopo. Secara teknis, pemberdayaan 
Khilan dapat dilakukan dengan melakukan penumbuhan iklim usaha dan 
penguatan potensi atau daya usaha.  
4.5.1. Peran  Pemerintah Daerah dalam Menumbuhkan Iklim Usaha 
Dalam menumbuhkan iklim usaha dapat dilakukan melalui 
dukungan pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, 
perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang dan dukungan 
kelembagaan.  
a. Pendanaan 
Pendanaan merupakan nadi penting dalam kemajuan sebuah 
usaha yang berada di sektor kecil menengah. Keterbatasan modal usaha 
yang membuat banyak pelaku usaha akhirnya memutuskan untuk mundur 
atau menutup usahanya. Dengan adanya keputusan untuk mengadakan 
investasi suatu jasa atau barang maka diperlukan dana yang dapat 
membelanjai investasi tersebut. Pendanaan di dalam Kamus Besar 
Bahasa Indonesia adalah menyediakan dana untuk pembayaran bunga 
atau pokok utang.  Pendanaan juga dapat disebut sebagai Investasi 
dalam dana publik.  
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Pemerintah Kota Palopo menggunakan dana APBD untuk 
memberangkatkan para peserta khilan dalam dua gelombang yang 
dimana dalam satu gelombang terdiri dari 100 Orang dan dalam satu 
kelompok terdiri dari 10 orang, masing masing peserta mendapatkan 
3.800.000 / orang selama 10 hari, dengan jumlah peserta khilan sebanyak 
200 orang dalam dua gelombang maka jumlah dana yang di keluarkan 
oleh pemerintah kota palopo dalam dua gelombang sebanyak  
760.000.000. 
Biaya Perorangan Sesuai Dengan Harga Patokan Standar (HPS) 
Malindo. 
1. Bahan Praktikum     Rp. 700.000,- 
2. Modul       Rp. 100.000,- 
3. Baju Latihan      Rp. 210.000,- 
4. Tas Pelatihan      Rp. 70.000,- 
5. Komsumsi Rp. 35.000 x 2 kali x 10 hari  Rp. 700.000,- 
6. Snack Rp. 8.000 x 2 kali x 10 hari   Rp. 160.000,- 
7. Kesehatan      Rp. 50.000,- 
8. Instruktur 4 Orang = 4 x Rp. 1.100.000 x 10 hari 
: 100 orang      Rp. 440.000,- 
9. Transportasi Instruktur 4 orang x Rp. 1.000.000 : 
100 orang      Rp. 40.000,- 
10. Asisten Instruktur 10 orang x Rp. 150.000 x 10 
10 hari : 100 orang     Rp. 150.000,- 
11. Panitia 10 Orang = 10 orang x Rp. 100.000 x 10 
hari : 100 orang      Rp. 100.000,- 
12. Transportasi Lokal     Rp. 50.000,- 
13. Tambahan Alat dan Pemeliharaan   Rp. 100.000,- 
14. Listrik       Rp. 30.000,- 
15. Publikasi       Rp. 40.000,- 
16. Jasa Lembaga      Rp. 200.000,- 
17. Home Stay Rp. 35,000/malam    Rp. 350.000, 
18. Uang Saku      Rp. 270.000,- 
19. Trasnportasi Palopo     Rp. 40.000,- 
Jumlah Biaya Perorangan   Rp. 3.800.000,- 




Namun pemberian dana hanya pada proses pelatihan setelah itu 
tidak ada bantuan dana melainkan bantuan peralatan. Hal ini sesuai yang 
diungkapkan oleh Kepala Bidang Pengembngan Teknologi Industri Kecil 
dan Menengah  Ibu Selvia Iriani A. Ahmad, SP : 
“Bantuan dana hanya pada saat memberangkatkan peserta khilan 
untuk dilatih dalam pembuatan tortilla akan tetapi bantuan 
peralatan masih ada hanya saja bantuan dana tidak ada lagi”. 
(wawancara pada tanggal 23 Mei 2017) 
 
Secara nasional, dukungan pemerintah terhadap sektor UMKM 
tercermin dalam alokasi APBN 2015 melalui alokasi dana bergulir 
tersebut. Nota Keuangan APBN 2015, menyebutkan  dana bergulir telah 
direalisasikan sebesar Rp.4.567,7 miliar kepada 570.350 KUMKM, serta 
menyerap kurang lebih 1.140.700 tenaga kerja. Dengan adanya upaya 
yang dilakukan Pemerintah Pusat seperti ini, diharapkan Pemerintah 
Daerah lebih fokus terhadap pemeliharaan dan pengawasan terhadap 
setiap Dana Bergulir yang telah disalurkan di daerah. 
Selain  Dana Bergulir, salah satu poin paket kebijakan ekonomi 
untuk mendorong perekonomian nasional yang ditujukan bagi 
pemberdayaan sektor UMKM yakni Pemerintah memberikan fasilitas 
subsidi bunga dalam pembiayaan ekspor melalui program Kredit Usaha 
Rakyat (KUR). Fasilitas tersebut memungkinkan UMKM memperoleh 
kredit berbunga rendah dari 22-23% menjadi 12%. 
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Metode tersebut telah dilakukan oleh pemerintah daerah kota 
palopo, dengan melibatkan pihak ketiga dalam pemberian bantuan 
pinjaman dana KUR dalam hal ini Bank-Bank yang telah dipercayakan 
oleh Pemda Kota Palopo.  Hal ini terungkap pada Hasil Wawancara 
dengan Kepala Bidang Koperasi UMKM, bapak Assar, SE, M.Si : 
“Pemerintah Daerah telah mengarahkan pelaku usaha jika ingin bermitra 
atau melakukan pinjaman ke Bank,  dengan segala urusan administrasi di 
bantu oleh dinas koperasi UMKM.” (Wawancara pada tanggal 31 Mei 
2017). 
Dengan adanya kebijakan ini, masyarakat lebih mudah untuk 
mendapatkan pinjaman modal usaha. Masyarakat tidak perlu lagi 
mengharapkan bantuan modal dari Pemerintah sebab adanya Dana KUR 
di Bank. Pemerintah hanya memfasilitasi pelaku usaha untuk ke Bank 
tujuan dengan mempermudah izin usaha untuk digunakan pelaku sebagai 
agunan pinjaman ke Bank. Sebab salah satu syarat untuk memperoleh 
pinjaman Dana KUR di Bank adalah menjaminkan agunan seperti 
sertifikat tanah dan bangunan. 
b. Sarana dan Prasarana 
Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat 
dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah 
segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya 





Pemerintah Kota Palopo mendirikan perusahaan daerah sebagai 
tindak lanjut dari program khilan. 
Perusahaan Daerah (Perusda) Kota Palopo ini didirikan 
berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 9 Tahun 2014 
Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kota Palopo. Perusda ini didirikan 
berangkat dari keinginan Wali Kota Palopo, Drs H Muhammad Judas 
Amir, MH, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Palopo 
Khususnya bagi para pelaku khilan dan meningkatkan daya saing dengan 
memberikan kemasan yang modern yang mampu bersaing dengan 
produk lain. 
Anggaran yang dikelola perusda untuk KHILAN bersumber dari 
dana yang disediakan pemerintah melalui bank BPD sebesar 3,5 milyar 
sebagai modal awal. Hasil penjualan yang diperoleh tidak menentu 
terkadang banyak namun terkadang juga kurang, namun jika diperkirakan 
maka pendapatan penjualan sekitar 1,2 M kemudian dipakai kembali 
untuk operasional.  
Pemberdayaan ke masyarakat tetap jalan walaupun sempat tidak 
jalan disebabkan bahan baku yang diterima perusda dari beberapa 
kelompok KHILAN tidak sesuai dengan standar sehingga berdampak 
kepada kualitas produk dan bisa mempengeruhi omset di perusda. 
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Tiap kelompok KHILAN hanya mensuplai bahan baku produk ke 
perusda kemudian perusdalah yang mengolah bahan baku tersebut. 
Perusda membeli bahan baku tersebut dari KHILAN. Harga ditentukan 
melalui rapat dan setelah sepakat maka ditetapkan harganya berjumlah 
37500/kg jadi tidak serta merta kelompok KHILAN yang menentukan 
harga tersebut karena perusda memiliki hitungan terkait dengan harga 
pokok produksi yang juga disandingkan nantinya dengan penjualan 
kompetitor (apa bisa bersaing dengan snack yang lain). Karena terbukti 
selama dua bulan perjalanan perusda menjual tidak mampu bersaing 
dengan harga kompetitor, khususnya diharga eceran 1000 dan 500 
rupiah. Berdasarkan fakta dilapangan kompetitor menjual dengan harga 
500 sementara perusda tidak mampu menjual 500 per bungkus 
disebabkan oleh harga pokok produksinya yang mengharuskan untuk 
dijual dengan harga 1000 rupiah (baru mendapat untung) karena perusda 
mengalami kerugian jika dijual seharga 500 rupiah dan itulah yang 
terkadang menjadi salah satu hambatan. 
Perusda menerima bahan baku sekitar 400kg per hari dari 











memberikan bantuan tidak hanya dalam bentuk pendanaan, tetapi 
bantuan lain berupa peralatan-peralatan yang berkaitan dengan usaha 
pelaku Khilan. Misalnya Mendirikan Perusahaan Daerah, mesin pengolah, 
bahan kemasan. 
2. desain dan Teknologi 
Pengembangan dalam bidang desain dan teknologi dilakukan 
dengan cara meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi 
serta pengendalian mutu, meningkatkan kerjasama dan alih teknologi, 
meningkatkan kemampuan Usaha Kecil dan Menengah di bidang 
penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru, memberikan 
insentif kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mengembangkan 
teknologi dan melestarikan lingkungan hidup dan mendorong Usaha 




Di Kota Palopo, Pemerintah Daerah membantu untuk memfasilitasi 
pelaku Khilan mendapatkan hak paten dan desain produk. Namun, hal 
tersebut harus sesuai dengan persyaratan prosedur pada pemerintah. 
Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Pengembangan Teknologi 
Industri Kecil dan Menengah  Ibu Selvia Iriani A. Ahmad, SP  : 
“Pemda dalam hal ini dinas perindustrian dan perusda memfasilitasi 
dengan memberikan desain yang lebih modern yang memilik hak 
paten yang mampu bersaing dengan produk lainnya.” (Wawancara 
pada tanggal 23 Mei 2017). 
 





c. Informasi usaha 
Informasi adalah Sekumpulan data/fakta yang diorganisasi atau 
diolah dengan cara tertentu sehingga mempunyai arti bagi penerima. Data 
yang telah diolah menjadi sesuatu yang berguna bagi penerima 
maksudnya yaitu dapat memberikan keterangan atau pengetahuan. 
Pentingnya informasi dalam peluang usaha dapat memberi informasi 
peluang usaha melalui berbagai media, mempercepat pengambilan 
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keputusan dalam menentukan peluang usaha, menggali peluang usaha, 
menyusun konsep usaha dan menciptakan nilai tambah yang 
menguntungkan. 
Terkait dengan informasi usaha, Manajer Produksi, Bapak Mabrur Tahing, 
ST menjelaskan : 
“Informasi usaha merupakan salah satu program perusda dalam 
pemberdayaan para pelaku khilan. Dalam hal ini, perusda member 
informasi-informasi yang berkaitan dalam pengembangan dan 
pemasaran contohnya pada saat ada pameran, dan juga 
membangun kerja sama dengan beberapa pasar modern contoh 
alamidi, indomaret, alfamar dan swolayan”. (wawancara pada 
tanggal 30 Mei 2017). 
 
Dari penjelasan tersebut diatas terlihat bahwa peran pemerintah 
lebih ditekankan pada penyebarluasan informasi pasar kepada pelaku 
Khilan. Pelaku Khilan diinformasikan jika ada kegiatan pameran yang 
memungkinkan menjadi sarana promosi dan penjualan produk Khilan. 
namun masih banyak peserta khilan yang hanya memproduksi bahan 
stengah jadi yang kemudian di jual ke perusda sehingga produk yang di 
hasilkan di mampu bersaing pasaran.  
d. Kemitraan 
Kemitraan merupakan suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua 
pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan 
bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. 
Kemitraan merupakan suatu rangkaian proses yang dimulai dengan 
mengenal calon mitranya, mengetahui posisi keunggulan dan kelemahan 
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usahanya, memulai membangun strategi, melaksanakan, memonitor, dan 
mengevaluasi sampai target tercapai. 
Kerjasama antara perusahaan di Indonesia, dalam hal ini antara 
UMKM dan Usaha Besar, dikenal dengan istilah kemitraan (Peraturan 
Pemerintah No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan). Kemitraan tersebut 
harus disertai pembinaan Usaha Besar terhadap UMKM yang 
memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling 
menguntungkan. Pola kemitraan antara UMKM dan Usaha Besar di 
Indonesia yang telah dibakukan, menurut UU No. 9 Tahun 1995 tentang 
Usaha Kecil dan PP No. 44 Tahun 1997 tentang kemitraan terdiri atas 5 
(lima) pola, yaitu : (1). Inti Plasma, (2).Subkontrak, (3).Dagang Umum, 
(4).Keagenan, dan (5).Waralaba. 
Menurut Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM 
pada pasal 11, kemitraan ditujukan untuk: 
a. mewujudkan kemitraan antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 
b. mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan 
Usaha Besar; 
c. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan 
dalam pelaksanaan transaksi usaha antar-Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah; 
d. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan 
dalam pelaksanaan transaksi usaha antara Usaha Mikro, Kecil, 
Menengah, dan Usaha Besar; 
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e. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 
f. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya 
persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan 
g. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha 
oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 
Berdasarkan hal tersebut, maka peranan Pemerintah daerah sangat 
penting dalam proses memitrakan pelaku Khilan. Hasil Wawancara 
dengan Kepala Bidang Koperasi UMKM, bapak Assar, SE, M.Si, bahwa :  
“Peranan pemerintah daerah dalam hal ini dinas koperasi UMKM 
memudahkan segala urusan yang berkaitan dengan administrasi “ 
(Wawancara pada tanggal 31 Mei 2017). 
 
Adapun dari teknis pola kemitraanya Hasil wawancara dengan 
Kepala Kepala Bidang Koperasi UMKM, bapak Assar, SE, M.Si 
mengungkapkan : 
“Pemerintah daerah dalam mengkordinasi kemitraan seperti 
misalnya pada saat ada pameran, Dinas Koperasi UMKM 
mencarikan mitra untuk para pelaku khilan, kalau ada yang berminat 
kita yang memfasilitasi mereka. Contoh pengurusan Administrasi 
antara pelaku khilan terhadap lembaga menjalin kemitraan dengan 
pelaku khilan. ada mitra yang mau mengambil/membeli produksinya, 
kita memfasilitasinya dengan mempertemukan mereka, Biasa ada 
juga yang langsung mencari mitra sendiri tidak melalui Dinas 
Koperasi UMKM.” (Wawancara pada tanggal 31 Mei 2017). 
Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Palopo masih 
terbilang pasif.  Aspek dukungan dalam mewujudkan kemitraan antar jenis 
usaha belum dilaksanakan secara jelas oleh Pemerintah Daerah. 
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Kemitraan yang terjadi biasanya hanya bersifat insidental. Misalnya saat 
ada pameran dimana ada pelaku usaha lain yang ingin bermitra dengan 
pelaku usaha yang menjadi peserta pameran. 
e. Perizinan usaha 
Izin (verguning) adalah suatu persetujuan dari penguasa 
berdasarkan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah  untuk dalam 
keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan 
peraturan perundang-undangan. Jadi izin itu pada prinsipnya adalah 
sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan 
(Adrian Sutedi, 2010). 
Jadi perizinan adalah suatu bentuk pelaksaanaan fungsi 
pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah 
terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan ini 
dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota 
dan izin untuk melakukan suatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau 
diperoleh oleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum 
yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan. 
Jika dikaitkan dengan perekonomian, maka izin usaha merupakan 
suatu bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak berwenang atas 
penyelenggaraan suatu kegiatan usaha oleh seorang pengusaha atau 
suatu perusahaan. Bagi pemerintah, pengertian usaha dagang adalah 
suatu alat atau sarana untuk membina, mengarahkan, mengawasi, dan 
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menerbitkan izin-izin usaha perdagangan. Agar kegiatan usaha lancar, 
maka setiap pengusaha wajib untuk mengurus dan memiliki izin usaha 
dari instansi pemerintah yang sesuai dengan bidangnya. 
Berdasarkan indikator-indikator tersebut diatas, dapat dilihat pada 
realitas yang terjadi di Kota Palopo. Pemerintah memberikan kemudahan 
kepada pelaku usaha Khilan dalam urusan perizinan. Hal ini sesuai 
dengan yang diungkapkan Kepala Bidang Pengembngan Teknologi 
Industri Kecil dan Menengah  Ibu Selvia Iriani A. Ahmad, SP bahwa : 
“Dalam proses perizinan bagi para pelaku khilan  pemerintah sendiri 
memberikan kemudahan dan secara gratis, dalam hal ini dinas 
perindustrian sendiri mengeluarkan surat rekomendasi usaha bagi 
pelaku khilan yang kemudian di tindak lanjuti oleh Dinas Penanaman 
Modal Pelayanan Terpadu satu Pintu untuk dikeluarkannya surat izin 
usaha industri (SIUI).” (wawancara pada tanggal 23 Mei Mei 2017) 
Sejalan dengan pendapat diatas, Hasil wawancara dengan Ibu 
Ratnawati kendek selaku ketua kelompok Kec.Wara Barat, bahwa dalam 
pengalamannya mengurus surat izin usaha sangat mudah dan 
pembiayaannya gratis. 
“Perizinan usaha lancar, prosesnya kalau mau bikin surat izin usaha 
itu dimudahkan dan biayanya pun gratis tidak di bayar.” (Wawancara 
pada tanggal 9 Juni 2017). 
Berikut Gambar Bagan Alur Penerbitan Alur Penerbitan Standar 
Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Surat Izin Tempat Usaha (SITU), 
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), 
Surat Izin Usaha Industri (SIUI), dan Tanda Daftar Industri (TDI) yang 
telah dilakukakan dan dilaksanakan Pemerintah Kota Palopo. 
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Gambar 6. Alur Penerbitan Standar Operasional Prosedur (SOP) 
Penerbitan Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Izin Usaha 
Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin 








         
 
 
Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Berdasarkan upaya-upaya tersebut diatas yang telah dilakukan, 
dapat dikatakan bahwa peran Pemerintah Daerah Kota Palopo dalam 
mendukung aspek perizinan usaha sangat jelas terlihat melalui 
kemudahan perizinan serta biaya yang tidak dibayar. Penumbuhan iklim 
usaha yang dilakukan oleh Pemerintah ini menjadi salah satu indikator 
yang dapat memicu masyarakat untuk mau berwirausaha serta terkhusus 
untuk pelaku usaha lain agar mempertahankan dan mengembangkan 
usaha yang telah dijalankan. 



















Membayar Retribusi Loket BANK/KASDA 
Loket BANK/KASDA Surat Izin 
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f. Kesempatan berusaha 
Aspek kesempatan berusaha sebagaimana yang dimaksud dalam 
Pasal 13 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 ditujukan untuk: 
1. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian 
lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi 
pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang wajar 
bagi pedagangkaki lima, serta lokasi lainnya; 
2. menetapkan alokasi waktu berusaha untuk Usaha Mikro dan 
Kecil di subsektor perdagangan retail; 
3. mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki 
kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai 
warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun; 
4. menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah serta bidang usaha yang terbuka 
untuk Usaha Besar dengan syarat harus bekerja sama dengan 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 
5. melindungi usaha tertentu yang strategis untuk Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah; 
6. mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh 
Usaha Mikro dan Kecil melalui pengadaansecara langsung; 
7. memprioritaskan pengadaan barang atau jasa dan 
pemborongan kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah;dan 
8. memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan. 
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Berdasarkan pelaksanaan indikator di atas, secara keseluruhan 
Pemerintah Kota Palopo terus berusaha mengoptimalkan keseluruhan 
proses terkhusus dalam mendukung kesempatan berusaha. Namun, 
masih terdapat beberapa indikator yang belum terlaksana.  
Sejalan dengan pendapat diatas, Kepala Bidang Koperasi UMKM,  
bapak Assar, SE, M.Si mengatakan bahwa, 
“Dinas koperasi telah memberikan kesempatan usaha bagi yang 
mau membuka usaha dengan memberikan bantuan-bantuan serta 
dimudahkan dalam hal kepengurusan administrasi namun masih 
banyak masyarakat yang tidak mau berusaha “(wawancara pada 
tanggal 31 Mei 2017) 
 
g. Promosi dagang 
Promosi pada hakekatnya adalah suatu komunikasi pemasaran, 
artinya aktifitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, 
mempengaruhi/membujuk, dan atau mengingatkan pasar sasaran atas 
perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli dan loyal 
pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan (Tjiptono, 
2001). Tujuan promosi ada empat hal, yaitu memperkenalkan, membujuk, 
modifikasi dan membentuk tingkah laku serta mengingatkan kembali 
tentang produk dan perusahaan yang bersangkutan (Sistaningrum, 2002). 
Berdasarkan Undang Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM pada 
pasal 14, promosi dagang ditujukan untuk : 
a. meningkatkan promosi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
di dalam dan di luar negeri; 
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b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah di dalam dan di luar negeri; 
c. memberikan insentif dan tata cara pemberian insentif untuk Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah yang mampu menyediakan pendanaan 
secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan di luar 
negeri; dan 
d. memfasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual atas produk 
dan desain Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam kegiatan 
usaha dalam negeri dan ekspor. 
Pemerintah Daerah khususnya Dinas Koperasi melakukan 
pendukungan dibidang promosi dagang secara umum. Untuk 
meningkatkan daya saing dan mengenalkan produk-produk Khilan yang 
ada dikota palopo, agar semakin diminati. Hal ini sesuai yang 
diungkapkan Kepala Bidang Koperasi dan UMKM, bapak Assar, SE, M.Si 
bahwa : 
“Pemerintah khususnya dinas koperasi UMKM sudah menyediakan 
galeri yang dimana hasil dari produk UMKM maupun KHILAN di 







Pada pameran tersebut, produk-produk Khilan yang diikutkan seperti 
snak zaro, tortila rumput laut, tortila jagung, tortilla labu, dan ubi kayu. 
Gambar 7. Produk yang di Pamerkan di Galeri Dinas Koperasi UMKM 
 
h. Dukungan kelembagaan 
Aspek dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 15 ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi 
inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan 
mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga 
pendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 
Dalam mendukung kelembagaan, Pemerintah Daerah khususnya 
Dinas Koperasi hanya memfasilitasi pelaku Khilan ke Bank tujuan untuk 




4.5.2 Peran Pemerintah Daerah dalam Penguatan Potensi atau Daya 
Usaha 
Telah dikemukakan pada bab sebelumnya, bahwa peranan Khilan 
sangat membantu perekonomian suatu daerah. Kehadiran Khilan bukan 
saja dalam rangka peningkatan pendapatan tapi juga dalam rangka 
pemerataan pendapatan. Hal ini bisa dimengerti karena sektor Khilan 
melibatkan banyak orang dengan beragam usaha. Olehnya itu, peranan 
Pemerintah khususnya pemerintah daerah sangat dibutuhkan. Khususnya 
dalam penguatan potensi dan daya usaha.  
a. Produksi dan Pengolahan 
Kegiatan produksi menurut Sadono Sukirno adalah kegiatan yang 
dilakukan manusia dalam menghasilkan suatu produk, baik barang 
maupun jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Sedangkan 
Pengolahan menurut Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan 
Pengembangan Bahasa adalah sebuah proses mengusahakan atau 
mengerjakan sesuatu (barang dan sebagainya) supaya menjadi lebih 
sempurna. Tuntutan untuk mengikuti standar, desain, dan kualitas produk 
agar sesuai ketentuan, menuntut perubahan dalam kegiatan produksi 
UMKM. 
Dalam konteks Pengembangan UMKM dalam bidang produksi dan 
pengolahan menurut Undang Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang 
UMKM dilakukan dengan cara: 
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a) meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan 
manajemen bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 
b) memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, 
produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan 
kemasan bagi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 
c) mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan 
pengolahan; dan 
d) meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan 
bagi Usaha Menengah. 
Pengembangan produksi dan pengolahan pada UMKM dilakukan 
oleh Pemerintah Daerah Kota Palopo berdasarkan indikator yang 
dijelaskan pada peraturan tersebut diatas. Namun, hal tersebut belum 
dilakukan sepenuhnya. Indikator yang telah dilaksanakan seperti 
meningkatkan kemampuan manajemen usaha melalui pelatihan-pelatihan, 
memberikan bantuan peralatan, kemasan dan mendorong penerapan 
standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan melalui pengusulan 
sertifikat halal bagi para pelaku Khilan. 
Pemerintah Daerah Kota Palopo khususnya Dinas Koperasi UMKM 
meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan 
manajemen bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, melalui pelatihan 
manajemen pengelolaan usaha. Hal ini sesuai dengan hasil Wawancara 
Kepala Bidang Koperasi UMKM, bapak Assar, SE, M.Si yang mengatakan 
bahwa: “Di bidang Koperasi UMKM dan industri hanya melaksanakan 
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pelatihan-pelatihan dalam melatih manajemen meliputi administrasi 
pengelolaan usaha dengan kelembagaan usaha.” (Wawancara pada 
tanggal 31 Mei 2017) 
Meningkatkan proses produksi Usaha Industri diikutkan dengan 
mempermudah pengadaan sarana dan prasarana. Hal ini dilakukan 
Pemerintah Daerah Kota Palopo dengan memberikan bantuan Hibah 
Barang/ peralatan. Namun data mengenai siapa saja yang menerima 
bantuan tidak ada lagi. 
Pemberian bantuan peralatan ini diberikan melalui kelompok. 
Pemerintah daerah tidak memberikan bantuan pada usaha perorangan. 
Seperti yang diungkapkan Kepala Bidang Pengembngan Teknologi 
Industri Kecil dan Menengah  Ibu Selvia Iriani A. Ahmad, SP, bahwa, 
“kita beri bantuan peralatan, Itu sudah banyak terlaksana. Tapi itu 
bukan diberi secara perorangan tapi melalui kelompok. Namun harus 
membuat permohonan. Kelompok itu, maksudnya terdiri dari 
beberapa orang di dalamnya, dan mempunyai badan pengurus.” 
(Wawancara pada tanggal 23 Mei 2017) 
 
Bantuan Hibah Kemasan dan Label Produk pada Kegiatan 
Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri Kecil dan Menengah 
Kabupaten Kota Palopo.  
Usaha Pemerintah Daerah Kota Palopo dalam mendorong 
penerapan standarisasi pada proses produksi dan pengolahan dilakukan 
dengan mengusulkan para pelaku usaha Industri Kecil dan Menengah 
(IKM) untuk mendapatkan sertifikat halal oleh Pemerintah Daerah. Hal ini 
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sesuai dengan hasil wawancara ibu suharni selaku ketua kelompok di kec. 
Wara bahwa : 
“kalau untuk standarisasi kami memberi bantuan sertifikat halal 
untuk produk Khilan ada dua produk yang sudah di beri sertifikat 
halal yaitu tortilla jagung dan rumput laut semuanya di berikan 
secara cuma-cuma gratis.” (Wawancara pada tanggal 8 Juni 2017). 
 
b. Pemasaran 
Pemasaran menurut Kotler merupakan salah satu bentuk dari 
proses sosial dan bagian dari me-management diri ataupun kelompok 
untuk mendapatkan kebutuhannya dengan menciptakan sebuah peluang, 
pertukaran, maupun penawaran terhadap sekelompok orang yang juga 
turut memiliki kebutuhan dan keinginan dari permintaan tersebut. 
Dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, 
Pengembangan dalam bidang pemasaran, dilakukan dengan cara: 
a) melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran; 
b) menyebarluaskan informasi pasar; 
c) meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran; 
d) menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji 
coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang dan 
promosi Usaha Mikro danKecil; 
e) memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran,dan 
distribusi; dan menyediakan tenaga konsultan profesional dalam 
bidang pemasaran. 
Penguatan usaha pada bidang pemasaran dilakukan oleh 
Pemerintah Daerah Kota Palopo dengan mengadakan fasilitas sarana 
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prasarana. Pemerintah Daerah Kota Palopo mendirikan perusahaan 
daerah sebagai usaha untuk mempromosikan produk-produk hasil dari 
khilan. Hasil Wawancara dengan Manajer Produksi, Bapak Mabrur 
Tahing, ST bahwa : 
“Perusahaan daerah ini di buat agar produk khilan  mampu bersaing 
dengan produk lainnya dan proses pemasarannya lebih mudah 
karena sudah mampu bekerja sama dengan beberapa mini market 
contohnya : indomaret alfamidi dan alfamart.” (Wawancara pada 
tanggal 30 Mei 2017). 
 
Namun keuntungan dari di dibuatnya perusahaan daerah (perusda) 
lebih banyak di rasakan pemerintah dibandingan dengan pelaku khilan itu 
sendiri Hal ini hal ini sesuai wawancara dengan ketua kelompok khilan Ibu 
Ratnawati Kendek di kec, wara barat bahwa :  
“Pelaku khilan hanya menjual bahan stengah jadi kepada perusda 
itupun sesuai pesanan perusda jika stok bahan perusda masih 
banyak maka secara otomatis pelaku khilan juga berhenti 
memproduksi karena kami para pelaku khilan hanya menjual bahan 
stengah jadi kepada perusda saja.” 
 
c. Sumber Daya Manusia 
Upaya membangun UMKM tidak terlepas dari masalah Sumber 
Daya Manusia (SDM). Peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaku 
usaha menjadi tonggak utama dalam memajukan UMKM.  Menurut Sonny 
Sumarsono bahwa Sumber Daya Manusia atau human recources 
mengandung dua pengertian. Pertama adalah usaha kerja atau jasa yang 
dapat diberikan dalam proses produksi. Dalam hal lain, sumber daya 
manusia mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang 
dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. Pengertian 
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kedua, sumber daya manusia menyangkut manusia yang mampu bekerja 
untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Mampu bekerja berarti 
mampu melakukan kegiatan yang mempunyai kegiatan ekonomis, yaitu 
bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat. 
Berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 pasal 19 
bahwa Pengembangan dalam bidang sumber daya manusia dilakukan 
dengan cara: 
B. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan; 
C. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan 
D. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan 
pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, 
motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru. 
Kebijakan dalam penguatan UMKM melalui pengembangan sumber 
daya manusia juga dilakukan atas kerjasama Pemerintah Provinsi dan 
Kabupaten.  
 
Pengembangan SDM oleh Pemerintah Daerah Kota Palopo 
dilakukan melalui pelatihan-pelatihan untuk pelaku Khilan. Para pelaku 
usaha baik ketua kelompok dan anggota usaha diikutkan pelatihan yang 
biasa di adakan baik di tingkat Kabupaten maupun di tingkat Provinsi. 
Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Koperasi UMKM, bapak Assar, 
SE, M.Si : 
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“Pemda dalam mendukung SDM dengan memberi pelatihan/diklat, 
yang biasa di ikutkan di Provinsi. Dengan merekrut kembali para 
pelaku wirausaha kemudian di bentuk keompok yang nantinya 
masing-masing kelompok di bina dan di latih.”(Wawancara pada 
tanggal  31 Mei 2017). 
Dalam meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial, 
Pemerintah Daerah Kota Palopo mempunyai Kantor Latihan Kerja yang 
khusus melatih masyarakat secara teknis untuk menjadi wirausahawan. 
Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Pengembngan Teknologi 
Industri Kecil dan Menengah  Ibu Selvia Iriani A. Ahmad, SP., mengatakan 
bahwa: “ Khusus untuk melatih masarakat untuk menjadi wiraushawan 
dinas perindustrian sendiri mempunyai kantor pelatiahan serta mempunyai 
tenaga pengajar yang sudah terlatih.” (Wawancara pada tanggal 23 Mei 
2017). 
Dengan banyaknya program-program pelatihan dan pembinaan 
untuk para pelaku usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, sangat 
membantu pelaku usaha dalam menguatkan usahanya. Sebab hal ini 
didukung dengan pekerja yang telah dilatih dalam program pembinaan. 
Namun, pelaku usaha yang diikutkan hanya dilatih dan dibina tampa 
adanya bantuan dana sehingga banyak pelaku khilan berhenti di tengah 






4.6. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemberdayaan Khilan Di 
Kota Palopo 
Pemberdayaan Pelaku Khilan di Kota Palopo merupakan suatu 
kegiatan yang dilakukan secara berencana, menyeluruh dan melibatkan 
berbagai aspek yang harus dilakukan secara terpadu dan terencana 
dengan baik. Dalam kegiatan pemberdayaan tersebut dipengaruhi oleh 
berbagai faktor baik yang sifatnya mendukung maupun menghambat 
proses. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan pelaku 
Khilan di Kota Palopo sebagai berikut. 
4.6.1. Faktor Penghambat Pemberdayaan Khilan di Kota Palopo  
1) Kurangnya Inovasi Dalam Pemasaran 
Pemasaran merupakan salah satu faktor pendukung dalam 
penjualan hasil produk namun realitasnya di Kota Palopo pemasaran 
produk Khilan masih sangat kurang. Penjualan hasil produk khilan masih 
berada pada kisaran Kota Palopo dalam hal ini tidak ada inovasi atau 
kreativitas dalam pemasaran baik dari pemerintah maupun pelaku Khilan 
untuk memasarkan hasil produknya. Sehingga banyak pelaku Khilan tidak 
mampu mengembangkan usahanya di karenakan hasil produk tidak 
mampu bersaing dengan produk lainnya.  
Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Ibu suharni selaku ketua 




“Hasil produk khilan di jual kepada penjual-penjual yang berada di 
dekat dekat rumah saja, Itupun tidak semua terjual habis karena 
produk kami tidak mampu bersaing dengan produk lain.” 
(wawancara pada tanggal 09 juni 2017) 
Peran pemerintah yang membidangi Khilan di Kota Palopo tidak 
sepenuhnya melaksanakan tugas pemberdayaan. Hal ini terlihat dengan 
banyaknya pelaku khilan yang berhenti berusaha karena tidak tahu harus 
bagaimana memasarkan hasil produknya. 
2) Keterbatasan  Anggaran Yang Hanya Sekian Persen 
Anggaran merupakan roda yang dapat menggerakkan usaha. 
Kebanyakan pelaku Khilan di Kota Palopo berhenti berusaha sebab 
kekurangan dukungan penganggaran. Sementara pemerintah hanya 
menganggarkan sekian persen dari APBD. Pemerintah Daerah 
memberikan bantuan dana namun tidak diberikan secara keseluruhan 
kepada pelaku Khilan. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Kelompok Khilan 
Ibu Indasah: 
“ Kebanyakan pelaku khilan berhenti di karenakan kurangnya dana 
atau modal usaha, dan tidak adanya bantuan dana dari pemerintah 
sehingga membuat usaha khilan terhenti”. (wawancara pada tanggal 
12 Juni 2017 ) 
 
4.6.2. Faktor Pendukung Pemberdayaan Khilan di Kota Palopo 
1) Sumber Daya Manusia 
Sumber Daya Manusia juga termasuk salah satu faktor pendukung 
pemberdayaan Khilan. Hal ini dikarenakan Sumber Daya Manusia yang 
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menjalankan usaha mempunyai kemampuan dan keterampilan mumpuni 
dapat meningkatkan produksi Khilan, selain itu animo masyarakat dalam 
berusaha di kota palopo sangat tinggi terlihat dengan banyaknya 
masyarakat yang terdaftar sebagai peserta khilan yakni 200 kelompok. 
Salah satu usaha yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk 
mendukung pengembangan usaha kecil menengah dibidang sumber daya 
manusia adalah melalui kegiatan pelatihan. Seperti yang diungkapkan: 
Kepala Bidang Pengembangan Teknologi Industri Kecil dan Menengah  
Ibu Selvia Iriani A. Ahmad, SP  “Masyarakat diberikan pelatihan 
keterampilan kewirausahaan dengan cara di berangkatkan ke LPTTG-
Melindo disana mereka dibina dan di latih bagaimana caranya membuat 
tortilla” (Wawancara pada tanggal 23 Mei 2017). 
Kemudian hal ini diperkuat oleh pendapat yang diutarakan oleh Ibu 
Sulfika Bandia Ketua Kelompok Khilan Kec.wara selatan,  
“awalnya kami dilatih dan dibina di LPTTG-Melindo, setelah itu kita 
disuruh bentuk kelompok, setelah berkelompok kita berusaha 
memproduksi tortilla dengan berbagai rasa. .” (Wawancara pada 
tanggal 12 Juni 2017). 
Pelatihan merupakan cara untuk memperbaiki kemampuan kerja 
individu dalam kaitannya dengan aktivitas ekonomi. 
2) Kekayaan Sumber Daya Alam 
Sumber daya alam adalah kekayaan yang tersedia di alam dan 
dapat dimanfaatkan oleh manusia dalam usaha untuk memenuhi 
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kebutuhan hidupnya. Seperti pemanfaatan potensi perkebunan, pertanian, 
perikanan dan peternakan di Kota Palopo yang melimpah. Kebanyakan 
masyarakat mengolahnya menjadi bahan makanan siap konsumsi.  
Contoh pemanfaatan Sumber Daya Alam seperti Kripik Rumput 
Laut yang diolah oleh pelaku khilan yang merupakan binaan dari LPTTG-
Melindo. Berbagai potensi-potensi Sumber Daya Alam tersebut tak hanya 
menjadi pendukung bagi proses pemberdayaan Khilan namun telah 
menjadi pondasi yang kuat dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat di 
Kota Palopo.  
Hal ini sesuai diungkapkan  Kepala Bidang Pengembangan Tekologi 
Industri Kecil dan Menengah  Ibu Selvia Iriani A. Ahmad, SP bahwa :   
“Kota Palopo merupakan kota dengan sumber daya yang melimpah 
kalau masalah bahan baku pelaku khilan sendiri tidak pernah 
kekurangan karena stok bahan baku mudah di dapatkan misalnya 















Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya yang menyajikan hasil 
penelitian dan pembahasan mengenai peran pemerintah daerah dalam 
penanggulangan kemiskinan melalui program khilan. Pada bab ini 
diuraikan kesimpulan hasil penelitian dan saran untuk hasil penelitian 
yang dianggap sebagai masukan bagi semua kalangan sehingga 
bermanfaat pada penulisan selanjutnya. 
5.1. Kesimpulan 
1.  Peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat miskin 
melalui program Khilan dapat dikategorisasi secara umum 
menjadi dua peran yaitu penumbuhan iklim usaha dan 
penguatan potensi atau daya usaha. Penumbuhan iklim 
usaha meliputi pendanaan, bantuan sarana & prasarana 
kepada pelaku Khilan, penyebarluasan informasi usaha, 
kemudahan dalam perizinan usaha, serta bantuan promosi 
dagang. Penguatan Potensi atau Daya berupa 
pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan, 
pemasaran, sumber daya manusia serta desain dan 
teknologi. Semua upaya tersebut telah dilakukan oleh 




2. Faktor yang mempengaruhi pemberdayaan Khilan di Kota 
Palopo meliputi faktor penghambat dan pendukung. Faktor 
penghambat kurangnya inovasi dalam pemasaran dan 
terbatasnya anggaran yang hanya sekian persen, 
Sedangkan faktor pendukung suber daya masusia dan 
sumber daya alam.  
5.2. Saran  
1. Pemerintah Daerah perlu meningkatkan kegiatan 
pemberdayaan Khilan yang telah dilakukan. Salah satu 
usaha yang perlu ditingkatkan yaitu dalam memberikan 
penyadaran akan pentingnya berwirausaha kepada 
masyarakat, memberikan pelatihan secara kreatif dan 
inovatif dengan melihat teknologi yang semakin canggih dan 
memanfaatkan potensi kearifan lokal serta sarana dan 
prasarana pemasaran seperti internet perlu dimanfaatkan 
dengan baik. Selain itu, Pemerintah daerah perlu membuat 
regulasi khusus terkait pemberdayaan Khilan di Kota Palopo 
seperti Peraturan Daerah atau Peraturan Walikota sehingga 
usaha yang dilakukan dapat optimal. Tidak hanya 
berpedoman pada Undang Undang yang sifatnya secara 
nasional. sebab, pada dasarnya kondisi dan keadaan Khilan 
serta potensi yang dimiliki setiap daerah berbeda-beda.  
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2. Baik Pemerintah Daerah maupun masyarakat dan pelaku 
Khilan disarankan dapat bekerjasama dalam pemberdayaan 
Khilan di Kota Palopo dengan meminimalisir faktor 
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Lampiran 2 : Peraturan Perundang-Undangan 
1. Undang Undang 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil 
Dan Menengah 
 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
 




USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH 
 
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 
Menimbang :  
a. bahwa masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus 
diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan 
demokrasi ekonomi; 
b. bahwa sesuai dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik 
Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat 
yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk 
mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, 
berkembang, dan berkeadilan; 
c. bahwa pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu diselenggarakan secara 
menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan 
iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, 
perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga 
mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, 
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Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, 
pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan 
kerja, dan pengentasan kemiskinan; 
d. bahwa sehubungan dengan perkembangan lingkungan perekonomian 
yang semakin dinamis dan global, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
1995 tentang Usaha Kecil, yang hanya mengatur Usaha Kecil perlu 
diganti, agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia dapat 
memperoleh jaminan kepastian dan keadilan usaha; 
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 
a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang 
tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 
 
Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
 
Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
 
MEMUTUSKAN: 









Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 
1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau 
badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan 
merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang 
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dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak 
langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi 
kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
ini. 
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri 
sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha 
yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan 
yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun 
tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah 
kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur 
dalam Undang-Undang ini. 
4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh 
badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan 
tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha 
nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing 
yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. 
5. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, 
dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan 
berdomisili di Indonesia. 
6. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden 
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan 
Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
7. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan 
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 
daerah. 
8. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah 
Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk 
penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang 
menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. 
9. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan 
perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan 
ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh 
pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan 
berusaha yang seluas-luasnya. 
10. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, 
Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk 
memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui 
pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan 
perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan 




11. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah 
Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan 
lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan 
memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 
12. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro, Kecil, 
dan Menengah oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk 
memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka 
memperkuat permodalannya. 
13. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung 
maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, 
mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan 
pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar. 
14. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 
15. Menteri Teknis adalah menteri yang secara teknis bertanggung jawab 





ASAS DAN TUJUAN 
 
Pasal 2 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berasaskan: 
 
a. kekeluargaan;  
b. demokrasi ekonomi;  
c. kebersamaan;  
d. efisiensi berkeadilan;  
e. berkelanjutan;  
f. berwawasan lingkungan;  
g. kemandirian;  
h. keseimbangan kemajuan; dan  






Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan 
mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian 
nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. 
BAB III 
 






Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: 
 
a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri; 
b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan 
berkeadilan; 
c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi 
pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah; 
d. peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan 













a. mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, 
berkembang, dan berkeadilan; 
b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan 
 
c. meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam 
pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan 








(1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:  
a. memiliki    kekayaan    bersih    paling    banyak Rp50.000.000,00 
(lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan 
tempat usaha; atau 
b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 
(tiga ratus juta rupiah). 
 
(2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: 
 
a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh 
juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima 
ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 
usaha; atau 
b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga 
ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 
Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). 
 
(3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut: 
 
a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus 
juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 
(sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan 
tempat usaha; atau 
b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 
(dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). 
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(4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan 
ayat (2) huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai 
nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan 




PENUMBUHAN IKLIM USAHA 
 
Pasal 7 
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha 
dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan 
yang meliputi aspek: 
 
a. pendanaan;  
b. sarana dan prasarana;  
c. informasi usaha;  
d. kemitraan;  
e. perizinan usaha;  
f. kesempatan berusaha;  
g. promosi dagang; dan  
h. dukungan kelembagaan. 
 
Pasal 8 
Aspek pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a 
ditujukan untuk: 
 
a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah untuk dapat mengakses kredit perbankan dan 
lembaga keuangan bukan bank; 
 
b. memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya 




c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara 
cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 
 
d. membantu para pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk 
mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang 
disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik 
yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah 
dengan jaminan yang disediakan oleh Pemerintah. 
 
Pasal 9 
Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 
(1) huruf b ditujukan untuk: 
 
a. mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan 
mengembangkan pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil; dan 




Aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) 
huruf c ditujukan untuk: 
 
a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan 
informasi bisnis; 
b. mengadakan  dan  menyebarluaskan  informasi  mengenai 
c. pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan 
teknologi, dan mutu; dan 
d. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua 




Aspek kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d 
ditujukan untuk: 
 
a. mewujudkan kemitraan antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;  
b. mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan 
Usaha Besar;  
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c. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam 
pelaksanaan transaksi usaha antar-Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah;  
d. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam 
pelaksanaan transaksi usaha antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah, 
dan Usaha Besar; 
 
e. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah;  
f. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya 
persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan  
g. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh 
orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah. 
 
Pasal 12 
(1) Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 
(1) huruf e ditujukan untuk: 
 
a. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan 
sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan 
 
b. membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan 
memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil. 
 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara 
permohonan izin usaha diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
 
Pasal 13 
(1) Aspek kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
ayat (1) huruf f ditujukan untuk: 
 
a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian 
lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi 
pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang wajar 
bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya; 
b. menetapkan alokasi waktu berusaha untuk Usaha Mikro dan 
Kecil di subsektor perdagangan retail; 
c. mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki 
kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai 
warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun; 
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d. menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah serta bidang usaha yang terbuka 
untuk Usaha Besar dengan syarat harus bekerja sama dengan 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 
e. melindungi usaha tertentu yang strategis untuk Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah; 
f. mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh 
Usaha Mikro dan Kecil melalui pengadaan secara langsung; 
g. memprioritaskan pengadaan barang atau jasa dan 
pemborongan kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan 
h. memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan. 
 
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 




(1) Aspek promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 
(1) huruf g, ditujukan untuk: 
 
a. meningkatkan promosi produk Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah di dalam dan di luar negeri; 
 
b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah di dalam dan di luar negeri; 
 
c. memberikan insentif dan tata cara pemberian insentif untuk 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mampu menyediakan 
pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di 
dalam dan di luar negeri; dan 
 
d. memfasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual atas 
produk dan desain Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam 
kegiatan usaha dalam negeri dan ekspor. 
 
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 




Aspek dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
ayat (1) huruf h ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan 
fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan 
keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai 









(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan 
usaha dalam bidang:  
a. produksi dan pengolahan;  
b. pemasaran;  
c. sumber daya manusia; dan  
d. desain dan teknologi. 
 
(2) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan 
pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan, prioritas, 





Pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara: 
 
a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan 
manajemen bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 
b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, 
produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan 
kemasan bagi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; 
c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan 
pengolahan; dan 







Pengembangan dalam bidang pemasaran, sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 16 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara: 
 
a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;  
b. menyebarluaskan informasi pasar; 
 
c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran; 
 
d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji 
coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan 
promosi Usaha Mikro dan Kecil;  
e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan 
distribusi; dan  




Pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara: 
 
a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;  
b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan 
 
c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan 
untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan 
kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru. 
 
Pasal 20 
Pengembangan dalam bidang desain dan teknologi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d dilakukan dengan: 
 
a. meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta 
pengendalian mutu; 
b. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi; 
c. meningkatkan kemampuan Usaha Kecil dan Menengah di bidang 
penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru; 
d. memberikan insentif kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang 
mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan 
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e. mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk memperoleh 





PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN 
 
Bagian Kesatu 
Pembiayaan dan Penjaminan Usaha Mikro dan Kecil 
 
Pasal 21 
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi 
Usaha Mikro dan Kecil. 
 
(2) Badan Usaha Milik Negara dapat menyediakan pembiayaan dari 
penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha 
Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, 
hibah, dan pembiayaan lainnya. 
 
(3) Usaha Besar nasional dan asing dapat menyediakan pembiayaan 
yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk 
pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya. 
 
(4) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha dapat 
memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan 
mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak 
mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil. 
 
(5) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif 
dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif 
sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada dunia 
usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil. 
 
Pasal 22 
Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro dan 
Usaha Kecil, Pemerintah melakukan upaya: 
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a. pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan 
lembaga keuangan bukan bank; 
b. pengembangan lembaga modal ventura; 
c. pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang 
d. peningkatan kerjasama antara Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui 
koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional 
dan syariah; dan 
e. pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan 




(1) Untuk meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap sumber 
pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pemerintah 
dan Pemerintah Daerah: 
 
a. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jaringan 
lembaga keuangan bukan bank; 
 
b. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jangkauan 
lembaga penjamin kredit; dan 
 
c. memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam memenuhi 
persyaratan untuk memperoleh pembiayaan. 
 
(2) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif 
meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap pinjaman atau 
kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara: 
 
a. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha; 
 
b. meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit 
atau pinjaman; dan 
 












Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Usaha 
Menengah dalam bidang pembiayaan dan penjaminan dengan: 
 
a. memfasilitasi dan mendorong peningkatan pembiayaan modal kerja 
dan investasi melalui perluasan sumber dan pola pembiayaan, akses 
terhadap pasar modal, dan lembaga pembiayaan lainnya; dan 
 
b. mengembangkan lembaga penjamin kredit, dan meningkatkan fungsi 







(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat 
memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan, 
yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan 
menguntungkan. 
 
(2) Kemitraan antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Kemitraan 
antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar 
mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan 
pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan 
teknologi. 
 
(3) Menteri dan Menteri Teknis mengatur pemberian insentif kepada 
Usaha Besar yang melakukan kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, 
dan Menengah melalui inovasi dan pengembangan produk 
berorientasi ekspor, penyerapan tenaga kerja, penggunaan teknologi 
tepat guna dan ramah lingkungan, serta menyelenggarakan 













c. waralaba;  
d. perdagangan umum; 
e. distribusi dan keagenan; dan  
f. bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti: bagi hasil, kerjasama 





Pelaksanaan kemitraan dengan pola inti-plasma sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 26 huruf a, Usaha Besar sebagai inti membina dan 
mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang menjadi 
plasmanya dalam: 
 
a. penyediaan dan penyiapan lahan; 
b. penyediaan sarana produksi; 
c. pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha; 
 




h. pemberian informasi; dan 
i. pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi 
dan produktivitas dan wawasan usaha. 
 
Pasal 28 
Pelaksanaan kemitraan usaha dengan pola subkontrak sebagaimana 
dimaksud Pasal 26 huruf b, untuk memproduksi barang dan/atau jasa, 
Usaha Besar memberikan dukungan berupa: 
 





b. kesempatan memperoleh bahan baku yang diproduksi secara 
berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar; 
 
c. bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen; 
 
d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan; 
 
e. pembiayaan dan pengaturan sistem pembayaran yang tidak 
merugikan salah satu pihak; dan 
 
f. upaya untuk tidak melakukan pemutusan hubungan sepihak. 
 
Pasal 29 
(1) Usaha Besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, memberikan 
kesempatan dan mendahulukan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
yang memiliki kemampuan. 
 
(2) Pemberi waralaba dan penerima waralaba mengutamakan 
penggunaan barang dan/atau bahan hasil produksi dalam negeri 
sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang disediakan 
dan/atau dijual berdasarkan perjanjian waralaba. 
 
(3) Pemberi waralaba wajib memberikan pembinaan dalam bentuk 
pelatihan, bimbingan operasional manajemen, pemasaran, penelitian, 





(1) Pelaksanaan kemitraan dengan pola perdagangan umum 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, dapat dilakukan 
dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau 
penerimaan pasokan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh 
Usaha Besar yang dilakukan secara terbuka. 
 
(2) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh Usaha 
Besar dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi 
Usaha Kecil atau Usaha Mikro sepanjang memenuhi standar mutu 
barang dan jasa yang diperlukan. 
 
(3) Pengaturan sistem pembayaran dilakukan dengan tidak merugikan 





Dalam pelaksanaan kemitraan dengan pola distribusi dan keagenan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e, Usaha Besar dan/atau 
Usaha Menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang 
dan jasa kepada Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil. 
Pasal 32 
Dalam hal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyelenggarakan usaha 
dengan modal patungan dengan pihak asing, berlaku ketentuan 
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 
Pasal 33 
Pelaksanaan kemitraan usaha yang berhasil, antara Usaha Besar dengan 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat ditindaklanjuti dengan 
kesempatan pemilikan saham Usaha Besar oleh Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah. 
Pasal 34 
(1) Perjanjian kemitraan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang 
sekurang-kurangnya mengatur kegiatan usaha, hak dan kewajiban 
masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu, dan 
penyelesaian perselisihan. 
 
(2) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan 
kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
 
(3) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 
boleh bertentangan dengan prinsip dasar kemandirian Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah serta tidak menciptakan ketergantungan Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah terhadap Usaha Besar. 
 
(4) Untuk memantau pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan (2), Menteri dapat membentuk lembaga koordinasi 
kemitraan usaha nasional dan daerah. 
 
Pasal 35 
(1) Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro, 
Kecil, dan/atau Menengah sebagai mitra usahanya dalam 





(2) Usaha Menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro 
dan/atau Usaha Kecil mitra usahanya. 
 
Pasal 36 
(1) Dalam melaksanakan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
26 para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan 
terhadap mereka berlaku hukum Indonesia. 
 
(2) Pelaksanaan kemitraan diawasi secara tertib dan teratur oleh 
lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan 
usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 
 
Pasal 37 
Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kemitraan sebagaimana dimaksud 




KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PEMBERDAYAAN 
 
USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH 
 
Pasal 38 
(1) Menteri melaksanakan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 
 
(2) Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, 
dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
secara nasional dan daerah yang meliputi: penyusunan dan 
pengintegrasian kebijakan dan program, pelaksanaan, pemantauan, 
evaluasi, serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan 
pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, termasuk 
penyelenggaraan kemitraan usaha dan pembiayaan Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah. 
 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan koordinasi dan 
pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 













(1) Usaha Besar yang melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (1) 
dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha 
dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar 
rupiah) oleh instansi yang berwenang. 
 
(2) Usaha Menengah yang melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (2) 
dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha 
dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar 
rupiah) oleh instansi yang berwenang. 
 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi 
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 






Setiap orang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan 
mengaku atau memakai nama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
sehingga mendapatkan kemudahan untuk memperoleh dana, tempat 
usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa 
untuk pemerintah yang diperuntukkan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan 











Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini 
ditetapkan paling lambat 12 (dua belas) bulan atau 1 (satu) tahun sejak 
Undang-Undang ini diundangkan. 
Pasal 42 
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 
Tahun 1995 Nomor 3611) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
Pasal 43 
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan 
perundang-undangan yang berkaitan dengan Usaha Kecil dan Menengah 
dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan 
ketentuan dalam Undang-Undang ini. 
Pasal 44 
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap 
orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 
 
Disahkan di Jakarta pada tanggal 4 Juli 2008 
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